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SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 601 /EMM.1/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN KEUVANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUEBLIK INDONESIA,

: a. bahwa untuk meningkatkan kuialitas dan  menjamin

kepastian pelayanan publilt Kementerian Kenangan sesyai
dengan tugas dan fungsi serta asas-asas tata kelola
pemenintahan  yvang balk, telah ditetapkan Standar
Operasional Prosedur Layanan Unggpulan Kementerian
Kcuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor
187 /KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi
(Standard  Operafing Frocedure) Layanan  Ungeulan
Kementerian Keuangan sebagaimana telah Beberapa kali
diubaly terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Momor 601 /KME.01/2015 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187 /KMK.QL/2010
tentang Standar Prosedur Operasi (Stondard Operating
Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;

. bahwa sehubungan dengan adanya pemutakhiran Standar

Operasional Prosedur vang  dipergunalkan dalam
pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kementerian
Keuangan serta untuk meningkatkan kinerja dan
pelayanan unit crganisasi Eselen [ maupun unit organisasi
Non-Eselen di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu
dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali lkzetentuan
mengenal Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan
Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
hurut &;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsid

dalamm huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Standar Operasional Prosedur
Layanan Unggulan Kementenan Keuangan;

. Keputusan Presiden Nomor 98 /8 Tahun 2015;
. Peraturan Menterdi Keuangan Nomor 131/PME.QI/2015

tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka
Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Keuangan Nomor 128/PMK.01/2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
131/PMK.01/2013 tentang Pedoman Penyusunan Proses
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Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Keuangan {Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2020
Nomor 1043);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tala Kerja Lembaga National Single
Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomeor 1823);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
{Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2018 Nomor
1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nowmor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1743];

5. Keputusan Mentern Keuangan Nomor 539/KMK.QL/2019
tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam
Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat
Jenderal;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN
KEMENTERIAN KEUANGAN.

Menetapltan Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan
Kementerian Keuangan vang selanjutnya disebut S0P
Layanan Unggulan yvang merupakan kegiatan atau rangkaian
kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan ecksternal dan/atau internal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan untulk kepentingan
masyaralkat atau para pemangku kepentingan lainnya atas
jasa dan/atau pelayvanan administratif yvang disediakan ocleh
Kementerian Keuangan,

S0P Layanan Unggulan disusun oleh masing-masing unit
Eselom 1 i hngkungan Kementenan Keuangan dan
unit organisasi non Eselon yvang bertanggungjawab secara
langsung kepada Menteri Keuangan guna memberikan
kepastian pelayanan, diantaranya terhadap proses, jangka
wakiu penyelesalan, blaya atas Jasa pelayvanan, dan
persyaratan administrasi yang disediakan masing-masing unit
Esclon [ dan unit organisasi non Eselon vyang
bertangeungjawal secara langsung leepada Menteri Kenangan.
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: Jenis SOP Layanan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA terdiri atas pelayanan di bidang:
perpajalkan;

£

kepabeanan dan cukai;
perbendaharaan;

kekayaan negara dan lelang;
perimbangan keuangan;
pengelolaan pembiayaan utang;
kesekretariatan;

pengaduan masyarakat; dan
pendidikan dan pelatihan keuangan,

dengan uralan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
meripakan bagian yang tidak terpisahkan darn Keputusan
Menteri ini.

-

Dalam rangka pemantauan dan cvaluasi pelaksanazn SOP
Layanan Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA, unit organisasi yang menjalankan fungsi pembinaan
proses bisnis, organisasi, dan ketatalaksanaan pada masing-
masing unit organisasi Eselon 1 dan unit organisasi non
Eselon yang bertanggungfawab sccara langsung kepada
Menteri Keuangan, secara berkala melaporkan pelaksanaan
S0P Layanan Unggulan pada unit masing-masing kepada
Sekretaris Jenderal c.g. unit yang menangani pembinaan
proses bisnis, organisasi, dan ketatalaksanaan di lingkungan
Kementerian Keuangan.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulal berlaku, dalam hal
terdapat permohonan layanan vang disampaikan dan/atau
dalam tahap proses penyelesaian sebelum berlakunya
Keputusan Menteri iru, penvelesaiannya dilakukan dengan
mengacnn  pada Standar Operasional Prosedur Layanan
Unggulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
187/KME.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi
{(Stendard  Operating  Procedure) Layanan Unggulan
Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
601/KM.1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 187 /KMEK.01/2017 tentang Standar
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan
Unggulan Kementerian Keuangan.

. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlakn:

a. Kepufusan Menteri Kenangan Nomor 187/KME.01/2010
tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating
Procedure} Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.01/2014
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur
Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan
Kementerian Keuangan; dan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.1/2015
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 187/KMK.01/2017 tentang Standar
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan
Unggulan Kementerian Keuangan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.:

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

ki
2,
3.

Menteri Keuangan; .

Wakil Menteri Keuangan; :

Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur
Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan™Kementerian
Keuangan, dan Kepala Lembaga National Single Window;
Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi
Informasi, Kementerian Keuangan;

para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat
Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan
Kementerian Keuangan;

Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan;

Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan; dan

Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020 ?

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,
ttd. .
HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kﬁpala Biro Umum
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A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (STANDARD OPERATING PROCEDURE)
LAYANAN UNGGULAN BIDANG FERFAJAKAN KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Wajib Pajak

a. Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan Surat
Keterangan Fiskal (SKF] Wajib Pajak. Permohonan dapat disampaikan
secara daring (onling], yaitu melalui laman Dircktorat Jenderal Pajak, atau
melalui Loket Tempat Pelayanan Terpadu {TPT) Kantor Pelayanan Pajak
(KPP} dan Kanfor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KF) di seluruh wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak apabila Wajib
Pajak tidak dapat mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak.

b. Dasar Hulum:

1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralthir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tshun 2009 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

2)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sehagaimana telah beberapa kali diubah teralthir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambshan Lembaran Negara Repubiik
Indomesia Nomor 4893);

3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer PER-03/PJ/2019 tentang
Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal.

c. TFihak yvang Dilayani/ Stakeholder:
Wajib Pajak.

d. Janji Layanarn:
1] Jangka waktu penyelesatan paling lama

a) Segera (otomatis) apabila permohonan disampailtan secara online,

b) 3 {tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lenghkap
apahila permohonan disampailtan melaiul Loket TPT di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP} dan KP2KP.

2}Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
3} Persyaratan administrasi, terdiri atas:

) felah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 (dua) Tahun
Fajak teralshir;

b) telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 (liga) Masa Pajalt
terakhir;

c] fidak mempunyali Utang Pgjak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP}
tempat Wajlb Pajak Pusat maupun Cabang terdaftar, atau telah
mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pemhbayaran
rajak atas Utang Pajak tersebut secara keselurmhan; dan

d) fidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang
perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang findak
pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.
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e. Proses:
1) Awal:  Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan
Fisical melalii laman Direktorat Jenderal Pajak atau
melalui Loket TPT di Kantor Pelayanan Pajak {KPP) dan
KP2KFP apabila tidak dapat mengakses laman Direktorat
Jenderal Pajals;
2)  Akhin

a) Apabila permohonan diajukan secara online, maka sistemn
Direktorat Jenderal Pajak langsung menerbitkan Surat
Keterangan Fiskal Elektronik [(e-SKF} atan mengirimlan
notifikasi permohonan ditolak.

b} Apabila permchonan diajukan melalui Loket TPT di Kantor
Pelayanan Pajalk (KPP} atau KP2KF, maka Petugas Loket TPT
mencetak Surat Keterangan Fiskal/surat penoclakan SKF
kemudian menycrahlzan kepada Wajib Pajak/ kuasa/ pesawai
/pihak yang ditunjuk dengan menggunakan amplop tertutup
paling lama 3 (tiga) harl kerja setelah permochonan diterima
lengkap.

I. Keluaran/Hasil Akhir (output):

1} Penyampaian secara online: e-SKF/Notifikasi Penoclakan Permohonan
SKF; dan

2} Penyampaian mclalui Lolket TPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atan
KP2KP: Surat Keterangan Fiskal/Surat Penclakan SKF.
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g. Bagan Arus {(Flowcharf):
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2) Melalui Loket TPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
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3] Melalui Loket TPT di KP2KP
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2. Pelayanan Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)
Deskripsi;

£l

1)

2}

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan

Pemindahbukuan (Pbkj. Pemindahbukuan adalah suatu proses

memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibulukan pada

penierimaan pajak yang sesual. Permohonan disampaikan oleh Wajib

Pajalt melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak

terdaftar.

Pemindahbukuan yang dapat dilayani

a] Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian
formulir Surat Setoran Pajak (S8F) dan Surat Setoran Pabean
Cukai dan Pajak [SSPCP] yang menyangkut Wajib Pajak sendir
maupun Wajib Pajak lain;

b} Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data
pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran
pajalt  secara elektronik scbagaimana tertera dalam Bukli
Penerimaan Negara (BFN);

¢] Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSF,
S5PCP, yang dilakukan Bank PersepsifPos Persepi/Bank
Devisa/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagimana dimaksud
dalam Pasal 10 PMEK 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penyetoran Pajals;

d} Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perckaman atan
pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;

¢) Pemindahbukuan karena adanya dalam rangka pemecahan setoran
pajak dalarmn SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa
jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek
pajalk FBE;

[} Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran SSP, BPEN, atan
Buktl Pbk lebih besar daripada pajaiz terutang dalam SPT, Surat
Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajale, SPPT, Surat Ketetapan
Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBEE;

gl Pemindahbukuan karena jumah pembayaran pada SSPCP afan
Bukti Pbk lebih besar daripada pajalt yang terutang dalam
pemberiteliuan  pabean impor, dokumen cukai, atau surat
tagilian/surat penetapan;

h) Pemindahbulkuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktorat
Jenderal Pajak.

b, Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penyvetoran Pajak.

Pihak yvang Dilayani/ Stakeholder

Wajib Pajak

Janji Layanan:

1} Jangka waktu penyelesaian paling lama 2! [dua puluh satu) hand

setelah dokumen diterima lengkap.

2} Tidak ada hiaya atas jasa pelayanar.

3)

Persyaratan Administrasi:
a} Sural permohonan Pbk;
b)] Asli S8SP {lembar ke-1), SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk {lembar
ke-1), dokumen BPN, atan asli bulkti pembayaran PPh dalam Mata
Uang Dolar Amerilkka Scriizat yang telah mencaninmbkan Nomor
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Transaks:) Penerimaan Negara (NTFM) yang dimohonkan untulk
dipindahbukukan;

¢} Asli surat pernyataan kesalahan rekam dari pimpinan Bank/Bank
Devisa/Kantor Pos Persepst tempat pembayvaran dalam hal
permohonan diajukan karena kesalahan perckaman oleh petugas
Bank/Bank Devisa/Pos Persepsi;

d) Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asl
sural tagihan.Surat Penetapan dalam hal permohonan Phlo
diajukan atas SIPCP;

e] Fotokopi Kartu Tanda Pendudul penyetor atau pihak penerima
Fbk, dalam hal permocheonan Pbk yvang digjukan atas S3P, S3PCE,
EPN, atau Bukti Pbi yang tidalt mencaniumkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP} atau 9 (sembilan} digit pertama NPWP
mencantumkan angka O (nol);

fi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyetor atau pihak penerima
Pblk dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWF;

g) Surat pernyataan darit Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya
tercantum dalam SSP bahwa 3SP tersebut sebenarnya bukan
pembayaran pajak untulc kepentinganmya sendiri dan  tidak
keberatan dipindahbultulkan dalam hal nama dan NPWP pemegang
asll 35FP {vang menpajukan permohonan Fbk) tidak sama dengan
nama dan NPWP vang tercantum dalam SSP.

Proses:

Yy Awal:
Wajpilbh  Pajak meamnbuat permchonan  pemindahbukuan  dan
disampaikan:

a) secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajale (KPP} tempat
pembayaran diadminstrasikan; atau

b} melalul pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat
ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP} tempat pembayaran
diadministrasikan.

2) Akhir: Bukti Pbk ditatausahakan di 3eksi Pelayanan [SOP Tata Cara
Fenatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
melalul Subbagian Umum (S0P Tata Cara Penyampaian
Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak) ke Wajib Pajak atau ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang meneruskan permohonan
untuk kemudian disampaikan ke Wajib Pajak.

Kelnaran /Hasil Akhir {outpui):
Bukti Pbk/tidak menerbitkan Bukti Pbk serta memberitahukan secara
tertulis kepada Wajib Pajak menggunakan Surat Penclakan Phk.
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B. STANDAR PROSEDUR OPERASI {STANDARD OPERATING FPORCEDURE) LAYANAN
UNGGULAN BIDANG KEPABEANAN DAN CUKATI KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Pelayanan Pengembalian Bea Masuls, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa
Denda dan/atau Bunga Berdasarkan Putusan Penpadilan Pajalk

a. Deskripsi:

b.

1)

2)

3)

4}

7]

8

Merupakan tata cara Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi
Administrasi Berupa Denda dan/atau Bunga Berdasarkan Putusan
Pengadilan Pajak yang dimulai sgjak Pemohon/Pihak yang Berhak
mengajiukan permohonan dilampiri dengan dolkumen
pelengkap /pendukung hingga penyampaian Surat Perintah Membayar
ke KPPN;

Pengembalian merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam
perundang-undangan kepabeanan dan cukal dalam rangka menjamin
kepastian hukum dan sebagal manisfestasi asas keadilan;
Pengembalian Bea Masuk dapat diberikan kepada pihalk yang berhak
terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas
kelebihan pembayaran Bea Masuk akibat putusan Pengadilan Pajalk;
Fengembalian Bea Keluar dapat diberikan kepada pihak yang berhak
terhadap seluruh atau sebagian Bea Keluar yvang telah dibayar atas
kelebihan pembayaran Bea Keluar akibat putusan Pengadilan Pajalk;
Pengembalian kepada pihak yang berhalt dapat juga diberikan terhadap
seluruh atauw sebagian Sanksi Administrasi berupa Denda dan/atau
Bunga yang telah dibayar dalam hal kelebihan pembayaran Sanksi
Adminisirasi berupa Denda dan/atau Bunga aldbat putusan
Pengadilan Pajal;

Keputusan Fengembalian Bea Masulk, Bea Keluar, Sanksi Adminisirasi
Berpa Denda, danfatau Bunga yang selanjninya disebut Keputusan
Pengembalian adalah keputusan tentang pengembaliant bea masuk, bea
keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang
diferbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanarn.

Tunggakan Utang adalah utang bea masuk, bea Lkeluar, sanksi
administrasi berupa denda, dan/atau bunga, cukai, termasuk Pajak
Pertambahan Nilai [PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah [(PPnBM),
dan/atau Pajalt Penghasilan (FPh] yang dipungut oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang tidak dilunasi sampai dengan jatuh
tempo, dan tidak digjukan keberatan, atau banding;

Unit pelaksana pelayanan adalah Semua Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai, dan Semua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dasar Hnioam:

1)

2)
3

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006

Untdang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 274/PMEK.04/2014 tentang
FPengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi berupa
Denda dan/atau bunga dalam rangka Kepabeanan;

Peraturan Menteri Keunangan Nomor 40/PMEK.04/2016 tentang
Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka
Kepabeanan dan Cukai Secara Elelktronik.

c. Pihaik yang Dilayani/ Stakeholder:

1)

Pihak yang Berhak Mendapatkan Pengembalian Bea Masuly, Bea
Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga yang
sclanjutnya disebut Pihak yang Berhak adalah importir, eksportir,
pengangkut, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha
tempat penimbunan sementara, atan penerima fasilitas pembebasan
atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan;

d. Janji Layanan:

1)

2}

3]
4]

Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 30 (tHga

puluh] hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap dan

benar.

tidal termasuk waktu yang dipergiinakan untuk:

a] Jangka waktu sebagaimana huraf d.1 tidak termasuk wakiu yang
diperhukan untuk kenfirmasi setoran ke KPPN.

bj Konfirmasi ke Pengadilan Pajak, dalam hal salinan pulusan
Pengadilan Pajalt yang telah berkekuatan hukum tetap belum
diterima cleh Kepala Kantor.

c] Konfirmasi ke Pengadilan Pajak, dalam hal salinan putusan
Pengadilan Pajaik terdapat kesalahan.

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Persvaratan administrasi:

a) Permohonan digjukan kepada Kepala Kantor Pelayanan;

b} Permohonan yang diajunkan oleh Pihak vyang Berhak harus
disertakan lampiran berupa:

aj Fotokopi salinan resmi putusan pengadilan pajale;

bj Bukti Penerimaan Negara/Bukti pembayaran;

c) Fotocopy identilas pemohon.

dj Surat pernyataan bahwa bhea masuk, Bea Keluar, Sanksi

Administtasi berupa Denda dan/fatau Bunga yang diminta
pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian;

e) Surat Kuasa pengurusan pengembalian, datam hal
dilmasakan;
1] Surat pernyataan bank atau rekening koran bahwa

rekening wiuk menerima pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar,
Sanksi Administrasi berupa Denda dan/atau Bunga masih aktif
{dalam hal diperlukan, melakukan korespondensi kepada Bank
terkait nomor rekening uniuk menerima pengembalian).
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gl Fotokopi Akta terakhir perusahaan/organisasi untuk
pemohon berbentuk Perseroan atan badan wusaha lainnya,

yayasan atau koperasi;

€. Proses:
1) Awal: Pemohon/Pihak yang Berhak mengajukan permohonan

dilampir dengan dokumen pelengkap/pendulkung,
2) Akhir: Surat Perintah Membayar disampaikan kepada KPPN.

f. Keluaran/Hasil Alkhir (output):
1} EKeputusan Pengembalian/Surat Penolakan.

2} Burat Perintah Membayar.
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2. Pemeriksaan Lokasi dalam Rangka Perizinan Momor Pokok Pengusaha Barang
kena Cukai (NPPBKC])

a. Deskripsi:

1)

2)

3

4)

3)

6)

7)

8)

Merupakan tata cara pemeriksaan lokasi dalam Rangka Perizinan
Nomor Pokok Pepgusaha Barang Kena Cukai {NPPBKC) yvang dimulai
ketika Pemohon mengajukan permohonan perneriksaan lokasi kepada
Kepala Kantor Pelayanan hingga Tim Pemeriksa Lokasi membuat Berita
Acara Pemeriksaan Lokasi, menandatangani dan menyerahkan Berita
Acara Pemeriksaan Lokasi Pemohon.

Nomor FPokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBEC) adalah izin
unink menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha
Tempat Penyvimpanan, Importir BEKC, Penyalur, atan Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran di bidang cukai;

Pengusaha Barang Kena Culkai (BKC) adalah orang yang menjalankan
kegiatan sebagai Pengusaha Pabril, Pengnsaha Tempat Penyimpanan,
Importir BKC, Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang
telah memiliki NFFBRC:

Pabrik adalah tempat tertentu termasulk bangunan, halamman, dan
lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan
untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atan untuk mengemas
barang kena cukai dalam kemasan untuk penjuaian eceran;

Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atan lapangan
vang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk
menyimpan barang kena cukai berupa etil alkoliol yang masih {erutang
cukai dengan tujuan untuk disaturkan, dijual, atau diekspor;

Tempat Usaha Importir barang kena cultai yang selanjuinya disebut
Tempat Usaha Importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau
lapangan yang dipergiinakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk
menimbun barang kena culkai asal impor yang sudah  dilunasi
cukainya;

Tempat Usaha Penyalur adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau
lapangan yang diperginakan unfuk kegiatan usaha dan/atau untuk
menimbun barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya uniuk
disalurkan atan dijual yang semata-mata difujukan bukan kepada
lonsumen akhir;

Lolasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai
tempat menimbun BKC oleh Importir atan Penyalur harus memennihi
ketentuan sebagai berikut:

a) tidalt berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanei
yang memisahkan dengan rmimah tinggal, bangunan, halaman,
atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dan termnpat usaha
Importir/Penyalur yang dimintakan izin;

b) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dar jalan umuam,
kecuali yang lokasinya dalam kawasan mdustri atan kawasan
perdagangan; dan



%)

MEOMTERE KEUANGAN
REFUBL K INDOMNESIA

¢] saal pengajuan permohonan NPPBKC, memiliki jarak lebih dari
100 meter darl tempat ibadah, sekolah atan rumah salit;
Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran
barang kena cukai kepada konsumen akhir;

10) Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atan kawasan

yvang memenihi persyaratan tertentu yang digunakan untul menimbun
barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea
masule;

11} Unit pelalsana pelayanan adalah Semua Kantor Pelayanan Utama Bea

dan Cukai, dan Semua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukad.

b. Dasar Hukum:

1)
2)
3

Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1995 tentang Cukai sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai;

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentanyg Tata
Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai.

¢. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:

1)

Pemohon adalah setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagad:

a} Pengusaha Pabrik;

b] Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol (Pengusaha Tempat
Penyimpanan EA);

¢ Importir;
d} Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol {Penyalur MMEA);
atau

¢] Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA;

d. Janji Layanar:

1)

2)
3]

Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama S (lima) hari

keria pernyataan kesiapan pemerikszan lokasi sampal dengan

penyerahan berita acara pemeriksaan lokas] kepada Pengusaha BKC

yang melalukan permohonan.

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan,

Persyaratan adiministrasi:

a] Permohonan pemeriksaan lokasi oleh Pengusaha BKC diajukan
kepada Kepala Kantor Pelayanan;

b) Lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan
sebagail pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1} tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen
yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman,
atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari pabrik yang
dirmintalcan izin;

2} berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,
kecuali vang lokasinya daiam kawasan industri;
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3] memiliki luas lokasi, bangunan, atai tempat usaha minimal 300
meter persegdi;

4) memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan/atau
tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau
bahan penolong;

D] memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, clan
peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau
mengemas barang kena cukai;

&) memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk
menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai
yang selesai dibuat; dan

7) memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan/atau tempat untuk
menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai
yvang sudah dilunasi cukainya.

Lokasi, bangunan, atan tempat usaha vang akan digunakan

sebagal tempat penjualan eceran harus memenuhi ketentuan

sebhagai berilkut:

1} tidak berhubungan langsung dan memililkd pembatas permanen
yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman,
atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat
pernjualan eceran yang dimintakan izin;

2} berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,
kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri, kawasan
perdagangan, hotel atau tempat hiburan; dan

3} saat pengajuan permohonan NFFBKC, memiliki jarak lebih dari
100 meter dari tempat ibadah, sekolah atav rumah sakit.

Lolzasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan

scbagal tempat penyimpanan etit alkohol harus memenuhi

ketentuan sebagai berilaat:

1} tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen
yvang memisahlan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman,
atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dar {empat
penyimpanan yang dimintakan izin;

2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan wmum,
kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;

3] memilila hias lokasi, bangunan, atau tempat usaha minimal
5.000 meter persegi;

4] memiliki fempat penimbunan permanen berupa tangki dengan
kapasitas keselurunhan paling sedikit 200.000 liter etil alkchol
dan dilengkapi dengan fasilitas berupa pompa, alat ukur velume
dan suhu, dan tabel volume yang disahlkan oleh dinas metrologi;

5) mermilili gudang permanen uniuk menyimnpan etil ajkohol;

6] memiliki pagar dan/atan dinding keliling dan temnbok dengan
ketingpian  paling rendah 2 meter yang mernpakan batas
pemisah yang jelas, dan

7] memilild rmuang laberatorium dan peralatannya.

Dalam wakiu paling lambat 3 (tiga) bulan sejalk diterbitkannya

Berita Acara Pemeriltsaan Lokasi, Penpgusaha harus sudah
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mengajukan permohonan NPPBEC. Apabila dalam jangka wakiu 3
(tiga) bulan tidak diajukan permocohonan NPPRKC, Pengusaha harus
mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi ulang.

Proses:
1} Awal: Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi kepada
Kepala Kantor Pelayanan;
2} Alkhir : Tim Pemeriksa Lokasi memhbuat Berita Acara Pemneriksaan
Lokasi, menandatangani dan menyerahkan Berita Acara
Pemeriksaan Lokasi Fernohon.

Keluaran/Hasil Akhir {outpud):
1} Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
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3. Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC}

a. Deskripsi:

1)

2)

4]

5]

Merupakan tata cara pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPRKC) vang dimulai sejak pemchon mengajukan permohonan
untuk memperoleh NPPBKC kepada Kepala Kantor Pelayanan hingga
pelaksana menyampaikan Keputusan Pemnberian NPPBKC dan Fiagam
NPPBKC kepada Pemohon.

Merapakan tata cara pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) yang dimulai sejalk

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukal (NPPBKC) adalah izin
untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha
Tempat Penyimpanan, Importir BKC, Penyalur, atau Pengusaha Tempat
Penjualan Eceran di bidang culai;

Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) adalah orang vang menjalanican
kegiatan sebagai Pengnsaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penvimpanan,
Importir BEC, Penyalur atan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang
telah memiliki NPPBKC:

Unit pelaksana pelayanan adalah Semua Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai, dan Scmua Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Culkai, Dircktorat Jenderal Bea dan Cukai.

h. Dasar Hukum;

1]
2)
3]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal sebagaimans
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PME.04/2018 tentang Tata
Cara Pemberian, Pembeluian, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai.

¢. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:

1)

Pemohon adalah setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

a) Pengusaha Pabrik;

b} Pengusaha Tempat Penyimpanan Etl Alkchol [Pengusaha Tempat
Penyimpanan EA);

¢) Importir;

d} Penyalur Minuman Mengandung Efil Alkcohol (Penyalur MMEA);
atau

el Pengusaha Tempat Penjualan Ecerann MMEA;

vang berkedudukan di Indonesia atau secara sah mewakili orang atau

pribadi atau badan hukum yvang berkedudukan di hiar Indonesia.

d. Janji Layanarn:

1

2)

Jangka walitu penyelesaian proses pelayanan paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya permohonan dan surat pernyataan secara
lengkap sampsi dengan penerbitan keputusan persetijuan ataun
penolakan permohonan.

Tidak ada biaya atas jasa pelayanar.

Persvaratan administrasi:
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a] Permohonan untuk memperoleh NPPBKC diajukan ocleh Pemohon
kepada Kepala Kantor Bea dan Cukal yang mengawasi lokasi,
bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai
pabrilk, tempat penyimpanan, tempat usaha Importir, tempat usaha
Penyalur atau tempat penjuialan eceran;

bj Permohonan untuk mempercleh NPPBKC yang paling sedikit harus
dilampiri dengan:

a) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dalam rangka perizinan
NPPBEC yang masih berlalu (diterbitkan dalam jangka walctu
paling lamma 3 bulan sgjak sebelum dilakukan permohonan
untuk memperoleh NPPBKC);

b)izin usaha darl instansi di bidang perindustrian  atau
penataman inodal, dalamm hal  Pemohon  mengajukan
permchonan NPFPBKC sebagal Pengusaha Pabrik atau izin
usalia dari instansi di bidang perdagangan, penanaman modal
atau pariwisata, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan
NFPBEC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir,
Penyalur, atan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran;

¢} 1zin lokasi tempat usaha vang diterbitkan oleh instansi terkait,
daiam hal  pemohon mengajukan permohonan untuk
memperclel NPPBKC sebagal Penvahir namun lokasi usaha
yvang dimintakan izin berbeda dengan daerah pemasaran yang
tertera dalam izin usaha dart instansi yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal atan
pariwisata; dan

d) daftar mesin yang digunakan untuk membuat danjatan
mengemas BKC dalam hal pemohon mengajukan permohonan
NPPEBEC sehagai Pengusaha Pabrik atau daftar Penyalur vang
langsung membeli BEC dari Pengusaha Pabrik, dalam hal
Pemohon  mengajukan  permchonan  NPPBKC  sebagal
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakaal.

¢l Menvampaikan data registrasi Pengussha BKC;

d) Menyerahkan surat pernyataan  Tbermaterai  cukup yang
mernyatakan Pemohon:

a) bersedia untul dibeltukan /dicabut MNPPBKC yang
bersangkutan apabila rnama pabrilk /tempat
penyimpanan/tempat  usaha Importir/ tempat usaha
Penyalur/tempat penjualan eceran yang bersanglkutan memilild
kesarnaan tulisan/pengucapan nama deongan nama fempat
usaha lain yvang telah mendapatkan NPPBKC terlebih dahulu;
dan;

I} bertanggung jawal penuh terhadap selurah kegiatan vang
dilakukan di lokasi usaha.

e, Proses:
1) Awal : Pemohon mengajukan permchonan untulk memperoleh NPPEKC
kepada Kepala Kantor Pelayanan;
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2) Akhir: Pelaksana menyampaikan Keputusan Pemberian NPPBKC dan
Piagam NPPBKC kepada Pemolhon.

f. Keluaran/Hasil Akhir {output):
Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan
Fiagam NPFBKC.

g. Bagan Arus (flowchart):
1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Culcai Tipe A
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4. Penanganan Barang Impor Bawaan Penumpang atau Awalr Sarana Penganghut
vang Tiba Bersama Penumpang atan Awsk Sarana Pengangkut yvang Diimpor
Untuk Dipakai

a. DPeskripsi:

1}

2]

3)

4)
9
&)

7}

9)

Penumpang adalah setiap orang yvang melintasi perbatasan wilayah

negara dengan menggunakan sarana pengangkut fetapl bukan awak

sarana pengangicait dan bukan pelintas batas.

Awalk Sarana Pengangkut adalah setiap orang wyang karena

pekerjaannya harus berada dalam sarana penganglut dan datang

bersama sarana pengangkut.

[mpor untuk dipakai adalali:

a) memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan
untuk dipakai; atau

k) memasukkan barang ke dalam daerah pabean unituk dimiliki atan
dikuasai cleh orang berdomisili di Indonesia.

Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang

vang dibawa oleh Permumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Jalur Hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dengan tidak

dilalmian pemeriksaan fisik barang.

Jalur Merah adaiah jaiur pengeluaran barang impor dengan dilakukan

pemeriksaan fisik barang.

Pejabat Peneliti Doltnmen adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cunkai yang ditunjuk atsm ditugaskan untulr melakukan penelitian

dolumen barang bawaan Penumpang dan Awalc Sarana Penganloat.

Pejabat Pemeriksa Fisik adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cnkai yang berwenang untule melalikan pemeriksaan fisile dan

ditunjuk secara langsung melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP)

atan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Berdasarkan pemberitahuan pabean, Penumpang atau Awak Sarana

Penganglkut mengeluarkan barang impor dalam 2 [dua) jalur, yaloni:

a) Jalur merah, dalam hal Penumpang atau Awalt Sarana

Pengangkut mmembawa barang impor berupa:

(1). barang yang dibeli/diperoleh dari luar daerah pabean dengan
nilai pabean melebihi batas vang dapat diberikan pernbebasan
bea masuk dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang
dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai;

(2). hewan, ilkan, danfatau tumbuhan, termasuk produk yang
berasal dan hewan, ikan dan fatau tumbuhan;

{3). narkotika, psikotropika, prekursor, cbat-cbatan, sernjata api,
senjala angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau
benda/publikasi pornografi;

{4]. uwang tunal dan/atan instrumen pembayaran lain dengan nilai
paling sedildt Rpl00.000.000.00 [seratus juta) atau dengan
nilai mata uang asing yang nilainya setara dengan ity
dan/atau

{5). barang yang dikategorikan selain barang pribadi.
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b} Jalur hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Penganglout
tidak membawa barang impor dengan kategori yang ditetapkan
jalur merah.

10] Unit pelaksana pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan

Cukat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai,

Direltorat Jenderal Bea dan Cukal.

. Dasar Hulkum:

11 Undang-Undang Neomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomeor 17 Tahun
2006;

2)  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Barang yang Dibawa olch
Penumpang dan Awak Sarana Penganglut.

. Pihak yang Dilayani/ Sickeholder:
1] Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;

. Janji Layanan:
1]  Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling larac
a] 5 {lima) menit untuk penerbitan Persetujuan Pengeluaran Barang,
dalam hatl melalui jalur hijau.
) 4 {empat) jam untuk penerbitan Persetujuan Pengeluaran Barang,
dalam hal melalui jalur merah.

. Proses:

1] Awal : Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menvampaikan
Customs Declaralion
2] Akhir : Penerbitan-Persetujuan Pengeluaran Barang.

Keluaran /Hasil Akhir {output):
Persetujuan Pengeluaran Barang
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g. Bagan Arus (flowwchart):
1} Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
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3. Penanganan Barang Impor Bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut
vang Tiba Sebelum atau Sesudah Kedatanganan Penumpang atau Awak Sarana
Penganglout yang Diimpor Unituk Dipalkai

a. Desknpsi:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

10)

Merupakan tata cara penanganan barang impor bawaan penumpang
atau awak sarana pengangkut vang tiba sebelum atau sesudah
kedatangan penumpang atau awak sarana penganghkut yang ditujukan
unfuk diimpor untuk dipakai, yang dimulai sejalt pelalsana pada
Seksi Pabean dan Cukal menerima Customs Declaration, paspor,
boarding pass, pocking list dan/atau invoice sampai dengan Pejabat
Pemeriksa Fisik atau Pgjabat Peneliti Dokumen menerbitkan
Persetijuan Pengeluaran Barang.

Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah
negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awalk
sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.

Awak Sarana Penganglout adalah setiap orang yang karena
pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkul dan datang
bersaima sarana pengangkuat.

Impor untuk dipakai adalah:

4| memasukltan barang ke dalam daerah pabean dengan
tujuan untuk dipakai; atau
) memasulkilran barang ke dalam daerab pabean untuk

dimiliki atau dilouasai oleh orang berdormisili di Indonesia.

Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang

yang dibawa oleh Pennumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Jalur Hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dengan tidal

dilakukan pemeriksaan fisikk barang.

Jalur Merah adalah jalur pengeluaran barang impor dengan dilakukan

pemeriksaan fisik barang.

Pejabat Peneliti Dokumen adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cukal yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melakukan penelitian

dokumen barang bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengankut.

Pejabat Pemeriksa Fisik adalal pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cukal yang berwenang untuk melakukan pemerksaan fisik dan

ditunjulk secara langsung melalui Sistern Komputer Pelayanan (SKF)

atau oleh Pejabat Bea dan Culzai.

Berdasarkan pemberitahuan pabean, Penumpang atau Awak Sarana

Pengangkut mengeluarkan barang impor dalam 2 (dua) jalur, yakni:

a) Jalur merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Penganglot

membawa barang impor berupa:

(1. barang yang dibeli/diperoleh dari luar daerah pabean dengan
nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan
bea masuk dan/atan melebibi jumlah barang kena cukai yang
dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atan cukai;

(2. hewan, ikan, danfatau tumbuhan, termasuk produk vang
berasal dari hewan, ikan dan/atau tumbuhan;
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(3. nar%coﬁka: Esikutmpika, preloursor, obat-obatan, senjata api,
semjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledalk, atan
benda/ publikasi pornografi;

{4}, nang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai
paling sedikit Rp10.000.000,00 (seratus juta) atau dengan nilai
mata nang asing yang nilainya setara dengan itwu; dan/atau

{S]. barang yang dikategorikan sclain barang pribadi.

b} Jalur hijau, dalam hal Penumpang atau Awalk Sarana Pengangloat
tidalt membawa barang impor dengan kategori yang ditetapkan jalur
merah.

11} Unit pelaksana pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan

Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai,
Direlttorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Dasar Hualum:

1}

2}

Undang-Undang Nomor 10 Tahuan 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006;

Peraturan Menteri Kecuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Barang yang Dibawa olch
Fenumpang dan Awak Sarana Penganglil.

c. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:

1)

Penmumpang atau Awak Sarana Penganghkut;

d. Janji Layanamn:

1) Jangka walktu penyelesalan proses pelayanan paling lama 4 {empat)
anm.
2 h’}Fidak ada biaya atas jasa pelayvanan.
3 Persyvaratan Administrasi:
a. Barang terdaftar sebagai barang “lost and found”
1] Customs Declaration dan dokumen pelengkapnya;
2] paspor;
3] boarding pass;
4] paciking lisf atau invoice (bila ada); dan
3) Pembernitahvuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali (bila
ada).
b. Barang terdaftar dalam barang manifes sarana pengangkut;
1} paspor;
2)  boarding puss;
3) packing list atan invoice (bila ada); dan
4] Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali (hila
ada).
e. Proses:
1} Awal : Penumpang atau Awalk Sarana Pengangkut menyampaikan

Customns Declaration;
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2} Akhir: Persetujuan Pengeluaran Barang.

[ Keluaran/Hasil Akhir {oufput):
Persetujuan Pengeluaran Barang

g. Bagan Arus {flowchart):
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Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
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6. Penelitian Dokumen Setelah Persetujuan Pengeluaran Barang [PIB PDE Jalur
Hija)
a. Deskripsi:

1) Penelitian Dokumen merupakan pemeriksaan pabean vang dilakukan
atas pemberiiahuan pabean (Pemberitahuan Impor Barang) yang
dimulai sejak pejebat pemeriksa dokumen menerima data PIB jalur
hijau sampal dengan pejabat pemeriksa dokumen menyelesaikan
penelitian doloumen;

2) Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran
barang impor dengan tidak dilakukan penelitian dokuwmen oleh Pejabat
Pemeriksa Deolmmen dan tidale dilakukan pemeriksaan fisik sebeluin
Surat Persetujnan Pengeluaran Barang (SPPB).

3) Importir adalah orang persecrangan atan badan hukum yang
melakukan impor.

4) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha
vang melakulzan kegiatan pengurusan pemenuban kewajiban pabean
untuk dan atas nama Importir.

g}  Pemberitahnan Impor Barang (PIB) adalalh pemberitahuan pabean
untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakaj.

6) Pgjabat Pemeriksa Dolumen [PPD) adalah pepgawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukal wyang ditunjult dalam jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas penelitian dokumen dan penetapan tarif dan/atau
nilai pabean dengan jabatan Kepala Seksi Pabean dan Cukai pada KPU
BC Tipe A dan C, Kepala Selksi Pelayanan Kepabeanan dan Culkal pada
KPPEC TMP dan TMP B dan/atan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea
dan Cukai Ahli Muda Sub Unsur Penelitian Dokumen Kepabeanan dan
Cukai.

7} SKP adalah Sistern Komputer Pelayanan vang digunakan oleh Kantor
Pabean dalarmn rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

8} SPTNFP adalah Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean.

S} SPPJ adalah Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan.

10} SPBL adalah Surat Penetapan Barang Larangan dan/atan Pembatasan.

11} SPPE adalah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.

12} NPD adalah Nota Permintaan Data dan Dokumer:.

13] Mota Hasil Intelijen (NHI) adalah produk dari kegiatan intelijen vang
menurnjukkan indikasi mengenair adanya pelanggaran di  bidang
kepabeanan dan/fatau cukal

14] Unit pelaksana pelayanan adalah:

a) Kantor Pelayvanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

b) Kanior Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarmno-Hatta

c) Kantor FPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madya
Fabean Belawait;

d) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madya
Pabean Tanjung Emas;

e] Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madya
Pabean Tanjung Peralt;
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f) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean Merak;

g} Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cultai Tipe Madya
Fabean Juanda;

h) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madva
Fabean Ngural Rai;

i} Kantor Pengawasan dan Felayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Balikpapan; dan

i} Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madya
Pabean B Makassar.

b. Dasar Hulkum:

1)

2)

3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.04/2015 tentang
Pengelnaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016
tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk
Dipakai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2019.

¢. Pihak yang Dhlayani/ Stakeholder:

1)

2)

Importir selaku orang perscorangan atan badan hukum vang
melakukan kegiatan impor; atan

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan [PPJK) selaku badan usaha
vang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean
untuk dan atas nama importir.

d. Janji Layanan:

1]

2]

Jangka wakin penyelesaian proses pelayanan paling lama 23 [dua

puluh  tiga) had sejak PIB mendapatkan nomor dan tanggal

pendaftaran atan SPPEB.

a) Jangka waktu penyelesaian SPBL dikecualikan dari SOP ini.

b) FIB PDE jalur hijau yang terkena Nota Hasil Intelijen dari unit
Pengawasan dikecualikan dari SOP ini.

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Persyaratan administrasi:

a) PIB telah mendapatkan nomeor dan tanggal pendaftaran

b) FIB ditetapkan oleh SKP sebagai Jalur Hijau

¢) PIB diterima oleh Pejabat Pemeriksa Doltumen melalul Sistem
Komputer Pelayanan (SKP).

€. Proses:
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1} Awal : Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima data PIB yang telah
mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran serta penetapan
jalur hijau oleh SKP.

2) Akhir: Pejabat Pemeriksa Dokumen menyelesaikan penelitian
dokumen.

Keluaran/Hasil Alchir (outpud):

1) FIB PDE telah selesai dilakukan penelitian dan penelapan Tari
dan/atau Nilai Pabean.

2] SBurat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

3]  Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).

g. Bagan Arus {flowchart):

1} Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
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3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
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Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Culkai Tipe Madya Pabean
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7. Penelitan Dokumen Sebelum Pengeluaran Barang Impor (PIB PDE Jalur
Kuning dan Jalur Merah}

a. Deskripsi:

1}

2]

3

8)

9)

Penelitian Dokumen merupakan pemeriksaan pabean yang dilalotkan
atas pemberitahutan pabean (Pemberitahuan Impor Barang) yang
dimulai sejak pejabat pemeriksa dolkumen menerima data PIB sampai
dengan pejabat  pemeriksa dokumen menyelesaikan penelitian
dokumern;

Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran
barang impor dengan tidak dilalkukan pemeriksaan fsik, tetapi
dilakulan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB).

Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran
barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian
dokumen sebelum penerbitan SPPB.

Importir  adalah orang persecrangan afaun badan hukum  yang
melakukan impor.

Pengnsaha Pengurusan Jasa Kepabeanan {PPJK) adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean
untuk dan atas nama Importir.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB] adalah pemberitahinan pabean
untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipalead.

Pejabat Pemeriksa Doltumen (PPD) adalah pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai wyang difunjuk dalam jabatan tertenfu untuk
melaksanakan tugas penelitian doltumen dan penctapan tarif dan/atan
nilai pabean dengan jabatan Kepala Seksi Pabean dan Cukai pada KPU
BC Tipe A dan C, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Culrai pada
KFPBC TMP dan TMP B dan/atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea
dan Culai Ahli Muda Sub Unsur Penelitian Doltumen Kepabeanan dan
Culkal.

SKP adalah Sistem Komputer Pelayanan yvang digunakan oleh Kantor
Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

SPJK adalah Surat Penectapan Jalur Kuning.

1) SPJM adalah Surat Penetapan Jalur Merah.

11) SPTNP adalah Surat Pernetapan Tarif dan Nilai Pabean.

12} S5PRJ adalah Surat Peneiapan Penyesuaian Jaminan.

13) SFBL adalah Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
14} SPPB adalah Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.

15) LHP adalah Laporan Hasil Pemcriksaan.

16} BAP Fisik adalah Berita Acara Pemcriksaan Fisik.

17) Nota Hasil Intelijen (NHI) adalah produk dari kegiatan intelijen yang

menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang
kepabeanan dan/atau cukai.

18) Unit pelaksana pelayanan adalah:

a) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priolk;
) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta
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¢] Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madya
Pabean Belawan;

d} Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean Tanjung Emas;

¢] Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean Tanjung Peralk;

f) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madya
Pabean Merals

g] Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukail Tipe Madya
Pabcan Juanda;

h)] Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madya
Pabean Ngurah Rai;

i) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madya
Pabean B Balikpapan; dan

i} Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal Tipe Madya
Pabean B Makassar.

k. Dasar Hukum:

1j

2)

3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-TUndang Nomor 17 Tahun
2006;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/20153 tentang
Pengelnaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Peraturan Dircktur Jenderal Bea dan Cukal Nomor PER-16/BC/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk
Dipakai, sebagaimana telah diubah teralthir dengan Peraturan Pirekiur
Jenderal Bea dan Cukat Nomor PER-09/BC/2019.

¢. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:

H
2)

Impoiiir  selaku orang persecorangan  atau badan hukum  yang
melakukan kegiatan impor; atau

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) selaku badan usaha
yvang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabesan
untuk dan atas nama importir.

d. Janji Layanar:

1)

2)

Jangka walttu penyelesaian proses pelayanan paling lama 5 (lima) hari
sejal PIBE mendapatkan nomeor dan tanggal pendaftaran.
a) Jangla walktu penvelesaian SPEL diltecualiikan dari SOP ini.
b} Jangka walttu penyelesaian apabila PIB terkena NHI dikecualiltan
dari SOP ini.
Tidalt ada biaya atas jasa pelayanan.
Persyaratan administrasi:
a) Persyaratan penelitian PIB Jalur Kuning:
1} PIBE yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
2} Dokumen Pelengkap Pabear.



MENTERI AELANCAN
REPUELIS INDONESIA
-104 -

3) PIB ditetapkan oleh SKP sebagai Jalur Kuning.
b} Persyaratan penelitian PIB jalur merah:
1} PIB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.
2} Dokumen Pelengkap Pabean.
3} Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
4} Berita Acara Pemeriltsaan Fisik (BAP Fisik).
5) PIB ditetapkan oleh SKP sebagai Jalur Merah.
¢} Penyampaian Dokumen melalui Sistern Komputer Pelayanan [(SKP)

e. Proses:
1} Awal : Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima data PIEB vang telah

mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran serta penetapan
jalur kuning atau jalur hijan oleh SKP.
2) Akhir: Pejabat  Pemeriksa Dokumen menyvelesalkan  penclitian

dolmimen.

[. Keluaran/Hasil Akhir (output):
1} Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilal Pabean (SPTNP).
2} Burat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).
3) Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPEB).
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¢. Bagan Arus (flowcharf):

1}

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
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Eantor Felayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C
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3} Kanior Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
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4) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
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3. Pemeriksaan Fisik Barang Berdasarkan Pemberitaluan Pabean (BC 2.0}

a. Deskripsi:

1]

2]

3

R

B

7}

Merupakan tata cara Pemetiksaan Fisik Barang Berdasarkan

Pemberitahuan Pabean (BC 2.0} yang dimulai sejak Pejabat Pemeriksa

Fisik {FPF] menertma Instruksi Pemeriksaan (IP) beserta packing fist

hingga Pejabat Pemeriksa Fisik (PPF} merekam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) dam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP}.

Pemerilkksaan Fisilk adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat

pemeriksa fisik untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang

diperiksa pguna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai
pabean.

Pejabat Pemeriksa Fisik (FPF) adalah Pgjabat Bea dan Cukal yang

berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik dan ditunjuk secara

langsung melaluni Sistemn Komputer Pelayanan (SKP) atan oleh Pejabat

Bea dan Cukai, dengan jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Seksi

Fabean dan Cukal pada KPU, jabatan pelaksana Pemeriksa pada sclesi

pelayanan Kepabeanan dan Cukat pada KPPBC atau Pejabat Pemeriksa

Bea dan Cukail Kategori Keterampilan Sub Unsur Pemerilksaan Barang,

Badan, dan Sarana Pengangkut.

Pejabat Pemenlksa Dolkumen (FFD) adalah pegawai Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan fertentu untuk

melaksanakan tugas penelitian dokumen dan penetapan tarif dan/atau

nilai pabean, dengan jabatan Kepala Seksi Pabean dan Cukai dan/atau

Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukal Muda Sub Unsur

Penelitian Dolkumen Kepabeanan dan Culkai,

Pemeriksaan Fistk adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat

Pemeriksa Fisik (FPPF) untuk mengetaliud jumlah dan jenis barang impor

vang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai

pabean.

Pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan tingkat pemeriksaan fisik

yaitu:

a) 10% ([Sepuluh persen), untuk barang yeng dilmpor oleh Importir
dengan tingkat risike rendah; atau

) 30% ({Tiga puluh persen), untuk barang yvang diimpor oleh Importic
dengan tingkat risike menengah dan tinggi.

Pejabat Pemeriksa Fisik (PFF) dapat meningkatkan tingkat pemeriksaan

menjadi pemeriksazan mendalam dalam hal:

a) Ditemukan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan
dokumen vang digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik;

b} Terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang
dengan dokumen vang digunakan sebagal dasar pemeriksaai
berdasarkan pada keahlian (proffesional judgement] Pejabat Bea
dan Cukai yang menangani analisis pemindaian petl kemas;

c) Pemeriksaan fisilt karena jabatan;

d) Terdapat informasi intelejen;

¢] Barang impor dalam bentuk curah; dan/atau
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f) Dokumen pelengkap pabean menunjukkan barang impor dikemas
dalam kemasan bemomor, kedapatan kemasan tidak bernomor
atan nomor tidak sesuat.

Pejabat Pemeriksa Fisik (PPF) menuarngkan hasil pemeriksaan fisik

dailam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dalam hal Kantor Pabean

telah menerapkan penyampaian PIB mclalui PDE kepabeanan atau
media penyimpan data elektronik, Pejabat Pemeriksa Fisil [PPE|
menuangkan LHP ke dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP).

SKP adalzh Sistem Komputer Pelayanan vang dipunakan oleh Kantor

Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Unit pelaksana SOP ini adalah Semua Kanfor Pelayanan Utama Bea

dan Cukai, dan Semua Kentor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

. Dasar Hulkuam:

1)

2]

3)

7

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
scbhagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 fentang Kepabeanan,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tabhun 2006.
Undang-Undarng Nomor 11 Tahun 1995 tontang Culkai, scbagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13%/PMK.04/2007 tentang
Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kenangan Nomeor 225/PME.04 /2015.
Peraturan Menterl Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang
Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipaleai.

Feraturan Direlstur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2016
tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor sebagaimana tclah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-
26/BC/2017.

Peraturan Dircktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016
tentang Pctunjult Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk
Dipalkai, sebagaimana telah diubah teralthir dengan Peraturan Direlctur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017.

. Pihak yvang Dilayani/ Stakeholder:

1)

2]

3]

importir selaku orang perseorangan  atau  badan  hukum  yang
melakulkan kegiatan impor; atau

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK] selaku badan usaha
yvang melalukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean
untuk dan atas nama importir.

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara selaku pengelola Tempat
Penimbunan Sementara.

. Janji Layanan:

1)

Jangka waktn penyelesaian SOP int adalah:
a) Pemcriltsaan barang, tergantung jumlah dan jenis barang yang
diperilcsa, yaitu:
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{1]. 3 {tiga) jam untuk satu peti kemas pertama, dengan tambahan
15 (lima belas) menit untuk tiap peti kemas berikutnya,
dengan kriteria 1 {satu] jenis barang.

2). 4 [empat] jam untuk satu peti kemmas pertama, dengan
tamnbahan 15 (lima bclas) menit untuk tiap peti kemas
berikutnya, dengan kriteria 2-5 [dua sampai dengan lima) jenis
barang.

(3). 2 (lima) jam untuk satu peti kemas pertama, dengan tambahan
15 (lima Dbelas) menit vuntuk tap peti kemas berikutnya,
dengan kriteria lebih dari 5 (lima) jenis barang.

Pembuatan Laporan Hasil Pemerilksaan Barang dan Berita Acara

Pemeriksaan Fisik sampal dengan penyerahan berkas kepada

Pelaksana Seksi Pabean dan Cukai adalah 60 (enam puluh) menit

(jeris barang tidalk melebthi 100 item)/120 [seratus dua pulul)

menit (wakiu paling lama).

2} Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
3} Persyaratan administrasi:

.

b.

.

d.

. Proses:

Adanya Instruksi Pemeriksaan {IP]) dan dokumen pelengkap
pabean lain.

Pemberitabman Kesiapan Barang oleh Importir/PPJK/Pengusalia
TPS.

Importir/PPJK /Pengusaha TP3 menyiapkan barang unfuk
dilalkukan pemerilkksaan fisik di tempat yang telah ditentukan
sesual dengan Instruksi Pemeriksaan (IP).

Perlengkapan berupa Sistem Komputer Pelayanan (SKF).

1) Awal : Pejabat Pemeriksa Fisik (FPF) menerima Instruksi Pemeriksaan

(IP) beserta pocking Hst.

2) Alhir: Pejabat Pemeriksa Fisik (PPF) merekam Berita Acara

Pemeriksaan [BAP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHF).

. Keluaran/Hasil Akhir {outpud):

1] Laporan Hasil Pemeriksaan Barang.
2] Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
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g. Bagan Arus (flowchart):
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3} Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ©
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4} Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
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Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
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8} Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
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C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN BIDANG
PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Non
Pegawai {(UP/TUP/GUP/LS] pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

{KPPN}

a. Deskripsi:
merupakan mekanisme pengujian vang bersifat substantif dan formal
terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Non Pegawal vang
diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran uniuk
diterbitkan SP2D.

k. Dasar Bukurm:

1]

Peraturan Pemerintah MNomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Notnor 50 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PME.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Ranglka Pelaltsanaan APBN scebagaimana
telah dinbah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178 /PME.O5/2018 Perubzhan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 1390/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelalktsanaan Sistem  Perbendaharaan dan  Anggaran Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 278%/PMEK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

Peraturan Mentert Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Crganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

Keputusan Direktur Jenderal Perbendahraan Nomor KEP-
630/PE /2018 ieniang Sitandar Pelayanan pada Instanst Vertikal
Direlctorat Jenderal Perbendaharaan.

c¢. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:
Satuan Kerja (Satker).

d. Jamnji Layanan:
1) Janglka walktu penyelesaian 1 {satu) jam, namun dengan kondisi

tertentu, seperti:
al ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 sampai dengan 12.00
walttu setempat;
b) Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggy;
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c) Tidak termasuk SPM dengan penerima lebih dari 100;
dj Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam
SPAN; dan
g) Tidak dalam keadaan force majeur.
2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
3) Persyaratan administiast:
Surat Perintah Membayar (SPM) dan ADK beserta dokumen
pendukung sesnai jenis SPM, balk vang disampaikan secara
langsung, maupun sccara elektronik.

Proses:

1} Awal: Petugas Validasi Tagihan (Validator} menerima SPM dan
ADEK yang telah dikonversi beserta dokumen pendukung
sesuail jenis SPM;

2) Akhir: Seksi Bank menerbitkan SP2D melalui SPAN, yang
terloneksi langsung dengan sistem perbankan;

Keluaran fHasil Akhir {outpui];
Surat Perintah Pencatran Dana [(SP2D) Belanja Non Pegawal.
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Bagan Alir (flowchart):
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Pengesahan Revisi Dafiar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan
Kementerian fLembaga di Daerah

£l.

Deskripsi:
Merupalkan Proses pengesahan revisi DIPA Petikan
Kementerian/Lembaga di Daerah pada Kantor Wilayah DJPb.

Dasar Hulaam:

1} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tenlang
Urganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Ferbendaharaan;

2} Peraiuran Mentlerli Keuangan mengenai Tata Cara Revisi DIPA;

3} Keputusan Direktur Jenderal Perbendahraan HNomor EKEP-
650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:
Satuan Kerja {Satker).

Janji Layanan:

1} Jangka walktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja lerhitung sejak
dokumen diterima secara lengkap serta notifikasi dari sistem telah
tercetak.

2] Tidalk ada biayva atas jasa pelayanan.

3] Persyaratan administrasi:

a) Surat usulan pengesahan revisi DIPA;

b Copy DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan teralchir;

¢] Matriks semula menjadi;

d} Arsip Data Komputer {ADK) RKA-K/L DIPA Revisi;
¢) Konsep Revisi DIPA Petikan,/DIPA BLU Petikan;

f) Dokumen Pendukung terkait persetujuan eselon I;
g} Dokumen pendukung lainnya.

1) Awal : Seksi PPATA/B/C/D/ Front Office menerima dan memerilksa
kelengkapan deckumen permchonan usulan pengesahan
revisi DIPA Petikan/DIFA BLU Petikan;

2)  Akhir: Kepala Kanwil meneliti dan menandatangani Net Surat
Pengesahan Revisi DIPA Petikan /DIPA BLU Petikan.

Keluaran /Hasil {outpui}:
1) Rewvisi DIPA Petilean /DIPA BLU Petikan;
2] Surat Pengesahan Revisi DIPA Petilean /DIPA BLU Petikan.
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3. Pclayanan Persetujuan/Penoclakan Permintaan Tambahan Uang Persediaan
{TUF) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN}

L.

Deskripsi:
merupakan tata cara pemberian persetjuan/penolakan permintaan
tambahan uang persediaan pada KPPN vang diajukan oleh Satker.

Dasar Hukum:

1)

3)

4]

5)

Peraituran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah divbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
tenitang Perubahan atas Peraturan Pemerintabh Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PME.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMEK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negars;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
sebagaimana telab diubah dengan PMEK Nomor 278/PMEK.05/2014
tentang Perubahan atas Peraturan »enierli EKeuangan Nomor
154 /PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendabaraan
dan Anggaran Negara;

Peraturan Menterl Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kermja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

EKeputusan Direktur Jenderal Perbendahraan Nomor KEP-
6530/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Fihak vang Dilayani/ Stakeholder:
Satuan Kerja (Satker).

Janji Layanan:

1]

2)
3)

Jangka waktu penyelesalan paling larnbat 2 (dua) harn kerja setelah

pengajuan permintaan TUPR dan data pendulung diterima secara

lengkap.

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Persyaratan administrasi:

a) Surat Permintaan Perselujuan TUP,;

b) Rincian Rencana Penggunaan (RRP) untuk kebutuhan 1 {saty)
bulan;

c) SBurat Pemyataan bahwa kegiatan tidal
dilaksanakan/dibayarkan melalul penerbitan SPM-LS.
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Proses:

1} Awal : Seksi MSKI (Front Office) menerima permintaan TUP;

2) Akhir : Kepala KPPN menetapkan Surat Persetujuan Permintaan
TUP untuk kemudian disampaikan kepada Saiker

Keliaran /Hasil Akhir {outpud):
Surat Persetujuan/Penclakan Tambahan Uang Persediaan.
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4. Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
{KPPN)

a. Deskripsi:
merupakan proses pelaksanaan rekonsiliasi antara Sistem Akuntansi
Instansi (SAl) dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).

k. Dasar Hukum:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMEK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nemor 213/PMK.05/2013 tentang Sistermn Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMEK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangarn Nomor
177 /PME.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Alkrual pada
Pemerintah Pusat;

5) Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PME.03/2017 tentang
Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup
Bendahara Umnim Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;

7} Keputusan  Direktur Jenderal Perbendahiraan Nomor KEP-
650/FB/2018 icniang Standar Pelayanan pada Instansi Veriikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

c. Pihale yang Dilayani/ Stakeholder:
Satuan Kerja {Satker).

d. Janji Layanan:
1} Jangka waktu penyelesatan:
a} Proses rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan
tanggal 14 setiap bulan atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal
14 bertepatan dengan hari libur, atau sesuail periode rekonsiliasi
yang ditentukan oleh Kantor Pusat DJPb.
b) Pelaksanaan analisis hasil rekonsiliasi sampat dengan penerbitan
Berita Acara Relonsiliasi maksimal 1 hard kerja apabila hasil
rekonsiliasi sudah sama.
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2) Tidak ada biaya atas jasa pelayvanan.
3) Persyaratan administrasi: ADEK beserta dokumen kelengkapan
rekonsiliast yang telah diunggah pada aplikasi e-RekonLK.

Proses:

1} Awal: Pelaksana Secksi Verifikasi dan Akuniansi (Vera)/Verfikasi,
Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (VeraKl) memproses
data yang berstatus “Anabsis Hasil Rekonsiliasi® pada
Aplikasi eRelion&LEK;

2} Akhir : Kepala Seksi  Vera/VeraKI a.n. Kepala  KPPN
menandatangani BAR secara clektronik.

Keluaran,/ Hasil Akhir (oufput):
Berita Acara Rekonsiliasi {BAR) dan Laporan Hasil Rekonsiliasi.
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g. Bagan Alir {flowchart):
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2. Persetujuan Pemberian Uang Persedizan (UP) yang Melampaui Besaran
dalam Peraturan Pelaksanaan APBN

a. Deskripsi:
Merupakan proses persetujuan pemberian UP yang melampaul besaran
dalam peraturan pelaksanaan APBN yang diajukan kepada Kantor
Wilayah DJPL,

k. Dasar Hukum:

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah divnbah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 173/PME.05/2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menferi Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam Ranglka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

2] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instanst Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendzharaan;

3 Keputusan  Direktur  Jenderal Perbendahraan Nomor KEP-
630/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

c. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:
Satuan Kerja (Satler).

d. Janji Layanan:
1} Jangka waktu penvelesaian 2 (dua) hari kerja sgjalkk dokumen
diterima secara lengkap dan benar,
2] Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
3] Persyaratan administrasi: Surat permintaan pemberian UP vang
melampani besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN.

e. Proses:

1) Awal : Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP
yang melampani besaran dalam Peraturan Felalksanaan APBN
beserta dokumen pendukungnya;

2) Akhir ;. Menyampaikan surat persetujuan permintaan pemberian UP
vang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN
kepada Satker terkait.

f. Keluaran/Hasil Akhir {outpui):
Surat Persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP  yang
melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksnaan APBN,
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Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dari dalam Negeri

.

Dieskripsi:
Merupakan proses penetapan nomor rcgister atas hibah langsung dalam
bentuk uang dari dalam negeri.

Drasar Hulkum:

I} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMEK.05/2017 tentang
Administrasl Pengelolaan Hibah;

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

3) Keputusan  Direktur Jenderal Perbendahraan Nomor KEP-
630/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pihak vang Dilayani/ Stakeholder:
Satuan Kerja {Satker).

Jangi Layanan:

1) Jangka waktu penyelesaian 1 (satu] hari kega sejak dokumen
diterima dengan lengkap dan benar.

2] Tidak ada biaya atas jasa pelayanarn.

3) Persyaratan administrasi: Surat permohonan nomor register atas
Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri dari PA/KPA
Satker.

Froses:

1) Awal : Petugas Kanwil DJPh menerima Surat permeohonan nomor
register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri
dari PA/KPA Batker;

2) Akhir : Petugas Kanwil DJPb menatausahakan dan mengirim
Surat Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dalam
bentuk uang dari dalam negeri terscbut kepada PA/KPA dan
mengunggahnya ke server pertukaran data Kementerian Keuangan.

Keluaran,/Hasil Akhir (outpudt):
Surat Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dalam bentuk
uang dari dalam neger.
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. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (STANDARD (OPERATING PROQCEDURE)
LAYANAN UNGGULAN BIDANG KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KEMENTERIAN
KEUANGAN

1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau
Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekavaan Negara dan Lelang {(KPKNL)

a. Deslripsi:
Merupakan tata cara penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau
bangunan yang dimulai dengan pengguna barang mengajukan usulan kepada
Kepala KPKNL dan diakhiri dengan penerbitan Kepuiusan Penetapan status BMN.

b. Dasar Hukum:

1} Undang-Undang Nomorl7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Femerintah Nomor 28 Tahun 2020;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara scebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kenangan Nomor 76/PMK.06/2019;

2) Keputusan Menferl Keuangan Nomor 781/KME.01/2019 Tentang Pelimpahan
Eewenangan Menteri Keuangan Dalam Beniuk Mandat Kepada Pejabat di
Linglkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

c. Pihak yvang Dilayani/ Stakeholder:
Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

d. Janji Layanar:

1) Janglka wakiu penyelesaian 5 {lima) hari kerja sejak surat permohonan asli
diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan keputusan
penelapan status penggunaan.

2] Tidak ada hiaya atas jasa layanan.

3] Persyaratan administrasi:

a) Surat Permochonan Penetapan Status;

b} Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertipikat;

¢) Fotelropi jin Mendiriltan Bangunan (IMB);

d} Fotokopi dokumen perolehan;

¢) Fotokopi dokumen perclehan lainnya, sepertl Berita Acara Serah Terima
(BAST]) perolehan barang;

f] Surat pemyataan dari pejabat vang berwenang vyang menyatakan
kebenaran fotokopi dokumer;

g] Fotokopi dokumen kepemilikan Iain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C,
ateu BAST terkait perclehan barang apahbila BMN berupa Tanah belum
bersertipikal;

h) Burat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat vang
berwenang yang menyaftakan bahwa tanah  digunakan dalam
penyclenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN
berupa Tanah belum bersertipileat;
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i) Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa
tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat
permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan (apabila
ada).

¢, Proses:
1)  Awal :Pengguna Barang mengajukan permchonan penetapan status
Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala
KPKNL:
2}  Akhir : Kepala KPKNL atas nama Menteri Keuangan menandatangani
Kepuiusan Penetapan Status Penggunsan BMN berupa Tanah
dan/atau Bangunan.

f. Keluaran/Hasil Alchir (oufpud]:
Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tansh dan/atau
Bangunan.

g. Bagan Arus (flowchart):
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Persetujuan/Penolakan Pergualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah

danfatay Bangunan pada Direktorat Pengelolaan Kekavaan Negara dan Sistem
Informasi (PENSI}

a. Deskripsi:

Merupakan tata cara persetujuan/penclakan penjualan selain tanah dan/atan
bangunan yang diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Direktur PKNSI, proses permohonan
penjualan BMN tersebut dilakukan dengan cara melakukan penelitian kelayalkan
alasan dan pertimbangan permohonan penjualan, dan melakukan penelitian
data  administratif  serta  diakhiri dengan  dikehiarkannya  Surat
Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atan Bangunan.

b. Dasar Hulkum

1} Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3} Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintalh Nomor 28 Tahun 2020;

4} Perafuran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Wilik
Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

5] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

6] Peraturan Menteri Kenangan Nomor 11]1/PMEK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaltsanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Y] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMEK.01/2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kemenferian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 229 /PME.0Q1/2019;

&) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781 /KME.01/2019 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

¢. Plhak yvang Dilayani/ Stakeholder
Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

d. Janji Layanan:

1) Jangka wakiu penyelesaian 7 (tujuh) harl kerja sefak surat permohonan asli
diterima sampai dengan diterbitkan jawaban setuju atan ditolaiz, ataupun
permintaan kelengkapan dokumen.

2] Tidal ada aya atas jasa layanan.

3] Persyaratan administrasi:

a} Surat permohonan penjualan BMN;

b] Keputusan Pembentukan Tim Penfualan BMN pada Pengguna/Kuasa
Pengguna Barang,;

¢} Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;

d] Nilai Limit (apabila ada);
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€] Daftar BMN yang akan dijual {Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, Nomor
Urut Pendaftaran (NUP), Jenis, dan Spesifikasi);

f) Kartu Identtas Barang;

g} Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan
lainmyra);

h) Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan;

i} Foto/gambar BMN yang akan dijual; dan/atan

j} Penetapan Status Penggunaan [PSF) BMN vang akan dijual.

Proses:
1) Awal : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
mengajukan permohonan perjualan BN selain  tanah

2§

dan/atan bangunan kepada Direktur PKNSI;
Akhir : Direktur PKNSI atas nama Menteri Keuangan meneliti dan

menandatangani  Surat Persetujuan/Pcnolakan Penjualan BMN selain
tanah dan/atau Bangunar.

Keluaran/Hasil Alchir (ot
Surat Persctujuan/Penclakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

Bagan Arus (flowchart):
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Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah
dan/atan Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
{Kanwil DJKN)

&. Deskripsi:

Merupakan tata cara persctujuan/penolakan penjualan selain tanah dan/atau
bangunan yang diawali dengan pengajuan permohonan olech Pengguna Barang
kepada Kepala Kanwil DJKN, proses permohonan penjualan BMN tersebut
dilakukan dengan cara melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan
permchonan penjualan, dan mclakukan penelitian data administratil serta
diakhiri dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN
selain Tanah dan/atan Bangunan.

b. Dasar Huloum:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milikk Negara/Daerah sebagaimeana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020;

4} Peraturan Menteri Kenangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

o) Peraturan Menteri Keunangan Nomor 111/PMEK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6} Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor 181 /FME.06/2016  Tentang

Penatausaliaan Barang Milik Negara;

¥] Peratiran Menter Keuangan Nomor 217 /PMEK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Pcraturan Menteri Kenangan Nomor 229 /PME.01/2019;

8] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KME.(1,/2019 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Menteri Kcuangan Dalam Beniuk Mandat Kepada Pejabat di
Lingkungan Direltorat Jenderal Keltayaan Negara,.

¢. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:
Kementerian Negara/Lembaga (K/L}.

d. Janji Layanarn:

1) Jangka wakitu penyeiesaian 8 {delapan) hari kerja sejalk sural permochonan
asli diterima dan dolumen lengkap sampai dengan diterbitkan jawaban
setuju atau ditolak.

2] Tidak ada biaya atas jasa layanan.

3] Persyaratan administrasi:

a) Surat permohonan perjualan BMN;

b} Keputizsan Pembentukan Tim Perjualan BMN pada Pengguna/Kuasa
Pengguina Barang jika ada;

c) Berita Acara Peneclitian Fisilt dan Administratil;

d) Nilai Limit (apabila ada);

g] Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materil objek dan besaran
rilal yang diusulkarn.
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f) Daftar BMN yang akan dijual (Tahun Perolchan, Nilai Perolehan, NUP,
Jenis, dan Spesifikasi);

g) Kartu Identitas Barang (KIB};

h) Fotokopi Dokumen kepemilikan {(STNK, BPKB, atan dokumen kepemilikan
lainnyal;

i} Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan:
dan/atan

j} Foto/gambar BMN vang alkan dijual.

Catatan:

a) Layanan ini khusus untuk penjualan BMN tanpa melalui pelaksanaan
penilaian cieh pengelola barang,

b} Bukan BMN yang bersifat khusus.

¢} Terhadap BMN bersifat khusus, seperti kapal, pesawat, gula, dll dan/atay
yang memiliki nilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke atas,
atau memerlukan persetujuan Presiden atau DPR, maka waktu
penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf d.1 tidak termasuk
proses persetujuan kepada Presiden atau DPR,

e. Proses:
1) Awal : Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan BEMN selain
tanah dan/atan bangunan kepada Kepala Kanwil;
2) Akhir : Kepala Kanwil DJKN atas nama Menteri Keuangan menandatangani
Surat  Persetujuan/FPenolakan Penjualan BMN  selain Tanah
dan/atau Bangunan.

1. Keluaran/Hasil Aldhir {output):
Surat Persetujuan/Penoclakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.
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g. Bagan Arus (flowchart):
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Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milikk Negara (BMN) Selain Tanah
Dan/Atau Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

a. Deskripsi:

Merupakan tata cara persetujuan/penoclalcan penjualan selain tanah dan/atau
bangunan yang diawali dengan pengajuan permohonan oleh Penpguna Barang
kepada Kepala KPKNL, proses permohonan penjualan BMN tersebut dilakukan
dengan cara melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan
permohonan penjualan, dan melakulkan penelitian data administratif serta
diakhiri dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan/Penoclakan Penjualan BMN
selain Tanah dan/atau Bangunan.

b. Dasar Hukum:

1} Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2} Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3} Peraturan Pemerintalh Nomor 2¥ Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

o) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMEK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelalrsanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

6] Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  181/PMK.06/2016  Tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;

7] Peraturan Menteri Keuangan MNomor 217/PME.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kenangan Nomor 22%9/PMK.01/2019;

&) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01 /2019 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Menteri Keunangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di
Linglmangan Dircktorat Jenderal Kekayaan Negara.

¢. Pihak vang Dilayani/ Stakeholder
Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

d. Janji Layanar:
l}Jangka walttu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja sgjak surat permohonan asli
diterima dan dokumen lenglkap sampai dengan diterbitlean jawaban setujn atan
ditolak.
2) Tidak ada biaya atas jasa layanan.
3) Persyaratan administrasi:
a) Surat permchonan penjualan BMN;
t) Keputusan Tim Penjualan BMN pada Penguna/Kuasa Pengguna Barang;
c} Berita Acara Penclitian Fisik dan Administratif;
d) Nilai Limit (apabila ada);
€] Surat pernyataan atas lkcbenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai
yvang diusulkan.
f] Daftar BMN vang akan dijual {(Tahun Perclehan, Nilal Perolehan, NUP, Jenis,
dan Spesifikasi);
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g] Kartu Identitas Barang (KIB);

h) Fotokopi Dokumen kepemilikan {STNK, BPKE, atau dokumen kepemilikan
lainrya);

i) Surat keterangan dan instansi terkait tentang kondisi kendaraan; dan/atau

j] Foto/gambar BMN yang akan dijual.

Catatan:

Bukan BMN yang bersifat khusus. Terhadap BMN bersifat khusus, seperti kapal,
pesawat, gula, dan lain-lain, dap/atau yang memiliki nilai Rpl10.000.000C.000,-
{sepuluh miliar rupiah) ke atas, atau memerlulkan persetujuan Presiden atau DPR,
maka walttu penyelesaian sebagaimansa dimaksud pada hurul 4.1 tidak termasuk
proses persetujnan kepada Presiden atau DPR.

&. Proses:
1]  Awal :Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan BMN  selain
tanah dan/atau bangunan kepada Kepala KPKNL;
2)  Alkhir : Kepala KPKNL atas nama Menteri Keuangan meneliti dan
menandatangani Surat Persetujuan /Penolakan Penjualan BMN selain
Tanah dan/atau Bangunarn.

f. Keliaran /Hasil Akhir {oufput):
Sural Fersetujuan/ Penolakan Penjualan BMN selaim Tanah dan/atau Bangunan.

g. Bagan Arus (flowchart):
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5. Pelayanan Permohonan Keringanan Hutang Pada Kantor Pelavanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL)

2. Deskripsi
Merupakan tata cara dalam menindaklanjuti permohonan lkeringanan hutang
yang diajukan cleh penanggung hutang dengan pokok kredit/hutang sampai
dengan Ep.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah} kewenangan KPKNL

b. Dasar Hukum

1)

2)
3}

S)

)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMEK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 /PMK.01/2016;

Peraturan Menteri Keuangan Normor 240/PMK.06 /2016 tentang Pengurusan
Prutang Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1539/KM.1/2011 tentang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertileal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara scbagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Eeuangan Nomor 193/KM.1/2016;

Pecraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-4/KN/2009
tentang Prosedur Kerja dan Bentulk Surat Yang Digunakan Dalam
Pengurusan Prutang Negara:

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-05/KN/2015
tentang Pembagian Tugas Pada Kantor Wilayah dan Pembagian
Lingkup/Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pada
Kantor Wilayah Direlctorat Jenderal Kekayvaan Negara DK Jalcarta;

Peraturan Direktur Jenderal Kelzayaan Megara Nomor PER-06/KN/2017
tentang Petuijuk Telmis Pengurusan Pintang Negara,

c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder
Penanggung Hutang (debitor)

d. Janji Layanan

1} Jangka Wakfu penyelesaian 8 (delapan) hari kerja sejak persyaratan
dokumen diterima lengkap.
2} Tidak ada Biayva atas jasa layanan;
3) Persyaratan Adminisirasi;
a) Surat Permohonan Keringanan Hutang dari Penanggung Hutang/Debitur;
b} Dalam hal usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang masih berjalan
atau perinchonan keringanan vang diajukan berupa keringanan jumlah
hutang, pertnohonan keringanan hutang yang diajukan dilengkapi:
(1) Latar belakang permohonan keringanan hutang;
{2]) Rencana pelunasan hutang; dan
(Z) Sumber dana pelunasan hutang.
c. Proses
1} Awal : Petmohon mulal mengajukan permohonan keringanan hutang

kepada Kepala KFKNL:

2] Akhir 1 Kepala KPEKML memeriksa dan menandatangani:
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a) Sural Persetujuan,/ Pcnolakan Keringanan Hutang kepada
Pemohon, atau

b) Surat Pemberitahuan Persetnjuan/ Penolakan Keringanan
Hutang kepada Pemohon.

f.  Keluaran/Hasil Alchir (output)

Pemberitahuan Persetujuan/Penoclakan Keringanan Hutang

g. Bagan Arus (flowchart;
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6. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas [SPPNL]

a. Deskripsi:

Merupakan tata cara penerbitan Surat Pernyataan Plutang Negara Lunas {SPPNL)
b. Dasar Hulum:

1]

2)

3

4)

S)
&)

7)

8)

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara [PUFN};

Peraturan Pcmerintah Nomoer 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Keuangan;

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang
MNegara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMIK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 /PME.01/2016;

Perallran Menteri Kenangan Nomor 240/ FMIL 06 /2016 tentang Pengurusan
Piutang Negara;

Peraturan  Menferi Keuangan Nomor 102/PME.06/2017  tentang
Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Uriisan Piutang Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1559/KM.1/2011 {entang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Linglkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 193/KM.1/2016;

Peraturan Direltur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 tentang
Petunjulk Telknis Pengurusan Fiutang Negara.

c. Pihale yang Dilayani/Staleholder
Penanggung Hutang (debitur)

d. Janji Layanan

1]

2)
3)

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak buktl kuitansi dan

nota pembayaran pelunasan diterima;

Tidak ada biaya atas jasa layvanar;

3Persyaratan Adminisirasi

a) Bulti setor pembayaran pehlinasan

b} Nota Pembayaran Pelunasan

c} Hasil wverifikasi atas jumlab setoran dan jumlah hutang dari seksi
Hukum dan Informasi.

e. Proses

1) Awal : Debitor melakukan pembayaran dalam rangka pelunasan hutang

dan menyampaikan bukti hasil setoran;

2) Akhir Ketua/Anggota PUPN Cabang meneliti dan menandatangani

SPFNL

f. Keluaran/Hasil Alchir (output)
Sural Pernyataan Piutang Negara Lunas {SPPNL]
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Bagan Arus (flowchart}
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Penetapan Jadwal Lelang Untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan

a. Deskripsi:
Merupakan tafa cara penctapan jadwal lelang atas permohonan lelang dari
Permohon Lelang/Penjual untuk jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang
Hak Tanggungan, Harta Pailit dan Pengadilan.

b. Dasar Hukum:

1)

2)

3}

8)

%

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908
Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan
Staatshiad 1941:3);

Instruksl Lelang {Vendu Instructie, Staatsbiad 1908:190 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 {entang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bultan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Keuangan;

Peraturan Menteri Kevangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tafa Kerja Instansi Vertikal DJKIM sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kenangan Nomor 263 /PMK.01/2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/FME.06/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang;

Peraturan Menteri Keunangan Nomor 94/PME.06/2019 tentang Pejabat
Lelang Kelas 1;

Peraturan Mentern Keuangan Nomor 4/PMI.06/2020 tentang Perubahan
Peraturan Menleri Keuangan Nomor 38/PME.06/2017 itentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Lelang;

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang
Petunjul: Teknis Pelaksanaan Lelang;

Peraturan Direktur Jenderal Keltayaan Negara Nomor 3/KN/2017 tentang
Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang.

¢. Pihak vang Dilayani/ Sfakeholder
Pemolhion Lelang/Penjual.

d. Janji Layanan:

1)

Jangka waktu penyelesalan:
a] Untuk jenis lelang eksekusi Pasal & Undang-Undang Hak Tanggungar,

Harta Pailit, dan Pengadilarn:

1) Paling lama 2 {dua) har kerja sejak dokumen permchonan lelang telah
diterima lengkap, dalam hal jumlah debitur paling sedikit 5 debitur
dalam satu permohonan lelang;

2) Paling lama 3 (tiga] hari kerja sejak delumen permohonan lelang telah
diterima lenglkap, dalam hal jumiah debitur lebih dari 5 sampai dengan
10 debitur dalam satu permohonan lelang;
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3) Paling lama 4 {empaf) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang
telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitur lebih dari 10 debitur
dalam satu permohonan lclang,

Untuk jenis lelang eksekusi Harta Pailit paling lama 4 (empat) hari kerja

sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap.

Untuk jenis lelang ekselusi Pengadilan paling lama 3 {tiga) hari kerja

sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap.

Apabila  ferdapat kekurangan  dokumen  persyaratan, KPKNL

menyampalkan permintaan kelengkapan paling lambat 1 {satu} hari kerja

sejal permohonan diterima.

Peneriimaan Negara Bukan Pajak (FNBP) sesual dengan ketentuan.
Persyaratan administrasi:

a) Surat Permohonan Lelang

b) Bulkti pembayaran bea permohonan lelang

c)

Dolumen persyaratan lelang (nmum):

1} Salinan/fotokopi Surat Keputusan Pcnunjukan Penjual, kecuali
pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa
penunjukan Balai Lelang sebagai pihak perjnal;

2} Daftar barang yang altan dilelang;

3] Surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek
lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;

4] Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil
bersih lelang berupa:

(&) Data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak
(SEEBF) sekurang-kurangnya meliputi kode satlker Pemohon Lelang,
kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), MNomor
Fokok Wajib Pajak (NPWPF), kode Mata Anggaran Penerimaan {MAP),
apabila hasil bersih lelang sesnai ketentuan harus disetorkan
langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau

(b) Nomor rekening Pemohon Lelang, apabila hasil bersih harus
disetorkan ke Pemohon Lelang; dan

5) Syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada),
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
antara lairn:
fa) jangka waktu bagi peseria lelang untuk melihat, meneliti secara

fisik barang yang akan dilelang;

(b} jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau

(c) jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum
pelaksanaan lelang (aantwijzing).

d} Dokumen persyaratan lelang (khusus) untuk jenis lelang eksekusi Pasal 6

Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan:
1} Lelang Eksekusi Pasal & Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit,
dan Pengadilan terdiri dari:
(1) salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
(2] salinan/fotokopl Sertifikat Hak Tanggungan dan Alda Pemberian
Hal: Tangzungaii;
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(3] salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak
Tanggungan;

(4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yanyg
harus dipenuhi;

{2} salinan/fotolcopi bukli bahwa
(a) debitur wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;

(b} debitur telah pailit, autara lain berupa putusan pailit, dan/atan
penetapan  insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditur
separatis); atan

(c] debitur mempakan Bank Dalam Likuidasi, Bank bekn
Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;

(B} surat pernyataan dari kreditur sclaku pemohon lelang vang isinya
akan bertanggung jawab apabila terjadi pugatan perdata dan/atau
tuntutan pidana;

(7} salinan/fotckopl surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang
kepada debifur oleh kreditur, vang discrahkan ke KPKNL sebelum
lelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalah Bank
Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan
Usaha, atan Eks BFEN; dan

(8) surat permyataan dari kreditur selalm pemochon lelang yang isinya
menvatakan bahwa nilal limit difetapkan berdasarkan hasil
penilaian darl Penilai dengan menyebutkan nama Penilai, nomeor,
dan tanggal laporan penilaian sesuai dengan ketentuan.

2) Lelang Eksekusi Harta Pailit terdiri dari:

(1} salinan /fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Niaga;

(2} salinan /fotokopi daftar boedel paalit;

(3} surat pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/Kurator scbagai
pihak yang akan berfanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata
atau tuntutan pidana;

{4) asli dan/atau fotokopi bultti peralihan hak atau bukti/dokumen lain
yang menyatakan aset merupaltan milik Terpailit, delam hal aset
masili masih tertulis milik pihak ketiga;

(D) Penetapan/leterangan dari Hakim Pengawas mengenal dimulainyva
keadaan insolvensi;

it asli dan/atau fotelzopi bukti kepemilikan fhak, apabila berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  diperlukan  adanya  bukti
kepemilikan/halk, atau apabila buktl kepemilikan fhalk tidak dikuasad,
harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari penjual bahwa
barang-barang tersebut tidak disertat bulti kepemilikan/hak dengan
menyebutkan alasannya; dan

(7] Burat persetujuan Hakim Pengawas bahwa beedel pailit dijual
melalui lelang, dalam hal terdapat putusan pailit digjukan kasasi
atau peninjavan kembali.

[8) Berita Acara pelaksanaan aanwifzing dalam hal barang yang dilelang
berupa barang bergerak dengan nilaf limit sesuai dengan ketentuan.

3) Lelang Eksckusi Pengadilan terdirt dari:
(1) salinan/fotokopi Putusan dan/atau Penelapan Pengadilan;
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(2] salinan/fotokopi Penetapan Aanmaning/teguran kepada tereksekusi
dari Ketua Pengadilan;

(3] salinan/fotokopi Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan;

{4) salinan ffotelkopd Berila Acara Sita;

(5] salinan/fotokopi Perincian Utang/jumlah kewajiban tereksekusi yang
harus dipenuhi, kecuali untuk eksckusi pembagian harta gono-gini;

(6] salinan /fotokopi Pemberitabhuan Lelang kepada termohon  ekselousi;
dan

(7] asli dan/atan fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan
peraturan  perundang-Undangan  diperlukan  adanyva  bulkti
kepemilikan /hak, atau apabila bukti kepermilikan /hak tidak dikuasai,
harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari penjual bahwa
barang-barang tersebat tidak disertai bukti kepemilikan fhak dengan
menyebutkan alasatinya.

(8) Berita Acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal barang yang dilelang
berupa barang bergerak dengan nilai limit sesuai dengan ketentuan.

Catatan :

Dalam hal objek lelang berupa saham, selain dokumen persyaratan lelang
vang bersifat khusnus sebagaimana huruf 4) juga disyaratkan dokumen
sebagai bertkut :

1)
2]

3)

&. Proscs:
11 Awal

2) Akhir

salinan/fotokopi Daftar Pemegang Saham ataw Daftar Khusus;

Daftar sgham yang akan dilelang dibuat secara terinci dan sekurang-
kurangonya memnat namea pemilik saliam, jumlah saham, nominal
saham, dan dasar hukum kepemilikan saham;

asli buktl kepemilikan/surat saham untuk saham persercan tertutup
atau surat keterangan dari Lembaga Penyimpanan dan Penvelesaian
(PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, disingkat T KSEI} bahwa saham
tersebut ada sebagal saham perseroan terbula;

Surat pernyataan Pemohon Lelang bahwa saham yang akan dilelang
telah dibloldr yang diduliung dengan surat keterangan dari PT K3EI
untulr saham perseroan terbuka.

: Kepala KPKNL menerima dan mendisposisi surat permohonan lelang
beserta lampirannya;

: Burat Penetapan .Jadwal Lelang dildirimkan kepada Pemchon
Lelang/Penjual melaiuil Subbagian Umum.

f. Keluaran/Hasil Alchir (oufpe):
Surat Penetapan Jadwal Lelang.
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g. Bagan Arus (flotwchori)
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8. Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL} melalui Virtual Account (VA

a. Desksripsi:

Merupakan tata cara pengembalian usng jaminan penawaran lelang oleh
Bendahara Penerimaan kepada peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai
pemenang lelang.

h. Dasar Hukum:

1)

2)

3)

4)

8
9]

10)

11)

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908
Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatsblad 15841:3);

Instrukst Lelang (Vendu Instructie, Stnotsblad 1908:190 sebagaimana
telah beberapa kali diwbah teralchir dengan Staatshicd 1930:85);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlal pada Kementerian
Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMEK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 /PMK.01/2016;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMEK.06/2016 tentang Petunjuk
Pelaltsanaan Lelang;

Feraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PME.06/201% tentang Pejabat
Lelang Kelas [;

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 4/PMK.06/2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keunangan Nomor 38/PME.06/2017 tentang
Petunjuit Tclinis Jabatan Fungsional Pelelang;

Keputusan Menteri Keuangan 279/KEMEK.01/2014 tentang Penetapan
Pejabat yang Bertugas Melakultan Pemungutan Penerimaan Negara di
Linglkungan Kementerian Keuangan;

Peraturan Direktur Jenderal XKekayaan Negara Nomor O07/KN/2012
tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dan Lelang
pada KPKNL;

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang
Petunjnk Teknis Pelaksanaan Lelang;

Peraturan Direlttur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2017 tentang
Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang.

c. Pihak yvang Dilayani/ Stekeholder
Peserta Lelang (yang tidak ditunguk sebagail Pemenang Lelang/Pembeli).

d. Jarji Layanan:

1)

2)
3)

Jangka waldu penyelesaian :
1 (satu) hari kerja sejak penutupan Pelaksanaan Lelang.

Tidak ada biaya atas Jasa Pelayanan.

Persyaratan administrasi:

Notifikasi dari Pegjabat Lelang Kelas I/Pgjabat Fungsional Pelelang yang

tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang.
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&, Proses:

1) Awal : Bendahara Penerimaan menerima notifikasi dari Pejabat Lelang
Kelas I/Pejabat Fungsional Pelelang.

2) Akhir : Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk
sebagai Pemenang Lelang.

f.  Keluaran/Hasil Akhir {output):
Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai
Pemenang Lelang.

¢. Bagan Arus (flowchart)
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Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang, Penyerahan dokumen kepemilikan
dan/atan dokumen lainnya

a. Deslkripsi:
Merupakan tata cara pemberian Kutipan Risalah Lelang, penyerahan dokiumen
kepemilikan dan/atan dokumen lainnya kepada Pembeli atau Pemenang Lelang.

h. Dasar Hulkuin:

1)

2)

3)

Y]

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908
Staatshblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatsblad 1941:3);

Instruicsi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:35);

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 170/PME.01 /2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
263/PMK.01/2016;

Peraturan Mentert Kevangan Nomor 27/PMEK.06/2016 tentang Petunjuk
Pclaksanaan Lelang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PME.06/2019 tentang Pejabat
Lelang kelas I;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMEK.06/2020 {entang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Megara Nomor 2/KN/2017 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Lelang;

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KEN/2017 tentang
Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang;

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan MNegara Nomor 5/KN/2017 tentang
Risalah Lelang.

c. Pihak yvang Dilayam/ Stakeholder
Pembeli Lelang.

d. Janji Layanan:
1) Jangka waktu penyelesaian 1 {saiut} hari kerja sejak dolumen permohonan

2)
3)

telah lengkap.

Tidak ada biaya atas jasa layanan.

Persyaratan administrasi:

aj Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;

) Identitas Pembeli Lelang;

¢} Bukti Setor BPHTE untuk Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan

bangunan;

d} Meterai yang cukup;
&) Surat lkuasa notaril, dan fotokopi identitas penerima kuasa dan pemberi

kuasa (apabila pemohon adalah penerima lkuasa), scrta fotelkopi/salinan
akta pendiran perasahaan (apabila pemberi kuasa berbentuk badan
hukuam).
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€. Proses:

1} Awal : Penjual mengajukan permohonan Kutipan Risalah Lelang, dokumen
kepemilikan dan/atau deokumen lainnya, serta diberikan tanda
terima;

2) Akhir : Pengadministrasian Umum menyerahkan Kutipan Risalah Lelang,
dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya kepada Pembeli
melalui Petugas APT.

f. Keluaran/Hasil Akhir (outpui):
l)Kutipan Risalah Lelang dan/atau surat pengantar pengambilan dokumen
kepemilikan {apabila dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh KPEKNL) dan
dolkumen lainnya kepada Pembeli; atan
2)Kutipan Risalah Lelang dan/atan dokumen kepemilikan {apabila dokumen
kepemilikan ada pada KPFKNL) dan dokumen lainnya.
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g. Bagan Arus (flowchart}:
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10. Pelaksanaan Sewa Afas Barang Millk Negara (BMN] Berupa Tanah dan/atau
Bangunan
a. Deskripsi:

Merupakan tata cara pelaksanaan pemanfaatan dalam bentuk sewa atas BMN
berupa tanah den/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang yang menjadi kewenangan dari Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJEN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKML).

Dasar Hukum:

1)

2)

9]
10)

11)

12)

Peratnran Pemerintah Nomeor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milils Negara/Dhaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 28 Tahun 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara scbagaimana telah dinbah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 263/PMK.CL1/2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMEK.06/2017 tentang Penilai
Pemermtah di Linglungan Pirelitorat Jenderal Kekayazan Negara;
Peraturan Menteri Kenangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian
Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 tentang Petunjuk
Telmis Jabatan Fungsional Penilai Pemernintal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PME.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 /PMK.01/2019;
Peraluran Menteri Keuangan Nomor 115/PMIL06/2020 tentang
Pemanfaaltan Barang Milik Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KME.GL/2019 tentang
Pelimpahan Kewcnangan BMenteri Kewangan Dalam Bentuk Mandat
Kepada Pcjabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milile Negara;

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2018 tentang
Petunjuk Telmis Penilaian Sewa Barang Milik Negara;

Keputusan Direkiur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 250/KN/2017
tentang Pembagian Kewenangan Penilaian Barang Milik Negara oleh
Penilai Pemerintah di Lingknngan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 151/KN/2015
tentang Penetapan Integrasi Proscs Bisnis Layanan Persetujuan Sewa
Barang Mililz Negara pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara.

Pihak yvang Dilayani/ Siakeholder
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
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Jamji Layanan:
1) Jangka waktu penyelesaian:

a) Permohonan persetujuan sewa BMN pada Kanwil DJKN:
No Jumlah Objek BMN yvang Dimohonkan Norma Wakfu |
1 {1sd350 2& hari kerja
2 i51sd100 30 hari kerja
3 i Diatas 100 _ 1 32 hari kerja
b}  Permolionan persetujuan sewa BMN pada EPKNL:
| No | Jumlah Objek BMN yang Dimohonkan Norma Waktu |
' 1 [1s.d50 - 25 hari kerja
2 |51l sd100 27 harl kerja
3 | Diatas 100 29 hari kerja
Catatan:
a. Norma waktu dimulai pada saat dokumen permohonan scwa BMN
diterima oleh Kepala Kantor.
b. Norma wakin perhitungan akan dihentikan sementara wakin pada

C.

saat terdapat permintaan kelengkapan data/informasi atau diterbitkan
Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD). Norma waktu
dilanjutkan kembali dalam hal Pemohon telah menyampaikan
kelengkapan  data/informast atau menyampaikan  tambahan
kebutuhan data sebagaimana BATKD.

Apabila Pemohon tidak melengkapl berkas permohonan penilaian
dalam kurun wakiu 20 hari kerja, maka dokumen permchonan
penilaian dikembalikan.

2] Tidak ada biaya atas jasa layanan
3) Persyaratan administrasi:

a)

Data usulan sewa, anlara lain:
(1) Dasar pertimbangan dilakukan sewa;
{2) Usulan jangka waltu penyewaan termasuk periodesitas sewa;
[3)Surat usulan sewa dari Calon Penyewa (jilka ada) kepada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
(4) Usulan besaran sewa.
Data BMN yang diusulkan untuk disewakan;
(1) Foto dan gambar BMN, berupa:
{a) Gambar lokasi dan/atau sile pian tanah dan/atau bangunan
yang akan disewakary;
{b] Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan;
(2}Kuanfitas  BMN, berupa Iuas {anah dan/atau  bangunan
keseluruhan dan yang akan disewakan; atau
{3}Nilai perplehan BMN yang akan disewakan, berupa nilai tanah
dan/fatan bangunan keselurnhan dan yang akan disewakan; atau
{¢}Dokumen terkait BMN yang akan disewakan berupa:
{a} Fotokopi Salinan Keputusan Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara;
() Fotokopi sertifikat kepemilikan untuk tanah;



Proscs:
1) Awal

2) Akhir
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{c) Folokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kartu Identitas
Bangunan (KIB) untuk bangunan;

{d] Dalam hal belum memiliki bukii kepemilikan schagaimana
huraf b dan ¢, dokumen kepemilikan dapat diganti dengan:

!. Fotokopl dokumen legalitas yang setara, antara lain Akta
Jual Beli, Girik, Letfer C, dan Berita Acara Serah Terima
terkait perclehan barang; atan

2. Surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang;
atau

3. Burat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup dari
pimpinan satuan  kerja di  Kementerian/Lembaga
bersanglmitan yang menyatakan bahwa tanah tersebut
benar-benar dimiliki oleh Kementerian/Lembaga tersebut.

Data calon penyewd, antara lain:

(1) Nama;

2] Alamat;

(3] Bentuk kelembagaan;

(4) Jenis keglatan usaha;

(2) Nomor Pokok Wajib Pajak (WPWP);

6} fotokopit Surat Izin Usaha/Tanda Jzin Usaha atau sejenis untuk

calon penyewa vang berbentuk badan usaha;

Surat Pernyataan dari Pengguna Barang, memuat:

(1) Pernyataan dari Pengguna Barang bahwa;

{a) BMN yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalamm
ranglka penyelengearaan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga; dan

(b] penyewaan BMN tidak akan menggangsu pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga;

(2) Pernyataan kesediaan dari calen penyewa untuk menjaga dan
memelihara BMN serta mengilkuti ketentuan yang beriaku untuk
menjaga dan memelihara BMN serta mengiltati ketentuan yang
berlaku selama jangka waktu sewa. Dalam hal usulan sewa yang
diajukan cleh Pengguna Barang bukan berdasarizan permchonan
dari calom penyewa, maka usulan sewa kepada Pengclola Barang
tidak perlu disertai surat pemyataan dari calon perniyewa tersebut.

Kepala Kanwil DJEN/KPKNL menerima dan mendisposisi surat
permohonan sewa BMN beserta lampirannya;
Surat Penetapan Persetujuan/Penolakan sewa BMN.

Kelnaran fHagil Akhir {ouipui)
Surat Penetapan Persetujuan/Penolakan sewa BMN.
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2] Setelah adanya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
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11. Verifikasi Permohonan Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Jaminan
danfatan Harta Kekayaan Lainnya.

a.

Deskripsi:

Merupakan proses verifikasi permohonan penilaian selain  dari  Bidang
PKN/Seksi PEN untuk objek penilatan BMN dan selaind dari Seksi Phutang
Negara untul objek penilaian Baramg Jaminan dan/atau Harta Kekayaan
Lainnya, yang disampaikan kepada Kantor Wilayah Direlktorat Jenderal
Kekayaan Negara (Kanwil DJEN} atau Kantor Pelayanan Kekayvaan Negara dan
Lelang (KPKNL}, dalam rangka memeriksa kelenskapan dan isi dokumen
permohonan penilaian yang meliputi: latar belakang permohonan penilaian,
tujuan penilaian, dolkumen kepemililkan, deskripsi ohjek penilaian, dan
dokumen penatausahaan (untulk BMN]J.

Dasar Hukum:

1]  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2)  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMEK.06/2009 tentang Penilaian
Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya;

3)  Peraturan Menten Keuangan Nomor 185/PMEK.06/2014 tentang Penilaian
Barang Jaminan Dan/Ataun Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka
Pengurusan Pratang Negara oleh Pagpitia Urusan Plutang Negara [/
Direlttorat Jenderal Kekayaan, Negara;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMEK/2016 tentang Penilai
Pemerintah di Lingkungan DJEN;

5) Peraturan Mcnteri Keuangan Nomeor 66/PME.06/2016 tentang Penilaian
Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam;

6) Peraturan Menterd Keuangan Nomor 113/PME.06/2016 tentang Penilaian
Barang Sitaan;

7} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian
Barang Milik Negara;

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.06/2017 tentang Petunjulk
Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah;

%)  Peraturan Menteri Kenangan Nomeoer 217 /PME.01/2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PME.OL/2019;

10) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KM.OG6/2015 tentang Uraian
Jabatan bagi Jabatan Jungsional Penilat Pemerintah di Lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

il) Kepuiusan Menterl Keuangan Nomor 5LH07/KMK.O06/2019 {entang
Kewenangan Pegjabat Fungsional Penilai Pemerintah di  Lingkungan
Dhrektorat Jenderal Kekayaan Negara;

12) Peraturan Direktur Jenderal Kekayvaan MNegara Nomeor 7/KN/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaarn Penilaian Barang Milik Negara;



13)

14)

15}

16)
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Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4/KN/2018 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Sewa Barang Milik Negara;

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan WNegara Nomor 250/KN/2017
tentang Fembagian Kewenangan Penilaian Barang Milik Negara cleh Penilai
Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Keputusan [hrekitur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 379/KN/2017
tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi [Standard
Operating Prosedures) Kantor Pclayanan Kekayaan Negara dan Lelang,
Keputusan Direkfur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 203/KN/2018
tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Nomor 1063/KN/2014 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard
Operating Prosedures] Kantor Wilayah Di Lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara.

Pihal: yang Dilayani/ Stafeholder
Pernohon Penilaian.

Janji Layanan:

1) Jangka waktu penyelesaian:

No Objek penilaian Jumlah objek penilaian Norma
Waliu
1 | Tanah dan/atau 1 s.d 50 3 hari kerja
bangunan 51 s.d 100 & hari kerja
_ Di atas 100 b 7 hari kerja |
2 i Selain Tanah danfatau |1 s.d 50 5 hari keria
i bangunan yang mermiliki | 51 s.d 100 6 hari kerja
dokumen kepemilikan I atas 100 7 hari kerja
i 3 | Selain Tanah dan/atau | Minimal 1 selain tanah | 5 hari kerja
bangunan vang tidak dan bangunan yvang tidak
memiliki delmmen memiliki dokumen
kepemilikan | kepemilikan i
Catatan:

a. Norma wakin dimulali pada saat dolumen permocohonan penilaian
diterima oleh Kepala Kantor.

. Dalam hal

terdapat permeobonan

icclengleapan

dokiuimen maka,

Pemohon penilaian diberi waktu 20 harn kerja untuk melengkapi
dokumen permohonan penilaian.
c. Apabila Pemohon tidak melengkapi berkas permohonan penilaian
dalam kurun waktu 20 hari kerja, maka dokumen permohonan
penilaian dikembalikan
21 Tidak ada biaya atas jasa layanan
3) Persvarafan administrasi
a) Latar belakang permohonan;
b) Tujuan penilaian, meliputi:
(1) Barang Milik Negara
{a) Penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah;
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{b) Pemanfaatan;

(c)

Pemindahtanganan, atau

(d) Pelaksanaan kegiatan lain sesuai keteniuan Peraturan Perundang-

undangan,

{2) Barang Jaminan dan/atau Harta Kelkayaan Lainnya

(2]

Penjualan melalui Lelang;

(b) Penjnalan Tanpa Melalui Lelang;

(c)

Penebusan dengan nilai permohonan Penebusan di bawah Nilai
Pembebanan; dan/atau

(d) Keringanan Hutang.
i3) Dolumen kepemiliizan berapa:

(=)

{bo)

fc}

(]

(e}

Untukk objek penilaian berupa tanah, dokumen permohonan
penilaian dilengkapi dengan fotokopi sertifikat tanah. Dalam hal
dolmumen kepemilikan tanah berupa servtifikat belum ada, maka
dapat diganti dengan dokumen lkepemililcan lainnya, seperti: Akia
Jual Beli (AJB), Girile, Letier C, dan Berita Acara Serah Terima
(BAST) terkait perclchan barang, atau surat pernyataan tanggung
jawab Dbermeterai cultup dari pimpinan salunan  kerja  di
Kementerian/Lembaga Dbersanglutan yang menyatakan bahwa
tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh Kementerian/Lembaga
terselbut;

Untuk objek pcnilaian berupa banpunan, maka permochonan
penilaian dilengkapt dengan fotoliopl Izin Mendirikan Bangunan
(IMB). Dalam hal dolumen kepemilikan bangunan berupa IMB
belumm ada, malka dapat diganti dengan surat keterangan
bangunan dari instansi yang berwenang atan surat pernyataan
tanggung jawab bermaterai cukup dati pimpinan satuan kerja di
Kementerian/Lembaga bersanglutan vang menyatakan bahwa
bangunan tersebuit benar-benar dimiliki oleh
Kementerian /lembaga tersebut.

Untuk objek Penilaian berupa kendaraan bermotor, maka
permochonan Penilaian dilengkapi dengan fotokopi  dokumen
kepemilikan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang;
Untuk ohjelt Penilaian berupa limbah padat ({scrap), maka
permohonan penilaian dilenglkapt dengan deskripsi objek penilaian
yang sekurang-kurangnya memual keterangan berat objek
Penilaian;

Untuk objek Penilaian berupa limbah cair, permohonan penilaian
dilengkapi dengan deskripsi objek penilaian yang sekurang-
kurangnya memuat keterangan volume objek Penilaian;

(4} Deskripsi objek penilaian
(a) Untuk objek penilaian berupa tanah dan/atau bangunan, maka

deskripsi objek penilaian meliputi: lokasi, jumlah, dan [uas bidang
tanab dan/atay bangunan.

(b} Untul: objek penilaian berupa selain tanah dan/atan bangunan,

maka deskripsi objelt penilaian meliputi: lokasi, jumlah, dan
spestiileasi.
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(5} Dokumen penatausahaan barang, berupa fotokopi Kartu Identitas
Barang (untuk BMN yang berada pada FPengguna Barang}.

Proses:
1} Awal : Kepala Kanwil DJKN/KPKNL menerima dan mendisposisi surat
permohonan penilaian beserta lampirannya;
2} Akhir : Surai/nota dinas penyarpaiarn jadwal survei
lapangan/permintaan kelengkapan deokumen / peneriisan /
pengembalian permchonan penilaian kepada Pemohon.

Keluaran/Hasil Akhir {outpi):
Surat/nota dinas penyampaian jadwal survel lapangan/permintaan
kelengkapan dokumen/penerusan/pengembalian permohonan penilaian.

Bagan Arus (flowchart)
1) Sebelum adanya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
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2] Setelah adanya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
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12. Penyusunan Laporan Penilaian

a. Deskripsi:
Merupakan proses peleksanaan penilaian oleh tim Penilai/Pejabat Fungsional
Penilai Pemerintah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(Kanwil DJEN] dan Kantor Pelayanan Kekayaan Megara dan Lelang {KPKNL),
yang meliputi kegiatan: survel lapangan, analisis perhitungan nilai, pemaparan
konsep laporan penilaian dan penyusunan laporan penilaian.

b. Dasar Huloum:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

2] Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;

3) Peraturan Menter] Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 ientang Penilaian
Aset Belkas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya;

4} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMEK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN sebagaimana ielah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 /PME.01/2016;

5} Peraturan Menterl Keuangan Nomor 185/PMK.06/2014 tentang Penilaian
Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Dalam Rangka Pengurusan
Fiutang Negara oleh Panitia Urusan Pintang Negara/Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara;

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK/2016 tentang Penilai
Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMEK.06/2016 tentang Penilaian
Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam;

#) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PME.06/2016 tentang Penilaian
Barang Sitzan;

9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian
Barang Milik Negara;

10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PME.06/2017 tentang Peiunjuk
Telmis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintal;

11} Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KM.06/2018 tentang Uraian
Jabatan bagi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah di  Lingkungan
Direktorat Jenderal Kckayaan Negara;

12) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 307/KME.06/2019  tentang
Kewenangan Pgjabat TFungsional Penilai Pemerintah di  Lingkungan
Direkforat Jenderal Kekayvaan Negars;

13) Keputusan Direkiur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 379/KN/2017
tentang Perubahsn Atas Keputusan Direkinr Jenderal Kekayaan Negara
Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating
Prosedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

14} Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nemor 203/KN/2018
tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayvaan Negara
Nomor 163/KN/2014 tentang Standar Prosedur Operasi {Standard Operating
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Prosedures) Kantor Wilayah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara.

¢. TPihak yang Dilayani/ Stakeholder:
Pemohon Penilaian.,

d. Janji Layanarn:
1) Jangka waktu pen}releaman

C NG| L s »Dalam rangka: - 0 7 Ul Norma, Waktw 7
i Pen}maunan Neraca Pemermtah Pusat 20 hari kerja
2 | Pemanfaatan 25 hari kerja
3 Pemindahtanganan 13 hari kerja
4 | Lainnya 20 hari kerja

2) Tidak ada biaya atas jasa layanan
3) Persyaratan administrasi;
a) Berkas permohonan penilaian yang telah lengkap;
b) Berita Acara Survei Lapangan atau Berita Acara Survel Lapangan (BASL)
Berikut Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATEKD);
¢} Data dan/atau informasi yang diperoleh pada saat survel lapangan dan
survel pembanding;
d) Penyampaian kelengkapan data dan/atau inlormasi dari Pemohon
Penilaian, dalam hal terdapat dengan BATKD.

¢. Proses:
e.l. Awal : Tim Penilai telal: selesal melaksanakan survei lapangan dan
menerbitkan BASE atau BASL berikut BATKD
€.2. Akhir: BSurat/nota dinas penyampaian laporan penilaian berikut
laporan pentlaian.

f. Keluaran,/Hasil Akhir {outpud):
Surat/Nota Dinas Kepala Kanwil DJKN/KPKNL dan Laporan Penilaian.
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g. Bagan Arus (flowchari)
1} Sebelum adanya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Ly rFela

|




MEMNTERI KELUARNGAN
REPRELIK IHNBOMESIA

- 174 -

2) Betelah adanya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
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E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (STANDARD OPERATING PROCEDLIRE)
LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN

1. Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)

il.

Deskripsi:

merupakan proses penghitungan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara {APBN) yvang dialokasikan dengan tujuan unbuk
mengurangl kesenfangan/ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.

Dasar Hukum:

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan
Antara Femerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 lentang Dana Perimbangan;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Qtonomi Khusus.

Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:
Pemerintah Dagrah.

Janji Layanan:

1) Jangka waktu penyelesaian 50 (lima puluh) hari karja terhitung sejak
penugasan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

3 Tidak ada persyaratan administrasi.

Proses:

1) Awal : Direktur Jenderal Perimbangan Kenangan menugaskan Direkiur Dana
Transter Umum (DTU) untuk menyiapkan rancangan perhitungan
alokasi DAU;

2} Akhir: Dnjen K menelaah dan memaraf hasil perhitungan alokasi DAU per
Daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari alokasi Transfer Dana ke
Daerah dan Dana Desa. Selanjuinya menyampaikan kepada Menteri
Kenangan.

Keluaran/Hasil Akhir (oufpref):
Penghitungan Dana Alokasi Umum.
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2. Pelayanan Penghitungan Alokasi Dana Alokast Khusus {DAK) Fisik

.

d.

Deskripsi:

meritpakan proses penghitungan dana yang bersumber daxi pendapatan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertenti
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional,

Dasar Hukuom:

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antfara Pemerintah Pusat Dan Pemerinlah Daerah;

2} Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20035 tentang Dana Perimbangan;

3) Peraturan Menteri Kewangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Fisik.

Pihak vang Dilayani/ Stakefiolder:
Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga teknis.

Jarji Layanan:

1) Jangka wakiu proses penerimaan surat darl Bappcenas tentang penyampaian
rekapitulasi hasil sinkronisasi K/L teknis dan Bappenas hingga penerbitan
rincian alokasi DAK Fisik adalah bulan Agustus s.d. November.

2} Tidak ada biaya atas jasa pelayanan,

3} Tidak ada persyaratan administrasi.

Proses:

1} Awal : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah menerima surat dari
Bappenas tentang penyampaian rekapitulasi hasil sinkronisasi K/L
teknis dan Bappenas dari Aplikasi KRISNA per subbidang per daerah,
kemudian menugaskan Diektur Dana Transfer Khusus untuk
menyusun kertas kerja dan melakukan simulasi perhitungan alokasi
DAK Fisik dengan mempertimbangkan perhitungan penilaian kinerja
tahun-ltahun sebelumnya dan/atau perhitungan Indeks Kemahalan
Konstruksi {IKK);

2)  Akhir: Digen Perimbangan Keuangan menyampaikan Nota Dinas kepada
Diirjenn Anggaran lerkait hasil rincitan alokasi DAK Fisik.

keluaran/Hasil Alkhir (outpuf):
Rincian Alokasi Drana Alokasi Khusus Fisik.
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3. Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik

a.

Deskripsi:
merupakan proses yang menguraikan {atacara peonyusunan dan penelapan
rekomendasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Dasar Hukum:

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

7} Peraturan Pemetintah Nomeor 35 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMEK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Alckasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 9/FPMMEK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2H9 tertang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Nenfisik.

Pihak yvang Dilayani/ Strafehofder:
Pemermtah Daerah.

Janji Layanan:

1) Jangka waktu penyelesaian 10 (sepultth) hari kerja sejak syaral penyaluran
diterima dengan lengkap dan benar.

2} Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

3} Persvaratan administrasi:

a) I'enyaluran Dana Bantuan Operasional Sekelah {BOS) mensyaratkan
Rekomendasi dari Kementerian yang mengurus bidang Pendidikan dan
Kebudayaan;

b} Penyaluran DAK Nonfisik 5Selain Dana BOS, mensyaratkan laporan
tahap/tahun anggaran yang lalu dari Pemerintah Daerah;

c) Penvaluran dana cadangan {BOS, Bantuan Operasional Penvelengoaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional
Penvelenggaraan Pendidikan Kesctaraan (BOFP Kesetaraan), Tunjangan
Profesi Guru (ITPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan
Penghasilan ({TAMSIL)} mensyaratkan Rekomendasi dari  dard
Kemenierian yang mengurus bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Iroses:

1) Awal : Kasubdit DAK Nonfisik menugaskan Kepala Sekst DAK Nonfisik vang
ditunjuk  {in-cherge) perjenis DAK Nonfisik uwntuk  menyusun
rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik sesual waktu dan tahap
penyaluran;

2y Akhir : Direktur Dana Translfer Khusus (DTK) meneliti dan menandatangani
ND Rekomendasi Penyaluran DAK Nonfisik.

Keluaran/Hasil Akhir (oubput):
Nota Dinas (ND) Direktur DTK kepada Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer {KPT) mengenai rekomendasi penyaluran DAK Nonfisik,
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4. Pelayanan  Penyusunan  Rckomendasi  Penyaluran  Dana  Bagi  Hasil
Non Earmmarked

d.

Deskripsi:

merupakan proses yang menguraikan tenlang lata cara penyusunan rekomendasi
penyaluran dana bagi hasil (DBH) non earmarked berdasarkan angka persentase
dari pagu alokasi, DBF non esrmarked adalah penerimaan yang bersumber dari
penerimaan sumber daya alam yaite kehtanan non dana reboisasi, pertambangan
wmnwn, perikanan, perfambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan
pertambangan panas bumi serta penerimaan Pajak yaitu Pajak Bumi dan Banguman,
Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25/Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
MNegerl.

Drasar Hukom:

1} Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentany Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

2} Peratoran Pemerintah Nomor 5% Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

3} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13%/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Pihak yang Dilayant/ Stekeholder:
Pemerimtah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.

Janji Layanan:

1} Jangka waklu penyelesaian 30 (Hga pudult) hari kalender setelah batas waktu
penerimaan laporan Berila Acara Rekensiliasi atas Penyetoran pajak pusat dan
Laporan kemajuan atas capaian output pelaksanaan kegiatan pengelolaan
sanitasi lingkungan,

2} Tidak ada biaya atas jasa pelayanan,

3} Persyaratan administrasi:

a) Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak Pusat dari Pemerintah
Daeral: dan

b} Laporan Kemajuan atas Capaian Cutput Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan
Sanitasi Lingkungan dard Pemerintah Daerah.

Proses:

1) Awal : Direktur Dana Transfer Umum (DTU) menerima Berita Acara
Rekonsiliasi atas Penyetoran pajak pusat dan Laporan kemajuan atas
capatan onfput pelaksanaan kegiatan pengelolaan sanitast Tingkungan
dari pemerintah daerah dan mendisposisikan kepada Kasubdit Dana
Bagi Hasil;

2)  Akhir: Direktur DTU menelili dan menandatangani ND dan lampiran ND
rekomendasi penyaluran DBH non earmerked dan disampaikan kepada
Direkfur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KTT).

Keluarvan/Hasil Akhir {outpuf):
Mota Dinas Direktir DTU tentang Rekomendasi Penyaluran DEH non esrmagifed.
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5. Pelayanan Penetapan Penyelesaian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

a.  Deskripsi:

merupakan proses yang menguraikan tata cava Penetapan Penyelesaian Kurang
Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil melalui penyusunan Peraturan Menteri
Keunangan tentang Penyaluran Kurang Bayar (KB) Dana Bagi Hasil dan Peraturan
Direktur Jenderal (Perdirjen} temtang Pemotongan Lebih Bayar (LB) Dana Bagi

11asil (DBH).
L. Dasar Hulum:

1} Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemmerintah Pusat Dan Pemerintah Daeraly;
2} Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

3} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umim, dan Dana Otonomi Khusus.

¢. Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:
Pemerintal Dacrah dan Kementerian/Lembaga terkait.
d.  Janji Layanan:

1} Jangka waktn penyelesaian 40 (empat puluh) hari kerja sejak data realisasi
penerimaan negara vang dibagihasilkan dikenfirmast oleh
Kementerian/Lembaga terkait.

2) Tidak ada biaya atas jasa pelayvanan.

3) Persyaratan administrasi:

Surat  [Dafa  Realisasi Penerimaan Negara vang  Audited
Kementerian/ Lembaga terkait

e, Proses:

1) Awal : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima Dala Realisast
Penerimaan Negara awdited darvi Kementerian/TLembaga pengelola

pencrj_maan T1egaTa;

2) Akhir: Direkfur Jenderal Perimbangan Keuangan menelit dan memaraf Dheaff
PMEK tentang Peryaluran KB dan menandatangani Perdirjen tentang
Pemotongan LB DBH per Provinsi/Kabupaten/Kota serta meneliti dan

menandatangani ND Dirfen kepada Menteri Keuangan.

f. Kelnaran/Hasil Akhir (ontpt):

t1. Drafi PMK tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH menurut daerah Provinsi/

Kabupaten/Kota;

t.2 Perdirfen tentang Pemotongan Lebih Bayar DBH menurut daerah Provinsi/

Kabupaten/ Kofa.
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6. Felayanan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daeraly tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (PDRDY)

a.

i)

Deskripsi:

merupakan proses sinkronisasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Pajak Daerah
dan Refribusi Daerah (FDRD) yang akan direkomendasikan Menteri Keuangan
kepada Menteri Dalam Negert.

Dasar Hukum:

1} Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Femerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

2} Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeral dan Retribusi;

3} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Dacraly;

4] Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintal
Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Qtonom;

3) Peraturan Pemecrintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pajak Dasrah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reftribusi Daerah;

7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 772/KMK.01/2017 tentang Mandat
Menteri Keunangan Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Intuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat Dan/ Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana
diubah  terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
910/KME.01/2019  tentang Perobahan Kedua atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 772/KME.01/2017 tentang Mandat Menteri Keuangan
Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Untuk Dan Atas Nama Menteri Kevangan Menandatangani Surat Dan/Afau
Keputusan Menteri Keuangan.

Pihak yang Dilayani/ Stakefiolder:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Jarji Layanan:

1) Jangka waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat
Koordinasi Hasil Evaluasi Raperda daxi Kemendagri.

2} Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

3} Persyaratan administrasi: Surat koordinasi Hasil Evaluasi Raperda dan Matriks
Hasil Sikronisasi Raperda dari Kemendagri.

Proses:

1} Awal : (sctelali mengoordinasikan usulan dari seluruh Pemerintah Daerah),
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan usulan Rancangan
Peraturan Daerah tentang FPDRD;

2} Akhir: Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KP1) atas nama
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menandatangani Matriks
dan Surat Keordinasi alas Rekomendasi Raperda tentang PDRD.

Keluaran/Hasil Akhir (o fprf):

LY. Surat Rekomendasi Raperde PDRD;

f.2. Mairiks Sinkronisasi Raperda PDRD;

f.3. Nota Dinas pengantar Direktur atas Surat Rekomendasi Raperda PDRD yang
ditijukan ke Kementerian Dalam Negeri,
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7. Perhitungan Pengalokasian Dana Insentif Daerah

.

b.

Deskripsi:
merupakan proses perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah {DID).

Dasar Huknm:

1} Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerali;

2} Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahtm 2005 tentang Dana Perimbangan;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomeor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Angraran Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isiam Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umnum Negara;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMIC07/2019 tentang Pengelolaan
Dana lnsentf Daerah.

Pihak yang Dilayami/ Stakeholder:
Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga teknis,

Janji Layanan:

1} Jangka waktu penyelesaian 70 (tujuh puluh) hari kerfa terhitung sejak
penugasan Divektur Dana Transfer Umum (DTUY.

2} Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

3) Tidak ada persyaratan administrasi,

Prosesy:

1) Awal : Direkfur Jenderal Perimbangan Keuangan menugaskan Direktur DTU
unfuk menyiapkan rancangan perhitungan alokasi D1D;

2) Akhir: Direktir Jenderal Perimbangan Keuangan menerima nota dinas dan
hasil perhitungan Dana Insentif Daerah dan melakukan [inalisasi
penvusunan bahan pembahasan RAPBN., Dirjen Perimbangan
Keuangan bersama-sama dengan Direkiur DTU, Kasubdit, dan para
Kasi pada Subdit DID, Dana Otsus, dan DK melakukan pembahasan
kebijakan alckasi Dana [nsentif Dacrah dengan Panita Anggaran DPR-
RL

Keluaran/Hasil Akhir (ouiput):
1} Dokumen rincian hasil perhitungan alckasi PID;
2y Nota Dinas Direkiur DTU.
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8. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar
(SPM) Transfer ke Daerah

.

Deskripsi:

merupakan proses penerbilan dokumen pelaksanaan angearan dalam rangka
proscs penyaluran transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Umum (DALY, DAU
Tambahan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Insentif Daecrali (DIDY), Dana Otonomi Khusus (DOK) beserta Dana Tambahan
Infrastruktur {DTI}, dan Dana Keistimewaan. Penyaluran melalui mekanisme
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum
Daerah. Dikecualikan dalam SOP ini DAK Fisik dan DAK Non Fisik berupa
Bantwan Operasional Sekolah (BOS) vang penyalurannya melalui Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Dasar Hukum:

1} TUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dran Pemerintal Daeraly;

2} [Undang-Undang tentang APBN Tahun Angyraran Berjalan;

3} Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

4] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peratuyan
Pemerintali Nomor 453 Tahun 2013 tentang Tata Cara Felaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PME.05/2012 lentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana lelah diubah
dengan Feraturan Menteri Kecuangan Nomor 178/TMEK05/2018 tentang
Perubahan Atas Peratiran Menterl Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tenitang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMEK.07/2012 tentang Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Nenfisik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 9/PME.07/2020 tentang Perobahan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 48/FME.07 /2012 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Nuntfisik.

7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

8) Peraturan Menteri Kenangan Nomor 141 /PME.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Insentit Daerah.

9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/FMEK.07/2020 tentang Pengcelolaan
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pihak vang Dilayani/ Stakefiolder:
Pemermtah Daerah.

d. Jamji Layanan:

1) Jangka waktu penyelesaian:
a} 5 (lima) hari kerfa untuls transaksi kurang dari 1.000.000.000 {(satn miliar)
setelah rekomendasi penyaluran selesai diverifikasi,
b) 5 {lima} hari kerja wniuk transaksi 1.000.000.000 (satu milar) sampai
dengan S00.000L000.000 {lima ratus miliar) sgjak RPD Harian disampaikan
kepada KPPN,
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e} 10 (sepuluh) hari kerja untuk transaksi lebih dari 500.000.000.000 {Hma
ratus miliar) sampai dengan 1.000.000.000.000 {satu triliun) sejak RPD
Harian disampaikan kepada KPPN, dan

d) 15 (lima belas) hari kerja untuk transakst lebih dari 1.000.000.000.000 (satu
triliun) sejak RPD Harian disampaikan kepada KPPN.

2) Tidak ada biaya alas jasa pelayanan.
3) Tidak ada persyaratan administrasi.

Proses:
1) Awal

2y Akhir:

Berdasarkan rekomcndasi penyaluran dari Divekiur Dana Transfer
Umum (DTU)/Direktur Dana Transfer Khusus (DTK), Direkiur
Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KPT) menugaskan Kepala
Subdirektorat Penvaluran Dana Transfer (PDT) menyiapkan
penyaluran sesual peraturan perundang-undangan;

Pelaksana pada Seksi PDT 1/I/T1 selaku SPK menyampaikan advis,
SPM, dan Surat Pamyataan Tanggung jawab Belanja (SPTE) kepada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPIN} Jakarta IT.

Keluaran/Hasil Akhir (output).

1) Eencana Penarikan Dana (RPD) Transfer ke Draerah;

2) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) Transfer ke Daerah;
3) SPP Transfer ke Daeraly;

4y 5PM Transter ke Daerah;

5)  Advis Transfer ke Daeral.
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9. Pelayanan Penerbitan Surat Permintsan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintzh
Membayar (5FM) Hibah Baeral

tt.

d.

Deskripsi:

merupakan proses penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran dalam rangka
proscs penyaluran hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, baik
berupa hibali yang berasal dari APBN (Rupiah Murni} maupiin hibah yang berasal
dari pinfaman dan/atau hibah luar negeri, melalui mekanisme pemindahbuknan
dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daeral. Dikecunalikan
dalam SOP ini penyahiran hibal melalui mekanisme rekening khusus, pembayaran
langsung, pembiayaan pendahuluan, maupun letfer of credit,

Dasar Hukum:

1)

2)
3)

4)

)

6)

Undang-Undang Neomwor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Dacraly;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Peraturan emerintalh Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peratiran
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Angpgaran
Pendapatan dan Belanja Negara,

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 190/PMEK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah
denigan Peraturan Menteri Kevangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Fembayaran Dalam Rangka Pelaksanasn APBN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

Kepulusan Menteri Keuangan Nomoer 116/ KME.07 /2020 tentang Penunjukan
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara I'engelolaan Hibah dan
Kuasa Pengouna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Hibah dari
Pemerintah Fusal kepada Pemerintah Daerah.

Pihak yang Dilayani/ Stakeliolder:
FPemerintah Daeral.

Janji Layanan:

1) Jangka waktu penyelesaian:

2)

a) 5 (bma) hari kerja untuk transakst kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar)
setelah rekomendasi penyaluran selesai diverifikasi,

b} 5 (lima) hari kerja untuk transaksi 1.000.000.000 (satu miliar) sampai
dengan 500.000.000.000 (lima ratus miliar} sejak RPD Harian disampaikan
kepada KPPN,

¢} 10 (sepulub) hari kerja untuk transaksi lebih dari 500.000.000.000 {lima
ratus miliar) sampai dengan 1.000.000.000.000 {satu tiliun} sejak RPD
llarian disampaikan kepada KI'P’N, dan

d)} 15 (lima belas) harl kerja untuk transaksi lebih dari 1.000.000.000.000 (satu
triliun) sejak RPD Harian disampaikan kepada KPPN.

Tidak ada biaya atas fasa pelayanan.
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3} Persyaratan administrasi:
Surat permintaan penyaluran Hibah dari Pemerintali Daerah yang dilengkapi
dengan dekumen pendukunyg sebagai berikut:
aj  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
b}  Berila acara pembayaran;
¢}  Sural pertimbangan /rekomendasi penyaluran Hibah dari kementerian
negara/lembaga pemerintah nonkementerian; dan
d)  Dokumen lain vang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH.

e. Proses:

T} Awal : Perdasarkan rekomendasi penyaluran dari Direklur Dana Transfer
Khusus (DTK), Direkiur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KFT)
menugaskan Kepala Subdirektorat {Kasubdif) Penyaluran Dana
Transfer (PDT) menyiapkan penvaluran scsupai peraturan perundang-
undangan;

2) Akhir : Pelaksana pada Seksi PDT IV selaku SPK menyampaikan advis, SPM,
dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPIN) Jakarta L1,

f.  Keluaran/Hasil Akhir (ouipef):
1) Eencana Penarikan Dana (RPD) Hibah Daeraly;
2) Resume Tagihan Hibab Daerah;
3) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) Hibah Paerah;
4y 3PP Hibah Daeraly
3y 5SPM Hibah Daerah;
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10. Pelayanan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) Pajak Rokok

d.

b.

C.

d.

2.

1)

2)

Dreskripsi:

merupakan proses penerbitan dokumen pelaksansan anggaran berupa Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka
proses penyetoran Pajak Rokok dari Rekenming Kas Umum Negara (RKUN) ke
maging-masing Kekening Kas Umum Daerah (RKULY) Provinsi, dan/atau ke
rekening Badan FPenyelenggara Jaminan Sosial (BIY)S) Kesehatan, dan/atan ke
rekening pembayar pajak rokok sebagai pembayaran pengembalian kelebihan
pembayaran pajak rokok secara tunai.

Dasar Hukum:

1} Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

2} Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentvan Umum dan
Tatm Cara Pemungutan Pajak Daerah.

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara
Pennmgutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nooor 11/PMK.07/2017.

4)  Keputusan Menteri Kenangan Nomor 974/ KMK.07/2019 tentang Pentnjukan
Kuasa Pengguna Anggaran Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Rokok.

Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:
1} Pemerintah Daerah.

2} BPJS Keschatan

3} pembayar pajak rokok

Janji Layanan:

1} Jangka waktu penyelesaian 5 (limay hari kerja setelah rekomendasi penyetoran
pajak rokok selesai diverifikasi,

2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

3) Persyaratan administrasi:
Surat permintaan penyaluran IFibal daii Pemerintah Daerah yvang dilengkapi
dengan dokumen pendukung sebagat berikut:

Proses:

Awal : Berdasarkan  rekomendasi  penyaluran dari  Subdirektoral
Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktur
Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KPT) selakn Kuasa Pengpguna
Anggaran (KPA} Penyetoran Pajak Rokok menugaskan Kepala
Subdirekloral {Kasubdit} Fenyaluwran Dana Trasnfer (PDT} untuk
melaksanakan penyetoran Pajak Rokok sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Abhir : Prlaksana pada Scksi PDT IV selaku SPK menatzusahakan dan
menyampaikan SPM dan Advis ke KPPN Jakarta 11

f. Keluaran/Hasil Akhir {ontpef):

1) SPP pajak rokok.
2) SPM pajak rokok.
3) Advis pafak rokok.
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F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN BIDANG
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

L. Pelayanan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri

a. Deskripsi:
Merupakan proses pengadaan Finjaman Dalam Negeri {(FDN] dari Pemberi PDN
vang dimulai dari diselenggarakaonya Seleksi Calon Pemberi PDN sampai
dengan pinjaman telah dinyatakan efektif dan disampaikannya dokumen
operasional pelaksanaan pinjaman dalam negeri kepada pemberi pinjaman
dalam negeri.

b. Dasar Hulmim:

1)
2)
3)

4)

5}

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran yang berlaku;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan
dan Penerusan Pinjaman Datam Megeri oleh Pemenintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 /PME.08/2011 tentang Tata Cara
Selelesi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Keunangan Nomor 217 /PMEK.01 /2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kenangan sebagaimana telah beberapa kali
diubkali  terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan;

Keputusan Menteri Keutangan Nomor SI10/KME.01/2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Menteri Kenangan Dalam Bentuk Mandat kepada
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayvaan dan
Risiko.

¢. Pihal yang dilayani/ Stakeholders:
1} Pemberi Pinjamar;
2} Instansi Pelaksana/ Executing Agenciy.

d. Janji Lavanan:

i)
2
3]

Jangla walttu penyelesaian 78 hart kerja efektif.
Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
FPersyaratan administrasi:
Sesuai Pasal 9 ayat {1) dan ayat (2) Peraturan Menterl Keuangan Nomor
211/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman
Dalam Negeri.
a) Calon Pemberi PDN dari BUMN atau Perusahaan Daerah harus
memenuhi syarat paling sedilat sebagal berikut:
(1} memilild laba bersili selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut;
{2} mendapat perseiujuan dari pihak berwenang sesual dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMN/Perusahaan
Daerah yang bersangkutan; dan
(3} memiliki Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh paling sedikit Rp.
1.000.000.000.000,00 {satn triliun rupiah).
b} Calon Pemberi PDN dari Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat
paling sedildt sebagal berikut:
{1} telah melalkulkan pemenuhan urusan wajib sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan;
{2) tidak mempunyal tunggakan pembayvaran bunga, cicilan polkok,
dan kewajiban lainnya terizait dengan pinjaman kepada pihak lain;
(3) mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

L
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{4} mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

e. Proses:
1)  Awal
2}  Akhir :
f.

: Direkfur Pinjaman dan Hibah berdasarkan alokasi keglatan

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam Undang-Undang penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan Daftar
Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri tahun aggaran
berkenaan, memberi petunjuk kepada Kepala Subdirektorat
Pinjaman dan Hibah IV unfuk mempersiapkan pengadaan
Pinjaman Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan  Risiko
menetapkan dokumen operasional pelaksanaan PDN  untulk
disampaikan kepada Pemberi Pinjaman.

Keluaran/Hasil Alchir {output):

1}  EKontralk PDN yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan dan Fimpinan
Pemberi PDN sesuai hasil seleksi;

2}  Naskah Perjanjian Induk PDN yang telah ditandatangani;

3} Naskah Perjanjian Realisasi PDN yang telah ditandatangani;

4] Nota Dinas Permintaan Fenerbitan Nomor Register:

5] Hasil perekaman General Fformation naskah Perjanjian Realisasi PDN ke
dalam Debt Managemeni and Financial Analysis System (DMFAS); dan

6) Doltumen Operasional Pelaksanaan PDN.
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2. Pelayanan Lelang Surat Utang Negara (SUN) di Pasar Perdana

a. Deskripsi:

Merupakan proses yang menggambarkan persiapan, pelaksanaan, dan
peneltapan lelang Surat Uiang Negara dalam mata uang rupiah dan valuta
asing di Pasar Perdana Domestids termasuk Lelang Surat Utang Negara
Tambahan (green shoe option). Lelang SUN dilaksanakan antara lain dengan
tujuan untuk membiayai defisit APBN tahun anggaran berjalan, dalam rangka
pengelolaan portofolic SUN danjatau schagai harga acuan (benchmark) di
pasar surat utang.

b. Dasar Hukum:

1} Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang MNegara;

2) Peraturan Menteri Kenangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer
Utama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 234/PME.08/2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMEK.08/2013 tentang Dealer
Ttama.

3) Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /FME.01 /2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
220/PMK.01 /2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisast dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan;

4} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.0B/2019 tentang Lelang
Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik;

5) Keputusan Meniernn Keuangan Nomor 66/KMEK.Q1/2003 tentang
Penunjukan Bank Indonesia Sebagal Agen unftuk Melaksanakan Lelang
Surat Ntang Negara Di Pasar Perdana,;

6] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMEK.01/2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Menterl Keuangan Dalam Bentuk Mandat kepada
Pgjabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko.

c. Pihal yvang dilayani/ Stakeholders:
1} Deatler Utama;
2) Bank Indonesia;
3) Lembaga Penjamin Simpanan [LPS); dan
4} Orang persecrangan warga nepgara Indonesia maupun warga negara asing
dimanapun mereka berlempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, baik
Indonesia maupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

d. Janji Layanan:
1l Jangka wakiu penyelesaian 10 hari kerja efektif.
2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
3) Persyaratan administrasi:
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{a] Peserta Lelang dan peserta Lelang SUN Tambahan adalah sebagaimana
tertuatiy dalam Peraturan Menterl Keuangan Peraturan Menteri
Kelangan Nomor 168/PMK.05/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara
di Pasar Perdana Domestik:

{bj Peserta lelang sebagaimana dimaksud huruf a tidale sedang dalam masa
sanksi,

2, Proses:

1) Awal : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan  Risiko
memutuskan Rencana Lelang SUN di pasar perdana;

2] Akhir : Direktur Jenderal Pengelelaan Pembiayaan dan Risiko atas nama
Menteri Keuangan menandatangani surat penyampaian hasil
lelang kepada agen lelang dan penyampaian dokumen terms and
condition SUN.

f. Kelaran/Hasil Akhir {outpul:
1] Dokumen penetapan hasil lelang SUN;

2) Dokumen penetapan hasil lelang SUN Tambahan (jilka ada); dan
3] Dokumen Terms and Condition Surat (Hang Negara hasil lelang.
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3. Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana

a. Deskripsi:
Merupakan proses persiapan, pelaksanaarn, dan penetapan lelang SBSN di
pasar perdana. Lelang SBSN dilaksanakan dengan tujuan untuk membiayai
AFBN tahun anggaran berjalan termasuk pembiayaan proyek.

b. Dasar Huloam:

1)

2)

3)

)

6]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara;

Peraturan Menteri Kelangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan
dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam
Negerl dengan Cara Lelang sebagaimana telah diubah denpgan Pcraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMEK.08/2017 tentang Perubahan atas
Pcraturan Menteri Kenangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan
dan Penjualan Surat Bertharga Svariah Negara di Pasar Perdana dalam
Negeri dengan Cara Lelang.

Peraturan  Menteri EKeuangan Nomor 205/PME.O8/2017  tentang
Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara;

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kenangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 217 /PMEK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KME.08/2008 tentang
Penunjukan Bank Indonesia sebagal Agen Penata Usaha, Agen Pembayar,
dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam
MNegeri;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor S510/KME.01/2018 tentang
Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentulk Mandat kepada
Fejabalt di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolasn Pembiayaan dan
Risiko.

c¢. Pihak vang dilayani/ Stakeholders:
1} Bank/Perusahaan Efek selaku Peserta Lelang SBSH;
2} Bank Indonesia;
3) Lemmbaga Perjamin Simpanan;
4} Bursa Efels Indonesia.

d. Janj Layanan:
1} Jangka waktu penyelesaian 10 {sepuluh) han kerja efektif.
21 Tidalk ada biaya atas jasa pelayanan.
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Persyaratan administrasi:

Sesual dengan Pasal ¥ Peraturan Menteri Keuangan Nomor
05/PME.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga
Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang, Bank
dan Perusahaan Efek mengajulzan permohonan sebagai Peserta Lelang
kepada Menteri Keuangan c.q. Direkiur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat
pernyataan kesediaan uniuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang.

Proses:

1]

2]

Awal : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan  Risiko
memutuskan Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara
{(ZBS5N) di pasar perdana;

Alchir ; Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risike atas nama
Menteri Keuangan menandatangani surat penyampaian hasil
lelang kepada agen lelang dan penyampaian dokumen terms and
condition SB3N.

Keluaran /Hasil Alchir {oufpe):

1]
2]
3]
4)

Dolumen penetapan hasil lelang SBSN;

Dokumen Terms and Condition seri SBSN vang diterbitkan;

Dokummen hokum transaksi Aset 3B38N;

Kepulusan Menteri Keuangan tentang penetapan BMN dan/atan obyek
pembiayaan sebagal Aset SBSN (underlying asset).
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g. Bagan Arus (flowchari):
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(i. 5TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (STANDAR OPERATING FPROCEDURE)
LAYANAN UNGGULAN BIDANG KESEKRETARIATAN KEMENTERIAN KEUANGAN

1) Biro Perencanaan dan Keuangan

a. Pemroscsan Usulan Revisi DIPA Kementerian Kenangan Bagian Anggaran
015 yang Diusulkan Melalui Sekretariat Jenderal ¢.q. Biro Perencanaan dan
Ecuangan

b. Deskripsi
Merupakan tata cara penyampaian dan penyelesaian usulan revisi DIPA
Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 yang diusulkan melalui
Selretariat Jenderal ¢.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.

. Dasar Hukum

1)
2)
3]

4)

3)

6)

7)

8)

)

10}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara;
Undang-Undang Nomaor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tangeung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 20xx

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 teniang Anggaran
Fendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 20xx;

a] Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Petnerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

a} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMEK.02/2019 itentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelasghan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revist Anggaran 20xx;
a) Peraturan Menterl Kevangan Nomor 117/PMK.02/2020 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
39/PME.02 /2020 tenitang Tata Cara Revisi Anggaran 2020;
Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-3/AG/2020
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
2020 Yang Menjadi Kewenangan Direktorai Jenderal Anggaran,
FPembantu Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran.
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d. Pihalc Yang Dilayani/ Stakeholder

=R

Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan atau Unit Non Eselon yang

bertangging jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Janji Layanan

1) Jangka waktn penyelesaian 5 (lima} hari kerja sejak surat usulan revisi
(beserta dolumen pendukung) diterima lengkap dan benar gleh
Sekretaris Jenderal ¢.q. Kepala Biro Perencanaasn dan Keuangan sampai
dengan ditetapkannya Surat Sekretans Jenderal kepada Direktur
Jenderal Anggaran mengenai penyampaian usul revisi anggaran tahun

2004

2} Tidak ada biaya atas jasa pelayvanar.

3} Persyaratan dan perlengkapan administrasi berupa Surat Usulan Rewisi

dan Data Pendukung Revisi Anggaran.

Proses
1) Awal
2) Alchir

Unit Eselon I di lingloingan Kementerian Kenangan atau
Unit Non Eselon yang Bertanggung Jawab Langsung
kepada Menteri Kenangan menyampaikan surat usulan
revisi DIFA Kementerian Keuangan Baglan Anggaran 013
Melalui Sekretariat Jenderal c.q. Bire Perencanaan dan
Keuangan.Awal: Unit Ezclon I di ingllungan Kementerian
Keuangan atau Unit Non Eselon yang Bertanggung Jawab
Langsung kepada Menteri Keuangan menyampaikan surat
usulan revisi DIPA Kementerian Keuangan Bagian
Anggaran 015 Melalui Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Perencanaan dan Kcuangan.

Sekretaris Jenderal menandatangani surat penyarmpatan
usulan  revisi DIPA Kementerian Keuangan Bagian
Anggaran 015 vyang Diusulkan Melalni Selretariat
Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan kepada
Direktur Jenderal Anggaran.

Keluaran/Hasil {ouipui)

Surat Sekretaris Jenderal tentang penyampaian wusulan revisi DIPA
Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 yang Diusulkan Melalui
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Kenangan kepada Direktur

Jenderal Angzaran.
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2] Biro Perencanaan dan Keuangan

a. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAT dan Penyusunan Laporan Keuangan,
serta Pendampingan Pemeriksaan BPK

b. Deskripsi
Merupakan tata cara permintaan pembinaan SAI, mencaloap sosialisasi
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berikut produk derivasinya, bimbingan
teknis penyeclenggaraan SAI dan penyusunan Laporan Ketlangsn, serta
pendampingan dalam pemeriksaan oleh BPE,

c. Dasar Hukum

1}
2}

3]

4)

3}

6)

7)

8)

9

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Alkuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMEK.05/2007 tentang
Penyusunan KRencana Tindals Lanjut den Monitoring Penyelesaian
Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian
Keuangan Kementerian Negara/lembaga, Laporan Keuangan
Bendahara Umumn Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PME.O5/2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171 /PME.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214,/PMEK.05/2013 tentang Bagan
Alnin Standar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMEK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menten Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan  Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMEK.05/2016 tentang
Penerapan Standar Alkuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintabh Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang
Kebijakan Aloantansi Pemerintah Pusat.

Keputusan Menter1 Keunangan Nomor 95/KMK.01/2012 tentang
Pelalkksanaan Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Kenangan
dan Aset di Lingkungan Kementerian Kenangan.

d. Pihat Yang Dilayani/Stakehoider
Unit Eselon I di linglmingan Kementerian Keuangan atan Unit Non Eselon yang
Bertangeing Jawab Langsung kepada Mentert Keuangan.

e. Janji Layanan

1) Jangka waktu penyelesaian: .
a) Bimbingan teknis penanganan masalah aplikasi SAT dan penyusunan

laporan keuangan, yvaitu 3 {tiga) s.d. 5 {lima) hari;
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b) Bimbingan teknis sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintal, peraturan
baru manpun aplikasi baru yaitu 3 {tiga) hari;
¢} Pendampingan dalam pemeriksasn BPK yaitu mulai dari tahap entry
mmeeling sampal dengan menyampaikan matrik tindalk lanjut hasil
pemeriksaan ke instansi pemeriksa paling lambat 60 hari setelah LHP
diterima oleh Menteri Keuangan.
2] Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
3) Persyaratan administrasi, meliputi:
a) Rencana kerja Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
b] Surat permintaan bimbingan telmis SAI;
c) Surat tugas untuk melaksanekan bimbingan teknis dan pendampingan.
Proses
1) Bimbingan teknis penanganan masalah aplikasi SAT dan penyusunan
laporan keuangan:

a) awal . Penerimaan surat permintaan bimbingan teknis atau surat
undangan scbagal narasumber atau permintasn langsung
melalul internet/telepon serta identifikasi masalah, analisis, dan
rekonsiliasi data;

b) akhir : Memberikan bimbingan telinis secara langsung di lapangan

unfuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
2} Bimbingan teknis sosialisast Standar Akuntansi Pemerintali, peraturan baru,
manupun aplilkas: bara;

a) awal : Penerimaan surat undangan sebagail narasumber atau surat
tugas dari Kepala Birc Perencanaan dan Kenangan., Untule
kegiatan vyang disclenggarakan sendiri didahulul  dengan
identifikasi kebutuhan, penyiapan materi, jadwal, peserta,
tempat, biaya, dan alat bantu pelatihan;

b] akhir : Menyampaikan maten serta memberikan panduan untuk

implemcniasinya.
3]  Pendampingan dalam pemeriksaan BPK:

a] awal : Penerimaan surat tugas dari Badan Pemerksa Kevangan,
pengkapan temuan, kondisi,  kriteria, penyebab  terjadinya
permasaiahan, serta melaltulcan pengumpulan bahan dan materi vang
diperlukan;

b} akhir : Diskusi dengan satker yang dipernksa BPK, merumuskan
tanggapan atas temuan, dilengkapi dengan bukti-bulkti vang
diperlukan, melalmkan perbailtan laporan keunangan, membahas
temuan dengan BFK, serta mempersiapkan rencana tindalk lanjut atas
temuan BPK.

Kelnaran fHasil (output}
1} Bimbingan teknis penanganan masalah aplikasi SAI dan penyusunan
laporan keuangan, berupa penyelesaian masalah;
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2] Bimbingan teknis sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah, berupa
sumber daya yang terampil dan cakap dalam bidang akuntansi
pemerintahan dan keuangan nepara;

3] Pendampingan dalam pemeriksaan BPK, berupa laporan keuangan yang

diperbaiki (audited), tanggapan atas temuan BPK, dan rencana tindak atas
temuan BPK.

h. Bagan Arus (flowchart)
1} Bimbingan SAI (SAKTI) di Lapangan
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2] Bimbingan SAI (SAKTI di Kantor
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3) Biro Organisasi dan Ketatalaksangan

£l.

b

.

Penataan Organisasi melalzi Penetapan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Deskripsi

Merupakan tata cara/prosedur penataan organisasi di lingkungan

Kementerian Kelangan yang dimulai dari unsulan unit organisasi eselon I

kepada Menteri Keuangan, atau penugasan pimpinan Kementerian Keuangan,

atan hasil monitoring dan evaluasi efeltivitas unit orgamsasi di Lingkungan

Kementerian Keuangan, sampal dengan penetapan Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja setelah mendapat persetujuan

tertulis dari Kementerian yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Feformasi Birokrasi.

Dasar Hukum:

1} Peraturan Presiden Republilk Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagzional Tahun 2020-2024;

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan,

4) Peraturan perundang-undangan di hidang Keuangan  Negara,
Perbendaharaan Negara, Perpajalcan, Bea dan Cultai, Kekayaan Negara,
Piutanyg, Lelang, Permmbangan Kenangan, Otenomi Daerah, Utang Negara
dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Menteri
Keuangan,;

3) Peraturan Menteri Ncgara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di
Lingloungan Instansi Pemerintah Yang Meneraplan Pela Pcngelolaan
Kevangan Badan Layanan Umum;

6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/18/MM.PAN/11 /2005 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementeriat;

7} Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Talwn 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Halk Asasi Manusia
Momor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan
Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republilk Indonesia,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik
Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

8) Peraturan Menteri Kenangan Nomor 123/PMK.01 /2012 tentang Pedomat
Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan,
Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon [, Dan Keputusan Pimpinan
Unit Organisasi Eselon I Di Linglungan Kementerian Keuangan

3} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 /PMK.01 /2018 {tentang Pedoman
Penataan Organisasi di Lingllungan Kementerian Keuangan;
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10)Keputusan Menteri Keuangan Nemor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak
Biru  Program Transformasi Xelembagaan Kcmenterian Keuangan
Tahun 2014-2025;
. Pihalz yang Dilayani/ Stakeholder
1} Unit organisasi Eselon I;
2) Pimpinan Kementerian Keuangan.
e. Janji Layanan
1) Jangka walkty penyelesaian:

a] 3 (tiga} bulan, yaitu terhitung sejak diterima usulan (sesuai dengan
periodisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 181/PMEK.01/2009) oleh Sekretaris Jenderal sampai dengan
penyampaian surat usulan Menteri Keuangan kepada Menter Negara
Pendayagunaan Aparatur Nepara dan Reformasi Birokrasi; serta

b) 10 (sepuluh} har kerja, sejak diterima surat persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi olch
Sekretaris Jenderal sampal dengan penetapan Peraturan Menteri
Keuangan rmengenai Organisasi dan Tata Kerja.

2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanar.
3) Persyaratan administrasi;

a) Surat usulan penataan organisasi eselon I dan/atau hasil monitoring
dan evaluasi efekiivitas unit organisasi di linglungan Kementerian
Kruangan;

b) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan
Tata Kerja;

c] Naskah Akademnis mengenai penataan organisasi;

d) Periodisasi usul penataan organisasi diterima Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan, yaitu pericde I bulan Maret dan periode II bulan
September.

f. Proses
1} Awal: Unit organisast eselon I menyampaikan usulan penataan organisasi
kepada Menteri Keuangan, atau penugasan pimpinan Kementerian
Kenangan, atau hasil monitoring dan evaluasi efektivitas unit organisasi di
Lingkungan Kemenferian Keuangan.
2) Akhir: Menteri Keuangan menandatangani Feraturan Mentenn Keuangan
tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
g. Keluaran fHasil foutput)
Peraturan Mentferi Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan.
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h. Bagan Arus (flowwchart):
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4} Biro Hukum
a. Penerbitan Pendapat Hulum {fegal Opinion) atas Pinjaman/Hibsh Luar
Negerl Pemerintah, Furchase Agreement/ Indenture/ Subscription Agreement)
Certificate of Authorization untuk Penerbitan/Penjualan Surat Utang Negara
dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional, dan Certificate Purchase
Agreement/ Declaration of Trust untuk Penerbitan/Penjualan Surat Berharga
Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.
b. Deskripsi
Merupakan tata cara penclaahan sampat dengan penandatanganan Legal
Cpinion  atas Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pemerintah, Purchase
Agreement/ Indenture/ Subsricption Agreemnent/ Certificate of Authorization
untuk Penerbitan/Penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam Valuta Asing
di Pasar Perdana Internasional, dan Certificate Purchase
Agreement{ Declaration of Trust untuk Penerbitan /Penjualan Surat Berharga
Syariah Negara dalamn Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional {Legal
Opinion) yang diusulkan cieh Direlttorat Surat Utang Negara, Direktorat
Pembiayaan Syariah, atani Direkicrat Pinjaman dan Hibah pada Direlktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di linglingan Hementerian
Keuangan.
c. Dasar Hukum
1} Undang-Undang Nomor € Tahun 2009 tentang Pencetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Baniz Indonesia Menjadi Undang-Undang;
2} Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai Tukar;
3} Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penvelesaian Sengketa;
4}  Undang-Undang Nomoer 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
5} Undang-Undang Normor 24 Tabhun 2002 tentang Surat Utang Negara;
6} Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nepara;
7}  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8) Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2004 tenfang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,
10}  Undang-Undang Nomeor 19 Tahun 20085 tentang Surat Berharga Svariah
Negara; dan
11} Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
d. Pihak Yang Dilayani/ Stakeholder :
Direktorat Surat Utang Negara, Direlctorat Pembiayaan Syariah, dan
Dirclstorat Pinjamarn dan Hibah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Ristleo;
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e. Janji Layanan
1} Jangka waktu penyelesaian & (enam) hari kerja, dimulai darn sehiruh
persyaratan dan kelengkapan {beserta dokumen pendulung) diterima

lengkap dan benar sampai dengan Legal Opinion ditandatangani oleh
Kepala Bire Hukum.

2} Tidak ada biaya atas jasa pelayanan,
3] Persyaratan dan perlengkapan administrasi berupa:
a) Loan Agreement /Grant Agreement/ Purchase/ Indenture/ Subscription,
Certificate of Authorization dan Declaration of Trust;
b) Euvidence of Authority; dan/atau
c} FPower of Attorney.
. Proses
1)  Awal : Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan
Svariah, atau Dirclttorat Pinjaman dan Hibah pada
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiavaan dan Risiko

menyampaikan usulan penerbitan Legal Opinion kepada
Biro Hukum.

2)  Akbir : Kepala Biro Hukum menandatangani Legal Opinion.

g. Keluaran/Hasil (output]
Legal Opinion untuk Pinjaman atau Hibah Luar Negeri Pemerintah, Purchase
Agreement! Indenture/Subsricption Agreement/ Cerlificate of Authorization
untuk Penerbitan/Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana
Internasional, dan Certificate Purchase Agreement/ Declaration of Trust untule

Penerbitan,/Penjualan SBSM dalam Valuta Asing di Pasar Perdana
Internasional.



MENTERI HELFANGAMN
REPLIBLIK INDIOMESIA

- 219 -

h. Bagan Arus {flowchart)
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3) Birc Hukum

a. Penelaahan Perumusan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan

b,

E.

Keputusan Menteri Kenangan.
Deskripsi

Merupakan {ata cara pelaksanaan penelaahan perumusan Rancangan Peraturan
Menteri Keuangan {(RPMK] dan Keputusan Mentcri Keuangan vyang Bersifat
Kebijakan (RKMK) yang diusulkan olelz unit-unit Eselon I
di lingltungan Kementerian Keuangan.

Dasar Hulum

1} Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan scbagaimana telah dihubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2019;

2} Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Menteri Kenangan, Keputusan Menteri Kenangan,
Peraturan Fimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit
Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 123/2012);

4] Peraturan Mentert Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kenangan;

5] Keputusan Menteri Keuangan mengenai Program Perencanaan Peraturan
Menteri Kenangan /Keputusan Menter] Keuangan yvang Bersifat Kebijakan di
lingkungarn Kementerian Keuangan;

Fihak Yang Dilayani/ Stakeholder

Unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Janji Layanan

1]  Janglka waktu penyelesaian 6 {enam)] hari kerja, dimulai dari seluruh
persyaratan dan kelengkapan (beserta dokumen pendultung) diterima
lengltap dan benar sampai dengan naskah dinas pengantar RPMEK/RKME
dan/atau verbal RPMK /RKMEK ditandatangani oich Kepala Biro Huloam.

2]  Tidak ada biaya atas jasa pelayanan,

3) Persyaratan dan perienglkapan administrasi berupa:
a) 3 {tiga) rangltap naslkah asli RPMK yang telah dibubuhi paraf atan 1

{satu) rangkap naskah asli RKME;

b} RPMEK/RKMK disusun sesuat dengan format sebagaimana diatur dalam
PMEK 123/2012 jo. Peraturan Menteri Bukum dan Halk Asasi Manusia
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan
Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesta,
Tambahan Lemhbaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

i

y



f.

c)
d}

e)

g)

h)

Proses
1} Awal
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soft copy RPME /REMI;

penjelasan tertulis mengenei dasar pertimbangan, dasar hukum, dan
pokok materi yang diatur;

verbal RPMK/RKMEK yang telah diparaf atau ditandatangani oleh
Pimpinan Unit Organisasi Eselon II Pengusul, Pimpinan Unit
Organisasi Eselon I Pengusul, dan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I
terkait lainnya,

dalam hal RPMEK/RKMK bersifat perubahan, dilengkapi matriks

persandingan antara PME/KME vang akan diubah dengan
RPMEK /RKMK yang dinsulkan;

Materi muatan RPMK telah dibahas dan disepakati dengan
unit/instansi terkait; dan

Sural Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi
Eselon I Pengusul yang menyatakan bahwa kebijakan vang tertuang

dalam RPMEK/REKMEK telah dilaltukan penyelarasan dan tidak terdapat
permasalahan bailt secara substansi dan/atau prosedur.

Unit Eselon [ di linglkungan Kemcnterian Keuangan
menyampailtan usulan penelaahan perumusan RPME/RKMEK
kepada Bire Hulkuam.

2}  Alkhir : Kepala Biro Hukum menandatangani naskah dinas pengantar

RPME/RKMK dan/atan verbal RPMEK/REMIL

g. Keluaran/Hasil (ouiput)

Rancangan Peraturan Menteri Kenangan dan Keputusan Menterl Keuangan yvang
Bersifat Kebijakan yang telah dilakulan penelaahan {fegaf drafiing).
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h. Bagan Arus {florecharl)
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&) Biro Advokasi

a.

b.

Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Menteri Keuangan Atan Unit Lainnya
Pada Peradilan Umum
Deskripsi
Merupakan SOPF vang menggambarkan proses Penanganan Perkara Gugatan
Terhadap Menter: Kenangan Atau Unit Lainnya Pada Peradilan Umum.
Dasar Hulkum
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Republik Indenesia Nomor 5 Tahun 2004
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2004;
3)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;
4) Het Herziene Indonesische Reglement (Hulum Acara Perdata bagi daerah
di Jawa dan Madural;
5]  Rechts Reglemnent voor de Buiten Gewesten (Hukum Acara Perdata bagi
daerah-daerah luar pulan Jawa dan Madural;
&) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
7]  Peraturan Mahkamah Agung Nomeor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
5} Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus;
a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 /PMEK.01 /2012 tentang Bantuan
Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangar.
Pihat Yang Dilayani/ Stakeholder
Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kenangan atau Unit Non Esclon yang
Bertangping Jawab Langsung kepada Kementerian Keuangan.
Jariji Layanan
1} Jangka waktu penyelesaian dari Biro Advokasi adalah 323 (tiga ratus dua
puluh tiga) hari kerja sejak permchonan advokasi hulmm diterima dan tetap
didamping sampai mendapatkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap
dengan rincian sebagai beriloat:
a) Penyusunan SKU : 6 hari kerja
b} Mediasi : 40 hari (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
{PERMA] Nomor 1 Tahun 2016)
¢l Jawaban : 27 hari (14 hari di Penangan Perkara, 5 hari di Kepala
Bagian, 3 har di Kepala Subbagian, dan 3 hari uniuk sidang)

d) Replik dan Duplik : 10 hari
e} Pembuktian dan Saksi : 20 hari
fl Putusan Kesimpulan 19 han

g) Puiusan 3 hari
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h] Banding 14 hari

i} Kasasi : 14 hari

i) Peninjauan Kembali : 180 hari

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Persyaratan dan perlengkapan administrasi berupa:

a) Gugatan perkara;

b} nota dinas permohonan bantuan hukum dari unit pemohon;

¢) Surat Kuasa Khusus untuk beracara di Pengadilan;

d) Surat Tugas;

¢} Data-data yang dibutuhkan dalam persidangan (seperti Risalah lelang,
Perjanjian kredit, Akta Pembebanan Hak Tanggungan, Fermohonan lelang
dari penjual, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Surat Peringatan I,
Surat Peringatan II, Surat Peringatan I, Pengumwmnan Lelang Surat
Pernyataan Kelengkapan Berkas Permohonan Lelang, Replikk Pengpugat.

] Proposzal perdamaian dalam mediasi

g) Putusan tingkat pertama (jika Banding)

h) Putusan tingkat banding (jika Kasasi)

i} Putusan tingkat kasasi {jika Peninjavan Kembali)

. Proses

1)

2)

Awal : Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan atau Unit Non
Eselon yang Bertanpgung Jawab Langsung Kementerian Keuangan
menyampaikan permohonan advokasi hukum kepada Biro Advokasi.

Akhir : Selretaris Jenderal menerima Puinsan yang Berkeluatan Hulkuam
Tetap dari Pengadilan.

g¢. Keluaran/Hastl (output)

1)
2)
3)
4)
5]
6}
7}
3)
%)

Jawaban

Duplile

Daftar Bulsti

Keterangan Sales: /Al

Kesimpulan

Memori/Kontra Memori Banding
Memori/Kontra Memori Kasasi

Memori/ Konfra Memor Peninjauan Kembali
Laporan Sidang
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h. Bagan Arus (flotwchart)
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7] Biro Advolasi

a.

b.

Pendampingan Pejabat/Mantan Pejabat/Pegawai/Mantan Pegawai Yang Diminta

Keterangan Sehagai Saksi/Ahli Oleh Aparat Penegak Hukum

Desloripst

Merupakan SOF yang menggambarkan tata cara dalam Pendampingan

Pejabat/Mantan Pgjabat/Pegawai/Mantan Pegawai Yang Diminta Keterangan

Sebagai Saksi/Ahl Oleh Aparat Penegak Huloum.

Dasar Hukum

1} Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wethoek van Strafrecht Stbl. 1915
Nomor 732) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang — undang Republilk
Indonesia No. 1 Tahun 1946 teniang Peraturan Hukum Pidana;

2} Undang-undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1951 tentang Hukom
Acara Pidana;

3] Undang-undang Republik Indonesia Nomaor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah dinbah dengan Undang-undang Nomor 8 Tabun
2004,

4] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah dinbah dengan Undang-undang
Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004,

3) Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara;

6) Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Fidana Korpsi;

7) Undang-undang Republik Indenesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehaldman;

8] Undang-undang Republik Indomesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan;

9) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamal Agung;

10] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hulkam Acara Pidana;

11) Peraturan Menteri Kenangan nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan
Hulum di Lingluingan Kementerian Keuanigan.

Pihak vang Dilayani/Stakeholder

Menteri Keuangan /Mantan Menteri Keuangan, Wakit Menteri Kenangan f Mantan

Walkil Menteri Keuangan, Pejabat/Mantan Pgjabat Kementerian Keuangan, dan

Pegawal/Mantan Pegawai Kementerian Keuwangan yang dipanggil oleh aparat

penegak hukum (PolrifKPK/Kgjaksaan) atau pengadilan untuk memberi

keterangan schagal Salisi/Ahl terkail tupas dan fongsinya.

e. Janji Layanan

1] Jangka waktu pendampingan minimal 120 menit.
21 Tidalt ada biaya atas jasa pelayanan. Jika pejabat/pegawal yang didampingt naik

status dari Saksi menjadi Tersangka lalu  terbulti tidak bersalah,
pejabat/pegawal tersebul berhak mendapatkan ganti rugl biaya selama menjadi
tersangka. '
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3] Persyaratan administrasi, meliputi yaitu Sural panggilan dari aparat penegak
hukum atau pengadilan untuk memberikan keterangan schagai SaksifAhl dan
Surat Permmohonan Permintaan Pendampingan.

f. Proses

Il Awal : Menleri Kenangan/Mantan Menteri Keuangan, Waldl Menteri
Keuangan/Mantan Wakil Menteri Ksuangan, Pejabat/Mantan Pejabat
Kementerian Keuangan, dan Pegawai/Mantan Pegawai Kementerian Keuangan
yvang dipanggil oleh aparat penegak hultum ({Polti/KPK fKejaksaan) atau
pengadilan untulk memberi keterangan sebagal Saksi/Ahli terkait tugas dan
fungsinya menyampaikan Surat panggilan dari aparat penegak hukum atau
pengadilan untult memberikan keterangan sebagai SalsifAhli serta Surat
Permohonan Permintaan Pendampingan kepada Biro Advokasi.

3} Akhir : Penangan Perkara melaporkan hasil pendampingan kepada Sekretaris
Jenderal.

g. Keluaran/Hasil {output)

Advice Huloum.
h. Bagan Arus {flowchar)

Prnawgan

Furkim

2
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&) Biro Sumber Daya Manusia
a. Pclayanan Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Panglkat Otomatis Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Keuangan

b. Deskripsi
Merupakan tata cara pemrosesan kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri
Sipil golongan [l /a sampat dengan golongan IV/b di lingkungan Kementerian
Keuangan dengan memanfaatkan aplikasi HRIS (Human Resource Informetion

=ysterm).

c. Dasar Hukum

1) Pcraturan Pemerintah Nomor 17 Tabhun 2020 Tentang Perubzhan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;

2] Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan
Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor ¥ Tahun 1977 Tentang Peraturan
(z8ji Pegawai Megeri Sipil;

3) Keputusan Kepala Badan Kepepawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

4] Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.01/2012 sebagaiman telah
diubah dengan Keputulsan Menterd Keuangan Nomor 404 /KMEK.01/2013
tentang Penunjukan Para Pejabat Dalam Lingkungan Kementerian
Keuangan Yang Diberi Kuaza Untuk Atas Nama Menteri Keouangan
Menandatangani Surat/Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain
Sebagainya di Bidang Kepegawaian;

5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/KME.01/2020 Tentang
Perubahan Afas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMEK.01 /2019
Tentarnig Penggunaan Tanda Tangan Elektronilt Pada Dokunimen
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Keuangan;

6] Intruksi Menteri Kenangan Nomor 359/IMK.01/2013 Tentang Penundaan
Usul Kenaikan Pangkat Bagl Pegawai Negeri Sipil di Lingkuangan
Kementerian Kevangan.

d. Pihak yvang dilayani
Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan
{Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Direkiorat Jenderal Perbendaharaan, Dircltorat Jenderal
Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perfrnbangan Keuangan, Direkforat
Jenderal Pengelolaan dan Pembisyaan Risikeo, Inspektorat Jenderal, Badan
Kebijjakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) selain
Direlttorat Jenderal Pajak.

e. Janji Layanan
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1] Jangka wakiu pelayanan maksimal 20 {dua puluh) hari kerja (tidak
termasuk waktu penyelesaian persetujuan teknis di Badan Kepegawaian
Negara dengan berkas diterima lengkap dan benar).

2] Tidak acda biaya atas jasa pelayananm.

3) Persyaratan admimistrasi:

a) Usul kenaikan pangkat sudah memenuhi syarat schagai berikut:

(1} Kenaikan Pangkat OGtomatis:
() Syarat-syarat Kenailtan Pangkat Ctomatis:
1.  Status FNS;

il. Telah 4 tahun atan lebih dalam pangkat terakhir;

iii.  Belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan pendidilan
nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PP 99 Tahun
2000 jo. PP 12 Tahun 2002;

iv. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;

v, SBetlap unsur penilaian prestasi kerja selkurang-kurangnya
bernilad bailk dalam 2 tabun teralhir;

vi. Lulus wjian dinas bagi yang kenaikan pangkatnya
mengakibatkan pindah golongan dari Gol.II ke Gol.Ill dan
Gol.Ill kc Gol.IV kecuali ditentukan lain berdasarkan
peratiran vang berlaku.

{b] Kelengkapan administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis:
i. Keputusan Kenaikan Pangliat Teralthir bagi pelalesana;
ii. Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan Penectapan
Angka Kredit bagi Fungsional;

1. Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi vang
akan pindah golongan dari Golll ke Gol.ITI, natnun belum
menempith pendidikan S1.

iv. Burat keterangan pencantuman gelar pendidikan dari BKN
bagi yang sudah menempuh pendidikan 31.

b} Usul kenaikan panglkat sudah diterima Bire Sumber Daya Manusia
sebelum batas wakin yang ditentukan yaitu untuk periode April pada
tanggal 31 Januari dan untuic periode Oktober pada tanggal 31 Juli.

Proses

1] Awal : Unit pengusul menyampaikan berkas usulan kenaikan pangkat
kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusis;

2) Akhir : Pihaiz unit pengusul menerirna Keputusan Menteri Kenangan tentang
kenaikan pangkat;

Keluaran {Outpiit)

Keputusan Menteri Kenangan tentang kenaikan pangkat golongan 11l /a sampal

dengan golengan IV/b di lingkungan Kementerian Keuangan
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k. Bagan Arus {flowchart)
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9} Bire Sumber Daya Manusia

a. Cutl dan Izin Luar Negeri Online

k. Deskripsi

&

Merupalan tata cara permohonan sampai dengan penetapan permohonan segala

jenis Cuti yang dijalankan di Luar Negeri dan izin ke luar negeri yang diagjukan

oleh seluriih Pegawat di lingiaingan Kementerian Keuangan

Dasar Hukum

1)
2)

3)

5]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan
Kegiatan Pegawal Negeri Sipll Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Kesederhanaan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintaly Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Permerintah Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Badan Kepegawatan Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.01/2012 tentang
Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan yvang Diberi
Kuasa Untiuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani
Surat/Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang

Kepegawaian

d. Stakeholder

Pegawai Kementerian Kenangan

g. Janji Layanan

1} Jangka waktn penyelesaiann 5 {lima) har kerja semenjak permochonan
izin/cutl disetujui {dengan status dokumen pendukung sudah lengkap)

dan sampal dengan terbitnya Surat Izin Cuti dan Surat Izin ke Luar

Negeri.
2)  Pelayanan tanpa dipungut hiaya
3) Persyaratan Administrasi: Permohonan cuti/fizin ke luar negeri.
f. Proses

1} Pegawal mengajulkan permochonan cuti dan izin ke luar negeri melalui
apliltasi cuti online dan Atasan langsung menyetujui penmchonan cuti

dan izin ke luar negeri pegawai.
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2) Permohonan cuti dan izin ke luar negeri ditetapkan oleh Pejabat vang
Berwenang dalam hal ini:
a] Kepala Bagian Penghargsan Penegakan Disiplin dan Pensiun bagi
Pegawai Gol. I/a s.d. III/b
b} Kepala Biroc Sumber Daya Manusia bagi Pegawai Gol. I/a s.d. IV/b
kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
c) Sekretaris Jenderal bagi Pegawai Gol. I/a s.d. IV/e kecuali Pejabat
Pimpinan Tingg Madya
d) Menteri Kenangain bagl Pgjabat Pimpinan Tinggl Madya
g. Kelnaran/Hasil {Ouiput)
1] Surat Izin Culi yvang dijalankan di Luar Negeri
2} Surat Izin ke Luar Negeri
h. Bagan Arus {flowchart}
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10} Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

a.
b.

Persiapan dan Penyelenggaraan Dislkusi Wartawan

Deskripsi

Merupakan SOP yang menguraikan tata cara dan proses penyiapan administrasi

pra event, permchonan persetijuan, penyusuitan dan penyebarluasan

undangan, persiapan fasilitas yang dibutuhkan serta penyediaan mater,

alttivitas selama penyelenggaraan kegiatan diskusi wartawan dan penyusunan

laporan. Diskusl wartawan merupakan kegiatan komunikasi langsung antara

Pimpinan Kementerian Kenangan denpan sejumlah wartawan dari berbagai

media massa untuk menyampaikan informasi terkait opini yang berkembang.

Dasar Hukum

1) Undang-undang Rl Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMIL01/2019 tentang
Perubahan Kedua  Atas  peraturan  Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan

. Pihalt yang dilayani/ Stakeholder

1]  Unit Eselon I dan/atau Eselon II {Pimpinan}
2]  Media Massa

Janji Layanan

1] Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja efektif dari disposisi
disampaikan oleh Kepala Biro KLI hingga undangan acara Diskusi
Wartawan diberikan kepada wartawen. Dan 1 [(satu] hari kerja untuk
penyelesaian laporan kegiatan diskmsi wartawan dari selesal acara diskusi
wartawarl.

2] Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

3} Persyaratan administrasi:
aj Disposisi/ arahan pimpinan (Menteri Keunangan ataun Wakil Menteri

Kenangan) atau permohonan penyvelenggaraan Diskusi Wartawan;
b} Nota dinas mengenal pengajuan konsep Diskusi Wartawan yang akan
diselujui;

Proses

1}  Awal: Kepala Biro KLI menerima permohonan penyelenggaraan diskusi
wartawan  serta  toma  materifbahan yvang  dibutuhkan  unfuk
penyelenggaraan darl Pimpinan,dari unit Eselon I terkait di lingkungan
Kementerian Keuangan

2)  Akhir: Diskusi wartawan diselenggarakan hingga seluruh sesi yang
ditentukan tetah diselesaikan dan seluruh Narasumber, Tamu,dan Peserta
menyelesaikan kepentingan terkait acara.

Keluaran/ Hasil Akhir (Oufput)

Laporan penyelenggaran kegiatan Diskust Wartawan dan lampiran pendukung,.

Bagan Arus {flowear)
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11} Biro Manajemen Aset dan Layanan Pengadaan

£l

h.

g,

Pelayanan Helpdesk Layanan Pengadaan Secara Elekironik Kementerian

Keuangan.

Deskiripsi:

Merupakan prosedur pemberian lavanan helpdesk berupa tindak lanjut

atas pertanyaan dan keluhan dari para pengguna layanan Sistem

Pengadaan barang/jasa Secara Elekiromk di lingkungan LPSE

Kementerian Keuangan yang berada di Biro Manajemen Barang Milik

Negara dan Pengadaan.

Iasar Hukum:

1}y Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 192 Tahun 2016;

2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang,/Jasa Pemerintal;

Pihak yang Dilayani/Stakehslder

1) Satuan Kerja;

2]  Pelaku Usaha;

3] Auditor.

Janji Layanan:

e.l. Jawaban atas pertanvaan dan/atau respon atas keluhan paling lama
1 (satu) hari kerja scjak diterima,

e.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Proses:

f.1. Awal . Petugas helpdesk menerima perianyaan/kelnhan dan
permintaan baniuan teknis dari pengguna sistem aplikasi
melalui layanan tatap mulka, telepon, email, dan chat-pada
jam layanan helpdeslk;

f.2. Akhir :

a). Pengguna sistern menerima solusl dan respon  melalul
layanan tatap muka, telepon, email, dan chat.

b). Kepala Bagian Dulumngan Teknis menerima Laporan Bulanan

Kegiatan Subbagian Registrasi dan Verifikasi.

Keluaran/Hasil Akhir {outprd):

£.1. Solusi dan respon melalul layanan tatap muka, telepon, emai, dan
chat,

g.2. Nota Dinas Laporan Bulanan Kegiatan Subbagian Registrasi dan

Verifikasi.
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12) Biro Manajemen Aset dan Layanan Pengadaan

a.
h.

Layanan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa

Beskripsi:

Merupakan prosedur verifilzasi pelalm usaha dan penyedia barang/jasa
melalui aplikasi Sistern Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistemn
Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) yang meliputi registrasi
online dimana pelalu usaha mendaftar, melengkapi data dan mengunggah
doltumen, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi offline di LPSE
Kementerian Keuangan yang berada di Biro Manajemen BMN dan Pengadaan
untuk diperiksa autenfikasi dan validitas antara dokumen asli dengan
dokumen yang diunggah sesual PMK 101/2017 pasal 13 ayat (1}, dalam
rangka aktivasi User T

Dasar Hukurn:

1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elekironik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomeor 19 Tahun 2016;

2}  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

3}  Peraturan Menterl Keunangan Nomor 101/PMK.01/2017 tentang
Mekanisme FRcgistrasi, Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Pusat
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian;

4}  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.C1/2018 tentang
Pengadaan Langsung Secara Elekfronik Menggunakan Aplikasi Sistemn
Informasi Manajemen Pengadaan Langsung di Kementerian Kenangan;

3}  Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/.Jasa.

Pihak yvang Dilayani/ Stakeholder
Pelalo: Usaha.
Jarnji Layanat:
1} Petugas wverifikasi melakukan aktivast User IJ maksimal 2 har kerja
setelah melalul proses verilikas: dan dokumen dinyatakan lengkap.
2} Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
3} Persyaratan administrasi:

a) Melalukan pendaftaran online pada websiie LPSE Kementerian
Kenangan yang pada laman www.lpse. iemenkeu.go.id.

b} Melakukan pendaftaran offline/verilikasi data ke kantor LPSE
Kementerian Kenangan terdekat, dengan membawa persyaratan
berupa dokumen ash dan softcopy persyaratan dalam format pdf
berwarna [simpan dalam flashdisk], dengan rincian berilkuat:

(1) Untuk Penyedia Badan Usaha (11 syarat):
() Formulir keikutsertaan (bermaterai);



(b)
(c)
(d)
(e}

(f)
()

(h)
(1
i)
(k}
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Surat Penunjukan Admin dan KTF Admin;

Surat Kuasa {bermaterai);

Formulir pendaftaran (6 lembar);

TP seluruh  dircksi dan komisaris/komanditer
perusabiaan;

NPWI' perusahaarn;

Surat ifin usaha (SIUP/SIUJK/lainnya sesual bidang
usahal;

Tanda Dafltar Perusahaan (TDF;

Aktla pendirian dan akta perubalian terakhir;

Surat keterangan domisili;

Bukti laporan SPT PPh Badan tahun terakhir atag Surat
keterangan fiskal {SKF}. Untuk perusahaan bari berdiri
{helum ada kewajiban laporan SPT Tahunan), maka
diganfi dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan
Surat Pengukuhan Pengnsaha Kena Pajak (SPPKD.

(2) Untuk Penyedia Konsultan Perseorangan:
(a) Formulir keikutsertaan (bermaterai);

b) Formulir pendaftaran (6 lembar),

(
(¢} KTP;
(

d] NPWP orang pribadi;

i.
i).
iti).

Bukti lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;

Sertifikat keahlian ataw ijazah terakhir yang dimilili;
Surat keterangan domisili (surat keterangan tinggal dari
RT/RW setempaf).

c) Apabila Pelaku Usaha tidak melakukan verifikasi data ke kantor
LP3SE Kementerian Keuangan dalam 30 hard, maka data

pendaitaran online akan dihapus.

Proses:

1] Awal : Pelaku Usaha menyampaikan doliimen asli dari deoikamen
persyaratan ke LPSE Kementerian Kevangan dengan terlebih dahulu
melakukan registrasi online;

2) Alkhir: Verifikator mengaktillkan User 1D calon pengguna sistem
melalui aplikasi SPSE/SIMPeL.

Keluaran/Hasil Akhir [outpud):

User ID pengguna sistem vang aldtif;
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Bito Umvm

a. Layanan Penyediaan/Pemberian Arsip

b. Deskripsi
Merupakan proses kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan pemberian
pelayananan penyediaan fisik arsip dinamis dan arsip vital dalam segala
bentuk media fotokopi/legalisir/salinan arsip kepada Pengguna layanan,
secara cepat dan tepat pada unit Kearsipan 1 Kementerian Keuangan untuk
Pengguna layanan internal maupun Pengguna layanan dari luar Kementerian
Keunangan.

c. Dasar Huloum

1] Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman
Kearsipan di Linglungan Kementerian Keuangan;

2] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMEK.01/2019 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publidc oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangiat Pejabat Pengelola
informasi dan Dolkumentasi Kementerian Kevangan;

3] PMK No.229/PMK.01/2019 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Kenangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kenangari;

d. Fihak Yang Dilayani/ Staleholder

1) Batuan atay Unit Kerja di linglungan Kementerian Keunangan selakn
pengeguna layanan Internal.

2) Masyarakat wmum melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Data (PPID)
Kementerian Keuangan dan Kemcnterian/Lembaga Negara Indonesia
sebagal pengguna layanan eksternal.

e, Janp Layanan

1} Jangka waktfu penyelesaian maksimal 3 (tiga) hart kerja surat permintaan
copy arsip (sejak disposisi diterima oleh staf Subbagtan Kearsipan) diterima
lengkap dan benar sampat dengan konsep nota dinas pengantar
penvampaian kepada pengpiuna layanan (norma waktu efeldif dihitung saat
kegiatan pemenuthan berada dalam ruang lingkup tanggungjawab dan
dilakulkan langsung oleh unit kerja Subbagian Kearsipan).

2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

3) Persyaratan dan perlengkapan administrasi berupa Surat/Nota Dinas
mengenai permintaan fotoliopi/legalisir/salinan arsip darn Pengguna
Layanan serta Pusat Pelayanan Informasi dan Data (PPID) Kementerian

Keuangan.
I. Proses
I} Awal : Pengguna layanan menyampailtan permintaan berlkas fotokopi

arsip melalu Surat/MNota Dinas, dengan rincian sebagai berikut:

a) Permintaan dari internal Biro Umum mengajukan MNota Dinas
permintaan fotokopl arsip kepada Kepala Subbagian Kearsipan;

b] Permintaan berkas oleh Unit Eselon II di hngkungan Sekretanat
Jenderal mengajultan Nota Dinas permintaan fotokopl arsip kepada
Kepala Bagian Administrasi Kementerian;
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c] Permintaan berkas oleh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan: Pengpuna layanan mengajukan Nota dinas permintaan
Iotokopl arsip kepada Kepala Biro Umum;

d} Permintaan dari Badan Publik (Kementerian/Lembaga Negara, Instansi
pemerintahan  daerah, dan BUMN/BUMD): Pengguna layanan
mengajukan Nota dinas permintaan [otokopi/ legalisir/salinan arsip
kepada Kepala Biro Umum;

e} Permintaan dari perseorangan dan Badan Hukum swasta diluar huruf
a, b, c, dan d, mengajukan Surat permintaan fotokopi/ legalisir/salinan
arsip melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Data {PPID] Kementerian
Keuangan.

2] Akhir :

a) Pengguna layanan menerima fotokopi/ legalisir/ salinan arsip

b} Pemberitahuan apabila berkas arsip tidak tersedia di Biro Umum selaku
Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan, dengan rinclan sebagai
berikut:

(1) Uniuk pengguna layanan internal Biro Umum, akan disampaikan
melalui naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Subbagian
Kearsipan;

2) Uniuk pengguna layanan Eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal altan disampaikan melalni melalui naskah dinas yang
ditandatangani Kepala Bagian Administrasi Kementerian;

(3) Uniuk pengguna layanan Eselon [ Kementerian Keuangan dan
Badan Publik akan disampaikan melalui melahai naskah dinas vang
ditandatangani Kepala Biro Umum;

(4) Untuk pengguna layanan di lnar huruaf a, b, dan c alkan disampailcan
melalui naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum
dan disampaikan kepada Pusat Pelayanan Informasi dan Data (PPID)
Kementerian Keuangan.

g. Keluaran/Hasil {ouipud)
g.]. Fotokopi/ legalisir/salinan arsip dilengkapi formulir permintaan/naskah

dinas permintaan untuk arsip yang dikelola Unit Kearsipat I

g.2. Naskah dinas jawaban terkait arsip yang tidak terscdia di Biro Umuim selakn

Unit Kearzipan I Kementerian Kevangan.
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h. Bagan Arus (flowchart)
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14} Pusat Sistem Informasi dan Telmnologi Keuangan

a.
b.

Sistem Layanan Pertukaran Data

Deskripsai

Merupakan layanan yang mendulmng proses pertukaran daia elektronik di

lingkungan Kementerian Kenangan dan antara Kementerian Keuangan dengan

Pihak Eksternal.

Dasar Hukum

1} Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.01/2017 tentang Tata Kelola
TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3) Keputusan Mentert Keuangan Nomor 878/KMK.01/2019 tentang Tata
Kelola Data di Linglkungan Kementerian Keuangar.

. Pihak Yang Dilayani/Stakeholder

Produsen data dan Walidata Unit di Lingkungan kementererian keuangan, dan
pengguna data internal Kemenken dan fatan pihak eksternal,

. Janji Layanan

e.1. Jangka waktu penyelesaian 5 hari kerja sejalt diterimanya arahan dan
disposisi dari Kepala Bidang atas Nota dinas penyampaian/penyediaan
data oleh Produsen Data atau Walidata Unit (UE1};

e.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

e.3. Persyaratan dan perlenglkapan beripa formulir permintaan, dan disposisi
dar Kepala Bidang

Proses

1} Awal : Permintaan Layanan pertukaran data dalam bentuk Surat dan

Formulir dari Unit dan/atan Badan Publik;
2) Alkhir : Laporan tindaklanjut layanan Pertukaran Data.

. Keluaran {Hasll {outputD

Laporan Tindsk Lanjut Perfukaran data.



MENTERI KEUANGAM
REPUBLIK [MDOWES|A

- 250 -

h. Bagan Arus (flewchart)
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15) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
a. Layanan Video Conference, Pusat Sistemn Informasi dan Teknologi Kenlangan.
b. Desleripsi

Merupakan tata cara untuk melaknkan pemenuhan Permintaan Layanan

Pendampingan Video Conference serta Layanan Permintaan Foeom Video

Conference.

c. Dasar Hukum

I} Keputusan Menteri EKeuangan Nomor 302/KMEK.G1/2019 tentang
Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokras: dan
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

2) Keputusan Menteri Keunangan Nomor 731/KMK.01/2012 tentang
Managjemen Mutu dan Layanan Teknologsi Informasi dan Komunikasi di
Linglingan Kemeneterian Keuangan;

3) EKeputnsan Menteri Keuangan Nomor 971 /KMK.01/2019 Pengembangan
Teknoelogi Informasi dan Komunikasi [TIK) dan Manajemnen Organisasi TIK
Ketnenterian Kenangan;

4) Keputuszan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknolog Informasi
selaknr  Chief Information Officer Kementerian Kenangan Nomor
05/8A.8/2017 tentang Katalog Layanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kementerian Keuangan

d. Pihak Yang Dilayani/Stakeholder
Kantor Pusat, Kantor Wilayah, maupun satuan kerja nnit organisasi Eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan.

¢. Janji Layanan

1) Jangka waktu penyelesalan:

a) Layanan Pendampingan Video Conference: 10 (sepuluh) hari kerja
) Layanar Permintaan Eoom Video Conference: 3 ({tiga) hari kerja
2} Tidalk ada biaya atas jasa pelayanan.
3) Persyaratan administrasi, meliputi:
a) Formulir Layanan Pendampingan Video Conference yang sudah
ditandatangani minimal esclon III; ataw
b} Formulir Permintaan Reoom  Video Conference  yang  sudah
ditandatangani minimal eselon II;
{. Proses

1} Layanan Pendampingan Video Conference:

a. Awal: Penerimaan surat permintaan layanan dukungan khusus serta
pencatatan pada Aplikasi PING dan pemberian nomor tiket permintaan
kepada Pemochon;

b. Alchir : Memberikan pendampingan dalam rangka instalasi dan
konfigurast perangkat video conference, melakukan uji coba koneksi,
melakulcan uji coba audio dan video, melakukan monitoring pelaksanaan
kegiatan secara onsite atau remote.

2] Layanan Permintaan Room Video Conference:
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a. awal : Penerimaan surat permintaan layanan dukungan khusus serta
pencatatan pada Aplikasi FING dan pemberian nomor tiket permintaan
kepada Pemohon;

b. akhir : Membuat Room Video Conference untuk Pemohon pada peranglat
server (manajemen user) wideo conference,

g. Keluaran fHasil (output)

1} Layanan FPendampingan Video Conference, berupa penyelesaian
pclaksanaan pendampingan dan email pemberitaliuan pekerjaan telah
dilaksanalkan kepada Subbidang Layanan Pengguna;

2} Layanan Permintaan Room Viden Conference, berupa Reom ID dan email
pemberitahuan pekerjaan telah dilaksanalian kepada Subbidang Layanan
Pengguna,

h. Bagan Arus {flmochart)
h.1l. Layanan Pendampingan Video Conference
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h.2. Layanan Permintaan Roonmn Video Conference
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Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

a. Pelayanan Penyelesalan Perizinan Profesi Keuangan

b, Deskripst

Merupakan tata cara pcmberian izin Akuntan Pubiik, Penilai Publik, dan
Aktuaris Publik.

¢. Dasar Hukum:

1)
2]

3]

L

6]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publil;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praldtilc Akuntan
Publil;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penetimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMEK.0L1/2017  tentang
Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;

Peraturan Menteri Kenangan Nomoer 101 /PMK.01/2014 tentang Penilai
Publik sebagaimana telah divbah ferakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 225 /PMK.01 /2019,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang
Altuaris;

d. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
Akuntan Publik, Penilai Puablik, dan Alduaris Publilk.

e. Janji Lavanari:

1)

2)

3}

Jangka waktu penvelesaian 10 hari kerja sejak berkas permohonarn izin

telah diterima dan lengkap.

Bilaya atas jasa pelayanan:

a] Biaya atas jasa pelayanan unfuk permohonan izin Altuntan Publils:
Biaya atas jasa layanan berupa biaya izin akuntan publik sebesar
Rpl.000.000,00 per izin dan disetor ke kas negara sebagai PNBIP.

b} Biaya atas jasa pelayanan untul permohonan izin Penilai Publile:
Tidak ada biaya atas jasa pelayanarn.

c] DBiaya atas jasa pelayanan untuk permohonan izin Alttuaris Publik:
Tidaiz ada biaya atas jasa pelayanan.

Persvaratan administrasi:

a} Persyaratan untulr menjadi Akuntan Publil:

{1) Fotokopi sertifikat tanda hulns njian profesi altuntan publik yang
diterbitkan oleh:
{z} Asosiasi Profest Alcuntan Publik; atan
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{b) Perguruan tinggi yang lerakreditasi olch Asosiasi Profesi
Akuntan Pubiik untuk menyelenggarakan ujian profesi akuntan
publil;

(2) Surat keterangan pengalaman memberikan jasa asuransi
dan/atan jasa lainnya yang diverifikasi oleh Asosiasi Prolesi
Almintan Publik, meliputi:

(a) paling sedikit 1.000 (seribu) jam jasa aundit atas informast
kenangan historis dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, dengan
paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan /
atay] menyupervisi perikatan sudit atas informasi keuangan
historis; dan

() jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan
mangjemen, dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi
keuangan historis hanya terpenuhi 20% {sembilan puluh per
seratus);

(3) Fotokopl Kartu Tanda Pendudulk (Bukan Tanda Bulti Domisik);

(4) Fotokopl Nomeor Peolok Wajib Pajalkt dan Surat Pemberitahuan
Tahunan;

(2) surat pernyataan bermeteral cukup yang menyatalkan:

() tidak permah dikenakan sanksi  administratif  berupa
pencalbutan izin Akuntan Publilk;

(b) tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hulum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan vyang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan

[c) tidak berada dalam pengampuan;

{d) tidalkz merangkap jabatan; dan

{e] kebenaran data yang disampaikan;

(6) lotokopi bulkti anggota Asosiasi Profesi Alnuntan Publik yang masih
berlaku;

[7) surat keterangan schat dari dokter ramah saldt;

(8) pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan later
belakang putih ({laki-lald memakal jas dan berdasi, sedangkan
perempuan memakai jas atau blazer); dan

(%) buldti pembayaran hiaya izin Almantan Publik.

bj Persyaratan untuk menjadi Penilai Publil:

(1) fotokopi Plagam Register Penilai;
(2} fotokopi Kartu Tanda Penduduls (KTP);
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(3} fotokopi Jjazah pendidikan formal paling rendah strata satu atau
setara;

(4} fotokopl Sertifikat lulus wjian sertifilkasi Penilal sesual dengan
klasifikasi izin vang dimchonkar;

{5} menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional
Berkelanjutan (PPL) dalam 2 [dua) tahun terakhir apabila tanggal
Lelulusan wjian scriffikasi penila telah melewati masa 2 (dua)
tahun paling sedikit:

{a) 20 (dua pulubh) SKP untule klasifikasi Penilaian Properti
Sederhana atan Penilaian Personal Properti; atau

(b} 40 {empat puluh} SKP untuk klasifikasi Penilaian Properti atau
Penilaian Bisnis lulus pelatihan etik yang diselenggarakan cleh
Asoslasi Profesi Penilai;

(6) fotokopi kartn anggota Asosiasi yang masih berlalku;

(7} memilili pengalaman kerja di bidang Penilaian yang sesual dengan
Idasifikasi permohonan izin paling sedikit:

(a) 2 {dua] talun terakhir, di antaranya paling sedikit 600 (enam
ratus} jam kerja sebagai Penilai dalam penigasan Penilaian,
untuk kiasifikasi Penilaian Properti Sederhana atau Penilaian
Personal Properti;

() 3 (tiga) talhan terakhir, di antaranya paling sedikit 1.000
(seribu) jam kerja sebaga: Penilai dalam penugasan Penilaian
yvang meliputi paling sedikit 200 {(dua ratus] jam kerja sebagai
penyelia atau setara, uniuk klasifikasi Penilaian Bisnis; atau

(c) 3 (tiga) tehun terakhir, di antaranya paling sedikit 1.000
(seribu) jam keija sebagai Penilal dalam penugasan Penilaian
yvang meliputi paling sedikit 100 (seratus) Jam kerja terkait
properti komersial, 100 (seratus) jam kerja terkait perkebunan,
dan 100 (seratus] jam kerja terkait pabrik, untuk klasifikasi
Penilaian Properti;

{3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWH);

(9 tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik;

{10) melampirkan foto terakhir berwarna dan berlatar belalcang merah

ukuran 4x6 cm sebanyalk 2 (dua} lembar; dan

(11) melenglkapi formulir permohonan sesual format sebagaimana

tercantum dalam lampiran I} Peraturan Menteri Kevuangan Nomor

101/PMK.01/2014.
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¢] Persyaratan untulk menjadi Aktuaris Publils:

{1) fotckopi piagam Aktuaris Beregister;

{2) fotokom Normor Pokok Wajib Pajalk;

(3] fotokopi [jazah pendidikan formal paling rendah strata satu atau
setara yang telah dilegalisir;

{4) sural keterangan pengalaman kerja paling sedilat 2 [dua) tahun
di bidang aktuaria dar tempat bekerja;

(5) melampirkan [ote terakhir berwarna dan berlatar belakang bira
ukuiran 4x6 em sebanyak 2 (dua) lembar; dan

{6) formulir permohonan yang dilenglkapi sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Nomor SE-

02/PPPK/2016.
{. Proses;
1) Awal : Pemohon menyampaikan permohonan izin Akuntan Publik,
Penilai Publik, dan Aktuaris Publik kepada Sekretaris
Jenderal u.p. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Kenangan;
2) Akhir : Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kellanan meneliti dan

menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tentang izin
Akuntan Publik, Penilai Publik, dan Aktuaris Publik.
g. Kehluaran/Hasil Alrhir (outpid):
Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Akuntan Publik, Izin Penilai Puhlik,

dan Izin Aktnaris Publik sesuai dengan nama pemohon.
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h. Bagan Arus (flowchart):
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H. STANDARE OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN BIDANG PENGADUAN
MASYARAKAT KEMENTERIAN KEUANCGGAN

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal.
a. Deskoipsi:
Merupakan tata cara pelayanan pengaduan masyarakat atas keluhan atau
permasalahan yang dihadapi oleh siakeholder atas pelayvanan vang tidak
memuaskan, dugaan penyimpangan, dan/atan penyalahgunaan wewenang yang

dilaltukan oleh unsur Kementerian Kenangan.
h. Dasar Hukum.:

1] Undang-Undang Nomor 31 Talhiun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara
Pengelolaan: dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di

Lingkungan Kementerian Keuangan;

3) Peraturan Menteri Kenangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangsn Nomor 217 /PME.01/2018 {entang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

4} Keputusan Menteri Keuangan Nomaor 462/KMEK.09/2004 tentang Tata Cara
Investigasi olelh [nspektorat Bidang Investigasi pada Inspekforat Jenderal

Departemen Kevangan.

S

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran [Whistleblowing) serta
Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan

Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Pihak yvang Dilayani/ Stakeholder
Pelapor, baik pegawai maupun masyaralkat, yang melihat atau mengetahui adanya
pelanggaran dan/atan merasa tidak puas terhadap pelayanan vang
dilakukan/diberikan cleh unsur Kementerian Kenangar.
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d. Janji Layanar:

1) Penyampaian akun dan nomor register kepada pelapor dalam 3 {tiga) hari kerja
efektif terhitung sejak diterimanya pengaduan rnelalui aplikasi WISE, Telepon,
Email, datang langsung, dan 5SMS3. Dalam hal penyampaian melalui surat,
penyampaian akun dan nomor register kepada pelapor diterima sejak surat
balasan ditandatangani oleh Inspektur.

2) tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

3) Persyaratan administrasi:

a) ldentitas pelapor : nama/alias, alamat email dan nomor telepon yang dapat
dihubungi (akan dirahasiakan);
L) Konten Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti sectidaknya menpgandung
unsur SW+1H, sebagai berikut:
(1) What {(Apa yang terjadi?), memual judul singlkat yang menggambarkan
pengaduan seccara umuin.
(2 Who (Siapa saja pihak yang terlibat?), memuat informasi Identitas
terlapor @ nama, NIF, jabatan dan unii kerja [apabila diketabii};
(3) When {Kapan peristiwa itu terjadi?}, misalirva rentang waktu kejadian;
4 Where {Dimanakah peristiwa itu terjadi?} misalnya Tompat kojadian,
baik kota maupun spesifils lokasi;
(=) Why (Mengapa peristiwa it terjadi?}, apabila diketahui.
(&) How {Bagaimanakah peristiwa itu terjadi), misalnys Urutan kejadian
(apabila diketabai)
(7] Buktl pendukung (dalam bentuk dokumen, foto, video, atau tautan
yang dapat diakses).
c] Layanan pengaduan dapat disarnpailtan rnelalui:

Inspekiorat Jenderal Kementerian Keuangan, Gedung Diuanda T Lantai
6, J. Dr.Wahidin Raya No.1, Jalarta Pusat {10710);

Email: pengaduan.itjenf@kemenkeu.go.id

SMS: 0815-99-6666-2

Telepon: 021-3454236

Website: wise kemenkeu.go.id
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e, Proses:

1} Awal : Pelapor menyampaiitan pengaduan yang dapat dilakukan secars

langsung manpun melalu media-media yang tersedia.

2} Alkhir : Pelapor mendapatlkan akun serta nomor register untuk memantan

tindak lanjut pengaduan.
f. Keluaran/Hasil Akhir {cutput):

Surat informasi nemer pengaduan dan aloin ke pelapor.
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g. Bagan Arus {flowchart)
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H. STANDAR OPERASIONAL FPROSEDUR LAYANAN UNGGULAN BIDANG PENGADUAN
MASYARAKAT KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal.
a. Deskrips:
Merupakan tata cara pelayanan pengaduan masyarakat atas keluhan atau
permasalahan yvang dihadapi oleh stakeholder atas pelayanan yane tidalk
memuaskan, dugaan penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang yang

dilakukan olell unsur Kementerian Keuangan.
b. Dasar Hukum:

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanyg Nomor 20 Tahun
2001.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMEK.02/2010 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Peolanggaran [Whistleblowmg) &

Lingkungarn Kementerian Keuangan;

3} Peraturan Menteri Keuangan MNomor 229/PME.01/2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menterl Keunangan Nomor 217 /PME.O1/2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kenangan.

4) Keputusan Menieri Keuangan Nomor 462/KMEK.08/2004 tentang Tata Cara
Investigasi oleh Inspektorat Bidang Investigasi pada Inspektorat Jenderal

Departemen Keuangan.

5} Keputusan Menteri Keuangan Nomer 149/KMEK.039/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Tindal Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta
Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporano
Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan,

c. Pihak yvang Didayani/ Stakeholder

Pelapor, baik pegawai maupun masyarakat, yang meiithat atan mengetahui adanya

pelanggaran dan/atau merasa Hdak puas terhadap pelayanan yang

dilakukan/diberikan oleh unsur Kementerian Keuangan.
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d. Janji Layanan:

1] Penyampaian akun dan nomor register kepada pelapor dalam 3 (tiga) hari kerja
efelctif terhitung sejak diterimanya pengaduan melalui aplikas: WISE, Telepon,
Email, datang langsung, dan SMS. Dalam hal penyampaian melalui surat,
penyampaian skun dan nomor register kepada pelapor diterima sejalk surat
balasan ditandatangani oleh Inspektur.

2) Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

3] Persyaratan administrasi:

a) Identitas pelapor : nama/alias, alamat email dan nomor telepon yang dapat
dibmiburngi (akan dirahasiakan);
) Konten Pengaduan vang dapat ditindalklanjuti setidaknya mengandung
unsur 3W+1H, sebagal berikut:
(1) What {Apa yvang terjadi?], memuat judul singkat vang mengpambarkan
pengaduan secara umum.
(2] Who {Siapa saja pihak yang terlibai?), memuat informasi Identitas
terlapor : nama, NIP, jabatan dan unit kerja {apabila dikctahuij;
{3) When (Kapan peristiwa itu terjadiy), misalnya rentang wakiu kejadian;
(4] Where (Dimantakah peristiwa itu terjadi?) misaloya Tempat kejadian,
hailz kota maupun spesifik lokast;
(2] Why (Mengapa peristiwa it terjadi?), apabila diketabuai.
{6) How [Bagaimanakah peristiwa itu terjadi), misalnya Urutan kejadian
{apabila diketahui]
(7] Bukti pendukung (dalarn bentuk doliumen, foto, video, atau tautan
yang dapat dialkkscs).
¢} Layanan pengaduan dapat disampaitlkan melabui:

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda I Lantai
6, Jl. Dr.Wahidin Eaya No.1, Jakarta Pusat (107 10);

Email: pengaduan.ifjenfkemenkeun.go.id

SMS: 0215-99-66066-2

Telepon: 021-3454236

Website: wise kemenken. go.id
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e, Proscs:

1] Awal . Pelapor menyampailkan pengaduan yang dapat dilalmkan secara

langsuing tnaupun melalui media-media vang terescdia.

2) Alkhir : Pelapor mendapatkan alun serta nomor register untuk memantau

tindalc lanjuf pengaduan.
f. Keluaran/Hasil Akhir [ouiput):

Surat informasi nomor pengaduan dan akun ke pelapor.
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g. Bagan Arus (flowchart)
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L. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Pemanfaatan E-Learing BPPK

a. Deskripsi:
Merupakan prosedur atau tata cara calon peserta untuk mengikuti
pembelajaran E-Learning khusus pada jenis e-learning open access yang
merupakan pegawal Kementerian Keuangan. Proses pembelajaran e-learning
dikelompoklzan menjadi tahap registrasi e-learning, tahap pelaksanaan e-
learring, dan tahap evaluasi e-learning;

b. Dasar Hukum:

1)

4)

2]

&)

7}

8)

Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transalost
Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

KEeputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2003
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh
bagt Penyelenggara Dikiat;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2003
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh
bagi Pengelola Diklat;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompeilensi Pegawail
Negert Sipil melalui E-learning;

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 217 /PME. (] /2018 tentang Organisasi
dan Tata Kcrja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019;

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatinan Keuangan Nomor PER-
2/PP/2019 tentang PFPedoman E-learning di Lingkungan Kementerian
Keunangan.

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-
8/PP/2018 tentang Pedoman Microlearning di Lingkunpgan Kementerian
Kenangan.

¢. Pihak vang Dilayani/ Stakeholder:

Pegawai Kemernterian Keuangan yang memenuhi persyaratan mengikutl -
lecrrning di Kementerian Keuangan.

d. Janji Layanar:

1}

Janghka wakiu penyelesaian E-learning:

a) tahap registrasi e-learming seketika;

b tehap pelaksanaan e-lecrning sesuai dengan jadwal e-learning yang
telah ditetapkan, dan

c) tahap evaluasi e-learning maksimal 9 hari kerja.

2} Tidalk ada hiaya atas jasa pelayanan E-learning;
3] Persyaratan administrasi E-learning sesual dengan level akses peserta £-
learning.
e. Proses:
1] Awal : Registrasi Peserta E-learning
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2} Alhir: Evaluasi Peserta E-leaming
f. Kelnaran/Hasil Alkhir [outpul):
Hasil Pembelajaran Peserta E-learning.

g Bagan Arus (flowchart):
1) Tahap Registrasi E-Learning
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2) Tahap Pelaksanaan E-Learming
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3) Tahap Evaluasi E-Learning
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Selelssi Beasiswa Pascasarjana

d.

Deslkripsi:

Merupakan tahapan yang harus ditempuh peserta seleksi untuk mendapatkan

stallls sebagel penerima beasiswa pada suatu program beasiswa. Program

Beasiswa Kementerian Keuangan dan tahapan seleksi dimaksud adalah sebagai

herikut:

1y Ministerial Scholarship, meliputi:

a) Seleksi Administrasi;
b Seleksi Akademik; dan
c) Belelsi Akhir.

2y Istifufional Scholarship, melalui Seleksi Administrasi.

Dasar Hukum:

1] Peraturan Presiden Normor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas
Bclajar dan Penjelasaninya;

2) Salinan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang
Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalamm dan di
Luar Negeri;

3] Peraturan WMenteri Keuangan Nomeor 18/PME.01/2009 tentang Tugas
Belajar Program Gelar (Luar Necgeri) Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Linglmingan Departemen Keunangan;

4] Peraturan Menteri Kenangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen
Talenta Kementerian Keunangan sebagaimana telah dinbah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 00/PME.01/2016

tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1617);

5 Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kenangan Nomor PER-
2/PP/2020 tentang Kebijaltan Teknis Pengelolaan Beasiswa Program Gelar
di Lingkungan Kementerian Kenangan.
Pihak yang Dilayani/ Stakeholder:
1} Ministerial Scholarship
Seluruh PNS Kementerian Keuangan yang masuk dalam kategori talent dan
memmerntihi kriteria persyaratan untuk mendaftar sebagaimoana disebut
dalam Peraturan Menter: KXeuangan mengenal tugas belajar dan
persyaratan lainnya yang ditetapkan pengelola beasiswa;
2} Institutional Scholarship
Seluruh PNS Kementeriun Kenangan yang memenuht kriteria persyatatan
untuk mendaftar sebagaimana disebutl dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenal tugas belajar dan persyaratan lainnya yang ditetapkan penvedia
beasiswa.
Janji Layanan:
1}  Jangka waktu penyclesaian seluruh tahapan untule Ministerial Scholarship
adalah 110 hari kerja, dengan rincian sebapgai berikut:
a) Seleksi Administrasi: 50 hari kerja
b Seleksi Akademik : 20 han kerja
¢) Selcksi Akhir : 40 hari kerja;
2] Janglka walan penyelesaian tahapan untuk Institutional Schofarship adalah
20 hari kerja;
3) Tidak ada hiaya atas jasapelayanan;
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4}  Persyaratan administrasi:
a) Scsuai persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 18 /PMK,01/2009; dan
b] Persyaratan lain yang disampaikan pada pengumuman Penawaran
Beasiswa untuk Program Beasiswa Ministerial Scholarships, atau
persyaratan dari penyedia untuk Program Beasiswa Fstitutional
wcholarships.

e. Proses:
1) Awal
Calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi dinsulkan
oleh unit eselon I yang bersangkutan kepada Badan Pendidikan dan
Pelatihan Kenangan untul: mengikuti tahapan seleksi;
2} Akhir
a) Ministerial Scholarships
Pengumuman hasil Seleksi Akhir Beasiswa Ministerial Scholarships,
b) Institutional Scholarships
Rekomendasi peserta selelsi oleh Pengelola kepada Penyvedia.
f. Keluaran/Hasil Althir{output):
1) Ministerial Scholarships
Eeputusan Kepala BPPK mengenai Penerima Beasiswa Minisierial
wcholarships.

2} Institutional Scholarships
Hasil Seleksi Administrasi dan rekomendasi peserta selekst oleh Pengelola
kepada Penyedia.
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2) Institutional Scholarships

UNIT PENGUSLUL
{INSTAMNS| TERKAIT}

PUSDIKLAT PSDM

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd. =
HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya




